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Menimbang 

BUPATI PEMALANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR 5o TAHUN 2023 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN PEMALANG 

DENGAN RA MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PEMALANG, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas 
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang 
maka perlu menyusun Kebijakan Akuntansi; 

b. bahwa untuk mengatur lebih detail akuntansi properti 
investasi dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah 
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023, maka 
dipand perlu menyusun Kebijakan Akuntansi dalam 
penyusunan laporan keuangan; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 
diperlukan peraturan kepala daerah yang mengatur 
mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud 
I 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 
Peratur B~ ati tentang Keqijakan Akuntansi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang; 

1. Undang-Undang Nomor 13° Tahun 1950 tentang 
Pembennukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; • 

2. Undang- ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahu 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang­
Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2023 No or 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
5165); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) ; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 
2083); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 1447); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1781); 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG. 

BAB I 
~ETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabu paten Pemalang. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalar.n Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
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3. Pemerintah Daerah adal~ Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintatlan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bu pati adalah Bu pati Pemalang. 
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban Daerah. 

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah. 

7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, 
pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian a tas 
hasilnya, serta penyajian laporan. 

8. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang 
mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi 
Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan 
merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 
penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan 
atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan 
Standar Akuntansi Pemerintahan. 

9. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip­
prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 
laporan keuangan pemerintah. 

10. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset , 
utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta 
mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan 
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. 

11. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat 
PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif. 

12. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi­
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh 
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan. 

13. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar­
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang 
dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi 
ke bu tuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan 
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode 
maupun antar entitas. 

14. Sistem Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah 
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari 
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi 
keuangan dan operasi keuangan pemerintah. 

15. Sistem Akuntansi Pemerjntah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD 
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan 
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi 



jdih.pemalangkab.go.id

4 

sampai dengan pelap ran keuangan di lingkungan organisasi 
pemerintahan daerah. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 

17. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

18. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

19. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui 
pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset , 
utang dan ekuitas dana berbasis akrual. 

20. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan 
suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan 
menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, 
pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, 
sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang 
bersangku tan. 

21. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan 
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. 

22. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap 
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 

23. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan 
yang menyajikan inform si realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, 
surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan 
anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya 
dalam satu periode. 

24. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat 
LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan 
SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan 
SAL akhir. 

25. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu 
entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal 
tertentu. 

26. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang 
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan 
entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan 
surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya 
disandingkan dengan periode sebelumnya. 

27. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang 
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan 
setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas 
pada tanggal pelaporan. 

28. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan 
yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari 
ekuitas awal, surplus/defisit-LO , koreksi dan ekuitas akhir. 
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29. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah 
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci 
atau analisis atas nilai suatu pas yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, 
LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

30. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran / pengguna barang. 

31. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 
umum daerah. 

32. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk 
melaksanakan fungsi Bendahara Um urn Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUD. 

33. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu a tau lebih 
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang­
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 
laporan keuangan. 

34. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 
anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi 
dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas 
pelaporan. 

35. Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang 
berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. 

36. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah 
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar 
kembali oleh pemerintah daerah. 

37. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan 
tidak perlu dibayar kemb i. 

38. Belanja adalah semua pe geluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang 
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran 
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 
pemerin tah daerah. 

39. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensijasa dalam periode 
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran a tau 
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 

40. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangku tan mau pun pada tah un-tah un anggaran 
beriku tnya. 

41. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana 
manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat 
diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat 
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang 
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber­
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 
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42. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
pemerintah daerah. 

43. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan 
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. 

44. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang 
tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang 
seharusnya. 

45. Penyesuaian adalah traosaksi penyesuaian pada akhir periode untuk 
mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang 
berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum 
dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan. 

46. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar 
kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara 
sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan 
keuangan pemerintah daerah. 

BAB II 
KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Pasal 2 

(1) Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual. 
(2) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) terdiri atas: 
a . kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan 
b. kebijakan akuntansi akun. 

(3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan 
yang berfungsi sebagai p~duan dalam penyajian pelaporan keuangan. 

(4) Kebijakan akuntansi aku'n sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan 
transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas: 
a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan 
b. pengaturan yang lebih rind atas kebijakan akuntansi dalam SAP. 

BAB III 
PELAPORAN KEUANGAN 

Pasal 3 

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan 
wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, paling 
sediki t terdiri dari : 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); 
c. Neraca; 
d. Laporan Operasional 
e. Laporan Arus Kas; 
f. Laporan Perubahan E uitas; dan 
g. Catatan atas Laporan Keuangan. 
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(2) Dalam rangka pertanggu gjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi 
untuk unit pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, 
paling sedikit terdiri dari: 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Operasional; 
c. Neraca; dan 
d. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah 
BUD wajib menyusun Laporan Keuangan, paling sedikit terdiri dari: 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Operasional; 
c. Neraca; 
d. Laporan Arus Kas; 
e. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 
f. Catatan atas Laporan Keuangan. 

Pasal 4 

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum pada Lampiran yang 
meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini. 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 5 

Pelaporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan 
Bupati ini. 

BABY 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka: 
a. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

(Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 19); 
b. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 
(Berita Daerah Kabupate Pemalang Tahun 2015 Nomor 52); 

c. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi; 

d. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2016 ten tang Tata Cara Amortisasi 
Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud; 

e. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kebijakan 
Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 70), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang. 

Ditetapkan di Pemalang 

pada tanggal 12 Desember 2023 

BUPATI PEMALANG, 

ttd 

cap 

MANSUR HIDAYAT 

Diundangkan di Pemalang 

pada tanggal 12 Desember 2023 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG, 

ttd 

cap 

HERIYANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 50 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEMALANG 

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H. , M.H 
Pembina 

NIP. 19781029 200604 1 008 



jdih.pemalangkab.go.id

9 

LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI PEMALANG 

NOMOR <;'o TAHUN 2023 

TENTANG 
PEMERINTAH 
PEMALANG 

KEBIJAKAN 
DAERAH 

AKUNTANSI 
KABUPATEN 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG 

BAB I 

KOMPONEN UTAMA KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Komponen utama kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas: 

1. Kerangka Konseptual 

Memuat prinsip akuntansi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan serta berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah 

akuntansi yang belum dinyatakan baik dalam Standar Akuntansi 

Pemerintahan maupun dalam Kebijakan Akuntansi terkait akun laporan 

keuangan. 

2. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan 

Memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan serta berfungsi 

sebagai panduan dalam proses pelaporan keuangan. 

3. Kebijakan Akuntansi Akun 

Mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi 

atau peristiwa setiap akun sesuai dengan PSAP atas : 

a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan pengakuan dan/atau 

pengukuran di SAP yang memberikan beberapa pilihan metode; 

b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan dan/atau 

pengukuran yang ada di SAP ; dan 

c. Pengaturan hal-hal yang belum diatur SAP. 
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BAB II 

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN 

A.PENDAHULUAN 

1. TUJUAN 

a. Tujuan kerangka konseptual akuntansi adalah sebagai acuan bagi: 

1) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah 

akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi; 

2) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan 

keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan 

3) para pengguna laporan keuangan dalam menaf sirkan informasi 

yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan 

kebijakan akuntansi. 

b. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat 

masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan 

Akuntansi. 

c. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah 

dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk 

diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah. 

d. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum 

dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan 

terhadap anggaran dan antar periode. 

Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan 

kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan 

relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik 

demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan 

kebijakan akuntansi di masa depan. 

2. RUANG LINGKUP 

a. Kerangka konseptual ini membahas: 

1) Tujuan kerangka konseptual; 

2) Asumsi dasar; 

3) Karakteristik kualitatif laporan keuangan; 

4) Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan; 

5) Kendala informasi akuntansi. 

b. Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan setiap 

entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah, yang 
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memperoleh anggar berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan 

daerah. 

3. ASUMSI DASAR 

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerin tah daerah adalah 

anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan 

agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas: 

a. Asumsi kemandirian entitas; 

b. Asumsi kesinambungan entitas; 

c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang ( monetary measurement). 

Kemandirian Entitas 

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah daerah 

sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit 

yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan 

keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan 

dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini 

adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan 

melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung 

jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk 

kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan a tau 

kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi 

akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program 

dan kegiatan yang telah ditetapkan. 

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas 

Akuntansi. 

Kesinambungan Entitas 

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa 

pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud 

untuk melakukan likuidasi. 

Keterukuran Dalam Satuan Uang (Monetary Measurement) 

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan 

yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan 

agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam 

akuntansi. 
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B. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif 

yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 

memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan 

prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah 

daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 

1. Relevan 

2. Andal 

3. Dapat dibandingkan 

4. Dapat dipahami 

RELEVAN 

Laporan keuangan pemerin tah daerah dikatakan relevan apabila informasi 

yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna 

laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa 

masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi 

hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi 

laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan 

maksud penggunaannya. 

Informasi yang relevan harus: 

1. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa laporan 

keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang 

memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi 

ekspektasinya di masa lalu; 

2. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) , artinya bahwa laporan 

keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna 

laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil 

masa lalu dan kejadian masa kini; 

3. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus 

disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk 

pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan 

4. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah 

harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup 

semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan 

keputusan pengguna laporan. 
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ANDAL 
Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari 

pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap 

kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang 

relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka 

penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. 

Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik: 

1. Penyajiannyajujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah 

harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi 

serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar 

dapat diharapkan untuk disajikan; 

2. Dapat diverifikasi (verifiability), artinya bahwa laporan keuangan 

pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila 

pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya 

harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda; 

3. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus 

memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum 

dan bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk 

menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara 

hal tersebut akan merugikan pihak lain. 

DAPAT DIBANDINGKAN 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan 

lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 

sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. 

Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan 

secara internal dapat dilakukan bila pemerin tah daerah menerapkan 

kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara 

eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan 

menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah 

akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan 

akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus 

diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut. 

DAPAT DIPAHAMI 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami 

oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah 

yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk 
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itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai 

atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya 

kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 

C. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan 

yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, 

serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang 

disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam 

akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah: 

1. Basis akuntansi; 

2. Prinsip nilai historis; 

3. Prinsip realisasi; 

4. Prinsip substansi mengungguli mengungguli formalitas; 

5. Prinsip periodisitas; 

6. Prinsip konsistensi; 

7. Prinsip pengungkapan lengkap; dan 

8. Prinsip penyajian wajar. 

BASIS AKUNTANSI 

Basis akun tansi yang digunakan dalam la po ran keuangan pemerin tah 

daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, 

kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan 

disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib 

menyajikan laporan demikian. 

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui 

pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas 

belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan 

dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai 

kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari 

Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti 

bantuan pihak luar / asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan 

Operasional. 

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka 

LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan 

penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas 

Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan 

pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening 
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Kas umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan 

dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan 

basis akrual. 
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui 

dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau 

kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

PRINSIP NILAI HISTORIS 

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari 

imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat 

perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan 

dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam 

pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. 

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, 

karena nilai perolehan le bih o byektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak 

terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban 

terkait. 

PRINSIP REALISASI 

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah 

diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi 

akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. 

Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka 

pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui 

anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. 

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue 

principle) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, 

sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta. 

PRINSIP SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL 

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi 

serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau 

peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi 

dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila 

substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan 

aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas 

dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. 
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PRINSIP PERIODISITAS 
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi 

menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah 

dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. 

Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, 

triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan. 

PRINSIP KONSISTENSI 

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari 

periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). 

Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode 

akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai 

dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu 

memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh 

atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan. 

PRINSIP PENGUNGKAPAN LENGKAP 

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi 

yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna 

laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) 

laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. 

PRINSIP PENYAJIAN WAJAR 

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, 

Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi 

penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi 

ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu 

diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan 

menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan 

pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian 

pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset 

atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak 

dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan 

sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan 

tersembunyi, sengaja menetapkan aset a tau pendapatan yang terlampau 
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rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau 

tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. 

D.KENDALAINFORMASIAKUNTANSI 
Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan 

yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam 

mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah 

yang relevan dan andal akibat keterbatasan ( limitations) atau karena alasan­

alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi 

akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu: 

1. Materialitas; 

2. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan 

3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif 

MATERIALITAS 

Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala 

informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi 

kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk 

mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat 

mempengaruhi kepu tusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar 

informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. 

PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT 

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan 

keuangan pemerintah daerah seharusnya melebihi dari biaya yang 

diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan 

keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang 

manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun 

demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang 

substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna 

informasi yang menikmati manfaat. 

KESEIMBANGAN ANTAR KARAKTERISTIK KUALITATIF 

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai 

suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang 

diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. 

Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, 

terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan 

antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah 

pertimbangan profesional. 
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BAB III 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN 

A.PENDAHULUAN 

1. TUJUAN 
a. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan 

keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) 

dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik 

terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi. 

b. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan 

seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, 

pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi 

laporan keuangan. 

c. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan 

yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar 

pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan 

transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur 

dalam kebijakan akuntansi yang khusus. 

2. RUANG LINGKUP 

a. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan 

dengan basis akrual. 

b. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud 

dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga 

pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam 

proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih 

tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). 

c. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah 

atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen 

publik lainnya seperti laporan tahunan. 

d. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi 

dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu 

pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan 

SKPKD. 

3. BASIS AKUNTANSI 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah 

daerah yaitu basis akrual. Namun, Dalam hal anggaran disusun dan 
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dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran 

disusun berdasarkan basis kas. 

B. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN 
1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai 

posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil 

operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat 

bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan 

mengenai alokasi sumber daya. 

2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah 

untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan 

dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber 

daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: 

a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas pemerintah; 

b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya 

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah; 

c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan 

sumber daya ekonomi; 

d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 

anggarannya; 

e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; 

f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk 

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 

g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi 

kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 

3. Pelaporan keuanganjuga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai: 

a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai 

dengan anggaran; dan 

b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan 

ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD. 

4. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan 

informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: 

a. Aset; 

b. Kewajiban; 

C. Ekuitas; 

d. Pendapatan-LRA; 
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s. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi 

tujuan pelaporan keuangan, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi 

tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, 

dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk 

memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu 

entitas pelaporan selama satu periode. 

6. Pemerintah daerah menyajikan informasi tambahan untuk membantu 

para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan 

pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi 

keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan 

ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk 

indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program 

dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama 

periode 

C. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN 

1. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada 

pada pimpinan entitas. 

2. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah berada pada Bupati. 

3. Tanggungjawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD dan 

SKPKD berada pada kepala SKPD dan SKPKD. 

4. Laporan keuangan Entitas Akuntansi, baik SKPD maupun SKPKD 

dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD / SKPKD yang 

menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya 

telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang 

memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
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D. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN 
1. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan 

terdiri dari la po ran pelaksanaan anggaran ( budgetary reports) dan laporan 

finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Arus Kas; 

f. Laporan Peru bahan Ekuitas; 

g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

2. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap 

entitas akuntansi, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan 

Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan. 

E. STRUKTUR DAN ISi 

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

a. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan 

pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. 

b. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara 

anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan 

menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut: 

1) Pendapatan-LRA; 

2) Belanja; 

3) Tran sf er; 

4) Surplus/Defisit-LRA; 

5) Pembiayaan; 

6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 

c. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang 

mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan 

moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara 

anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanju t 

angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. 

d. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengharuskan entitas 

akuntansi dan pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran 

dalam dua format berbeda, yaitu format sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi 
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Pemerintahan dan format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 
e. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan 

Pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan dan format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah adalah se bagai beriku t : 
1) LRA SKPD format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010: 

PEMERINTAH KABUP ATEN PEMALANG 
LAPORAN RFALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BaANJA 

UNTIJK T AHUN YA G BFRAKHIR SAMPAI DlliGAN 31 DESEMBffi 20Xl DA 20XO 

Urusan Pemerintahan 

Bi dang Pemerintahan 

Unit Organisasi 

Sub Unit Organisasi 

PENDAPATAN-LRA 
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)· LRA 

Pendapatan Pajak Daerah- LRA 
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan - LRA 

Lain-lain PAD yang Sah - LRA 

BELANJA 
BELANJA OPERAS! 

Belanja Pegawai 
Belanja Ba rang dan Jasa 

Belanja Subsi di 
Belanja Hibah 
Belanja Bantuan Sosial 

BELANJA MODAL 
Belanja Modal Tanah 
Belanja Modal Pera Iatan dan Mesin 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
Belanja Modal Jalan, lrigasi , dan Jaringan 
Belanja Modal AsetTetap Lainnya 
Belanja Modal Asel Lainnya 

SURPLUS/DEFISIT 

~=====~=======:t:===t=====:=J SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN {SILPA) 

................. , 31 Desember 20Xl 

Jabatan Kepala SKPD 

Nama Kepala SKPD 

NIP Kepala SKPD 
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2) LRA SKPD format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020: 

PFMERINTAH KABUPATEN PFMAIANG 

LAPORA!~ RFAllSASI ANGGARAN POO>AP ATAN DAN BEi.ANJA 

UNTUK TAHUN YANGBERAKHIRSAMPAIDENGAN31 DFSFMBER20Xl DAN20XO 

Urusan Pemerintahan 

Bi dang Pemerintahan 

Unit Organisasi 

Sub Unit Organisasi 

PENDAPATAN-LRA 
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)· LRA 

Pendapatan Pajak Daerah - LRA 

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan · LRA 

Lain-lain PAD yang Sa h · LRA 

BELANJA 
BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Subs idi 

Belanja Hibah 

Belanja Bantuan Sosial 
BELANJA MODAL 

Belanja Modal Tanah 

Belanja Modal Pera Iatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja Moda l Jalan, lrigasi , dan Jaringan 

Belanja Modal AsetTetap Lainnya 

Belanja Modal Aset Lainnya 

SURPLUS/DEFISrT 

~======t:=======t:===t======::j SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN jSILPA) 

................. , 31 Desember 20X1 

Jabatan Kepala SKPD 

Nama Kepala SKPD 

NIP Kepala SKPD 
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3) LRA SKPKD Format Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010: 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

LAPORAN RE<\LISASI ANGGARAN PEl'IDAPATAN DAN BEIANJA 

UNIUK T AffiJN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DFSEMBER 20Xl DAN 20X0 

Urusan Pemerintahan 

Bidang Pemerintahan 

Unit Organi sas i 

Sub Unit Organ isasi 

PENDAPATAN TRANSFER - LRA 
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LRA 

Dana Bagi Hasil Pajak - LRA 

Dana Bagi Hasil Bukan Pa j ak/Sumber Daya Alam - LRA 

Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 

Dana Alokasi Khusus (OAK) - LRA 

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-La i nnya - LRA 
Dana Otonomi Khusus - LRA 

Dana Keistimewaan - LRA 
Dana Penyesuaian - LRA 

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya - LRA 
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA 

Bantuan Keuangan - LRA 
Bantuan Keuangan ke Pernerintah Daerah Provinsi - LRA 

Bantuan Keuangan ke Pernerintah Daerah Kabupaten - LRA 

Bantuan Keuangan ke Pernerintah Daerah Kota - LRA 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 

Pendapatan Hi bah - LRA 

Dana Darurat - LRA 

Pend a pata n Lain nya - LRA 

BELANJA 
BELANJA OPERASI 

Belanja Bunga 

Belanja Subsidi 

Belanja Hibah 

Belanja Bantuan Sosial 

BELANJA TAK TERDUGA 

Belanja Tak Terduga 

TRANSFER 
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 

Trans fer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 

TRANSFER BANl\JAN KEUANGAN 
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 

SURPLUS/DEFISITt------+-----+---+------l 

PEMBIAYAAN 
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

Penggunaan Si IPA 

Pencairan Dana Cadangan 

Hasil Penj ualan Kekaya an Daerah yang Dipisahkan 

Pinjaman Dal am Negeri 

Penerimaan Kembali Pi utang 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
Pembentukan Dana Cadangan 

Penyertaan Modal/lnvestasi Pemerintah Daerah 

Pembayaran Pokok Pinj aman Dalam Negeri 
Pemberian Pinj arnan Daerah 

PEMBIAYAAN NETO 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)~=====l======:l===!=====::J 

..... ............ , 31 Desember 20Xl 

Jabatan Kepala SKPKD 

Nama Kepala SKPKD 

NIP Kepala SKPKD 
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4) LRA SKPKD format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020: 

P™ERINTAH KABUPA TIN PEMALANG 

LAPORAN REALISASIANGGARAN PENDAPATAN DAN BU.ANJA 

UNTUK TAHUNYANGBERAKHIRSAMPAI DBsGAN 31 DESEMBER20XI DA N20X0 

PENDAPATAN 
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)· LRA 

Pendapatan Pajak Daerah - LRA 
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ­

LRA 

Lain-lain PAD yang Sah - LRA 

PENDAPATAN TRANSFER 
Pendapatan Transfer Pem erintah Pusat 

Dana Bagi Hasil 

Dana Alokasi Umum (DAU) 
Dana Aloka si Kh usus (OAK) Fisik 

Dana Alokasi Khusus (OAK) Non Fisik 

Pcndapatan Transfer Pemerintah Pusat•lainnya 
Dana lnsentif Daerah 

Dana Otonomi Khusus 

Dana Keistimewaan 

Dana Desa 

Pendapatan Transfer Antar Oaerah 
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 

Bantuan Keuangan 
LAIN -LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

Pendapatan Hibah 

Dana Darurat 
Pendapatan Lainnya 

BELANJA 
BELANJA OPERAS! 

Belanja Pegawai 

Belanja Ba rang dan Jasa 

Belanja Bunga 

Belanja Subsidi 

Belanja Hibah 

Belanja Bantuan Sosi a l 

BELANJA MODAL 
Bel anja Modal Tanah 

Belanja Modal Peralatan dan Mes ln 
Belanja Modal Gedungdan Bangunan 

Belanja Modal Ja lan, lri gasi dan Jaringan 

Belanja Modal Aset Tetap L.ainnya 
Belanja Modal Aset Llinnya 

BELANJA TAK TERDUGA 

Belanja Tak Terduga 

BELANJA TRANSFER 
Belanja Bantuan Keuangan antar Oaerah Kabupaten/Kota 

Belanja Bantuan Keuangan Kabu paten/Kota ke Daerah Provinsi 

Belanja Bantuan Keuangan Oaerah Provins i atau Kabupaten/Kota 
kepada Desa 

SURPLUS/DEFISrT._ ____ 4--____ -l----4--------< 

PEMBIAYAAN 
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

Penggunaan SiLPA 

Pencairan Dana Cadangan 

Has ii Penjualan Kekayaan Daera h yang Diplsahka n 
Pinjaman Dal am Neger l 

Penerimaan Kembali Piutang 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
Pembentukan Dana Cadangan 

Penyertaan Modal/lnvesta si Pemeri nta h Daerah 

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Ncgeri 

Pemberian Pinjaman Daerah 

PEMBIAYAAN NETO 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 
l======t=====t==:t=:====l 

....... , 31 Des ember 20Xl 

Jabatan Kepala SKPKD 

Nama Kepala SKPKO 

NIP Kepala PPKD 

Catatan 
laporan 
SKPKD. 

bahwa laporan Keuangan SKPKD merupakan penyatuan 
keuangan BPKAD selaku SKPD dengan BPKAD selaku 
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5) LRA PEMDA Format Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010: 

PEMERINTAHKABUPATEN PEMALANG 
LAPORAN RE<\LISASI ANOGARAN PENDAPATANDAN BELANJA 

UNTUKTAHUNYANGBERAKHIRSAMPA1DENGAN31 DESEMBER.20.Xl DAN20X0 

Urusa n Pemeri ntaha n 

Bi dang Pemerintahan 

Unit Organisasi 

Sub Unit Orga nisasi 

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)· LRA 
Pendapatan Pajak Daerah • LRA 
Pendapatan Retr i busi Daerah - LRA 
Pendapatan Ha sil Pengelol aan Kekayaan Daerah ya ng 
Dipisahkan - LRA 

lil in-lai n PAD yang Sah - LRA 
PENDAPATAN TRANSFER· LRA 

Pendapatan Transfer Pemerint ah Pusat - LRA 
Dana Bagi Hasil Pajak - LRA 
Dana Bagi Ha sil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA 
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 
Dana Alokasi Khusus (DAK) • LAA 

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA 
Dana Otonomi Khusus - LRA 

Dana Keistimewaan - LRA 
Dana Penyesua i a n - LRA 

Pendapatan Transfer Pemerintah Oaerah-Lainnya - LRA 
Pendapatan Bagi Hasil Pajak · LRA 
Pendapatan Bagi Hasil La innya - LRA 

Bantuan Keuangan - LRA 
Bantuan Keua nga n kePerneri ntah Da era h Provi nsi - LRA 
Bantuan Keuangan ke Pemeri ntah Daer ah Kabupaten - LRA 
Bantuan Keuanga n ke Pemeri ntah Oaerah Kota - LRA 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 
Pendapatan Hi bah · LRA 
Dana Darurat - LRA 
Pendapata n La i nnya - LRA 

BELANJA 
BELANJA OPERAS! 

Bela nja Pegawa i 
Belanja Ba rang dan Jas a 

Bel a nja Sunga 
Bea nja Subsi di 
Belanja Hi bah 
Bela nj a Bantuan Sos ial 

BELANJA MODAL 
Belanja Modal Tana h 
Bela nja M oda l Peralata n dan M esi n 
Belanja Moda l Gedung dan Bangunan 
Bela nj a Moda l Jal an, l rigasi dan Jar ingan 
Bel anj a Modal Asetteta p Lainnya 
BELANJA TAK TERDUGA 

Belanja Tak Terduga 

TRANSFER 
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 

Transfer Bagi Ha sil Paj ak Oaerah 
Tra nsfer Bagi Ha sil Pendapatan Lainnya 

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Oaerah Lainnya 
Transfer Bantuan Keuangan ke Oesa 
Transfer Bantuan Keuangan Lai nnya 

PEMBIAYAAN 
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

Penggunaa n Si LPA 
Pencairan Dana Ca dangan 

SURPLUS/DEFISITr-----t-----+--+----...J 

Hasil Penjualan Kekayaan Oaerah yang Di pisahkan 
Pinjaman Oalam Negeri 
Penerimaan Kembali Pi utang 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
Pembentukan Dana Ca dangan 
Penyertaa n Moda l/lnvesta si Pcmerintah Oa erah 
Pembayaran Pokok Pi njaman Dal am Negeri 
Pemberian Pi nj ama n Daerah 

PEMBIAYAAN NETO 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)t::::=====1~=====1===1=====:=J 
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6) LRA PEMDA format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020: 
pEMERJNTAH KABUPA TEN PEMALANG 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
UNTUK TAHUNYANGBERAKHIRSAMPATDENGAN31 DESEMBER20XI DAN20XO 

PENDAPATAN 
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

Pendapatan Pajak Oaerah - LRA 
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 
Pendapatan Hasi l Pengelolaan Kekaya an Oaerah yang Dipisahkan 
Lain-lain PAOyangSah 

PENDAPATAN TRANSFER 
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 

Dana Bagi Has ii - LRA 
Dana Aloka si Umum (DAU) 
Dana Alokasi Khusus (OAK) Fisik 
Dana Alokasi Khusus (OAK) Non Fisik 

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 
Dana lnsentif Oaerah 
Dana Otonomi Khusus 

Dana Keistimewaa n 
Dana Des a - LRA 

Pendapatan Transfer Antar Daerah 
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 
Bantuan Keuanga n 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 
Pendapatan Hi bah 

Dana Darurat 
Pendapatan Lai nnya 

BELANJA 
BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 
Belanja Ba rang dan Jasa 
Belanja Bunga 
Bela nj a Subsidi 

Belanja Hi ba h 
Belanja Bantuan Sosial 

BELANJA MODAL 
Belanja Modal Tanah 
Belanja Modal Pera Iatan dan Mesin 
Bela nj a Modal Gedung dan Bangunan 
BelanJa Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan 
Belanja Modal AsetTetap Lai nnya 
Bela nja Mada I Aset Lai nnya 

BELANJA TAK TERDUGA 
Belanja Tak Terduga 

BELANJA TRANSFER 
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota 
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah provinsi 

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota 
kepada Desa 

PEMBIAYAAN 
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

Penggunaan SiLPA 
Pencairan Dana Ca dangan 
Has ii Penjualan Kekayaan Daera h yang Dipisahkan 
Pinjaman Dalam Negeri 
Penerimaan Kembali Piutang 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
Pembentukan Dana Ca dangan 
Penyertaan Moda l/l nvestasi Pemerintah Oaerah 
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 
Pemberian Pinjama n Daerah 

PEMBIAYAAN NETOr-------t-----j--_jf-----_j 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)F====~======t===i=====~ 
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2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 

a. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara 

komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: 

1) Saldo Anggaran Lebih awal; 

2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; 

3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; 

4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; 

5) Lain-lain; 

6) Saldo Anggaran Lebih akhir. 

b. Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut 

dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

c. Contoh format Laporan Perubahan SAL menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi 

Pemerintahan dan format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: 

1) Contoh format Laporan Perubahan SAL menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi 

Pemerintahan: 
PFMERINTAHKABUPATEN PEMAIANG 

LAPORAN PERUBAHAN SALIX) ANGGARAN LEllffi 
PER31 DF.SEMBER20Xl DAN 20X0 

1 Sa I do Angga ran Lebi h Awa I 
2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan PembiayaanTahun Berjalan 
3 Subtotal 
4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Angga ra n (SiLPA/SiKPA) 
5 Subtotal 
6 Koreksi Kesa lahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 
7 Lain-lain 

8 Saldo Anggaran Lebih Akhir 

2) Contoh format Laporan Perubahan SAL menurut Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan adalah se bagai beriku t: 

PFMERINTAH KABUPATFN PE\1ALANG 
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBm 

PER31 DESEMBER20Xl DAN 20X0 

1 Sa ide Anggaran Lebi h Awai 
2 Penggunaan SAL sebaga i Pener i maan Pembiayaan Tahu n Berja l an 
3 Subtotal 
4 Sisa Leb i h/Ku rang Pembi ayaan Anggaran (Si LPA/Si KPA) 
5 Subtotal 
6 Ko reksi Kesala han Pembukuan Tahun Sebelumnya 
7 Lain-l ain 
8 Saldo Anggaran Lebih Akhir 
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3. NERACA 

a. Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai 

aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

b. Pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan 

nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban 

jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas 

adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara 

aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. 

c. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan 

Perubahan Ekuitas 

d. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: 

1) kas dan setara kas; 

2) investasi jangka pendek; 

3) piutang; 

4) persediaan; 

5) investasi jangka panjang; 

6) aset tetap; 

7) aset lainnya 

8) kewajiban jangka pendek; 

9) kewajiban jangka panjang; 

10) ekuitas. 

e. Contoh format Neraca sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang 

Standar Akun tansi Pemerin tahan dan format yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut 
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1) Contoh format Neraca menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan: 

PEMl!lUN'"f AH KABUP A~ PEMAI.ANG 

NERACA 

PER31 DESEMBER20Xl DAN 20X0 

1 AS£T 
2 AS£T LANCAR 

3 Kas di Kas Daerah 
4 Kas di Bendahara Pengetuaran 
5 Kas di Bendahara Penerimaan 
6 lnvestasi Jangka Pendek 
7 Piutang Pajak 
8 Piutang Retribusi 
9 Bagian Lancar Pinja man kepada Perusaha an Negara 

10 Bagi an La near Pinjama n kepada Perusahaan Daerah 
11 Bagi an Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 
12 Bagi an Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 
13 Bagian LancarTagihan Penj ualan Angsuran 
14 Bagi an Lancar Tuntutan Perbendaharaan 
15 Bagi an lancarTuntutan Ganti Rugi 
16 Piutang Lainnya 

17 Persediaan 
18 Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17) 
19 INVESTASI JANGKA PANJANG 

20 

21 

22 
23 
24 
25 

lnvestasi Nonpermanen 
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara 
Pinjaman Kepada Perus ahaan Daerah 
Pinjama n Kepada Pemerintah Daerah Lainnya 
lnvestasi dalam 5urat Utang Negara 
lnvestasi dalam Proyek Pembanguna n 

26 lnvestasi Nonpermanen Lainnya 
27 Jumlah lnvestasi Nonpermanen (21 s/d 26) 
28 lnvestasi Permanen 
29 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

30 lnvestasi Perman en Lai nnya 
31 Jumlah lnvestasi Permanen (29 s/d 30) 

32 Jumlah lnvestasi Jangka Panjang (27 + 31) 
33 AS£T TETAP 

34 Tanah 
35 Pera Iatan dan Mesin 
36 Gedung dan Bangunan 
37 Jal an, lrigasi , dan Jaringan 
38 AsetTetap Lainnya 
39 Konstruksi dalam Pengerja an 

40 Akumulasi Penyusutan 
41 Jumlah Aset Tetap (34 s/d 40) 
42 DANA CADANGAN 

43 Dana Cadangan 
44 Jumlah Dana Cadangan (43) 
45 AS£T LAINNYA 

46 Tagihan Penjualan Angsuran 
47 Tuntutan Perbendaharaan 
48 Tuntuta n Ga nti Rugi 
49 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 
50 AsetTak Berwujud 
51 Aset Lain-Lain 

52 Jumlah Aset Lainnya (46 s/d 51) 
53 JUMLAH ASET (18+32+41+44+52) 

54 
55 KEWAJIBAN 
56 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

57 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 

58 Uta ng Sunga 

59 Bagi an La near Utang Dal am Negeri - Pemerintah Pusat 
60 Bagi an Lancar Utang Dal am Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 
61 Bagi an la near Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 
62 Bagi an Lancar Utang Dal am Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank 
63 Bagi an Lancar Utang Dal am Negeri - Obligasi 

64 Bagi an Lancar UtangJangka Panjang Lainnya 
65 UtangJangka Pendek Lainnya 
66 Jumlah Kewa·iban Jan ka Pendek 57 s d 65 
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67 KEWAIIBAN JANGKA PANJANG 

68 Utang Dal am Negeri - Pemerintah Pus at 

69 Utang Dal am Negeri - Pemerintah Daerah L.ainnya 

70 Utang Dal am Neger i - Lembaga Keuangan Bank 

71 Utang Dal am Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank 

72 Utang Dal am Neger i - Obligasi 

73 Utang Jangka Panja ng L.ainnya 

74 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 73) 

75 JUMLAH KEWAJIBAN (66+74) 

76 EKUITAS DANA 

77 EKUITAS DANA LAN CAR 

78 Sisa Lebih Pembi ayaa n Anggaran (SiLPA) 

79 Pendapata n yang Di tangguhkan 

80 Cadangan Piutang 

81 Cadangan Pers edi aan 

82 Dana yang Harus Di sediakan untuk Pembayaran UtangJangka Pendek 

83 Jumlah Ekuitas Dana Lancar (78 s/d 82) 

84 EKUITAS DANA INVESTASI 

85 Diinvestasika n dalam lnvestasi Ja ngka Panjang 

86 Di investasikan dalam Aset Tetap 

87 Di investasi kan dala m Aset La innya 

88 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panja ng 

89 Jumlah Ekuitas Dana lnvestasi (85 s/d 88) 

90 EKUITAS DANA CADANGAN 

91 Di i nves ta si ka n da I am Dana Cada nga n 
92 Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (91) 

93 JUMLAH EKUITAS DANA (83+89+92) 
94 JUMLAH KEWAIIBAN DAN EKUITAS DANA (75+93) 

2) Contoh format Neraca menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan adalah sebagai berikut: 

ASETLANCAR 
Kas da n Setara Kas 

Ka s di Ka s Daerah 

PEMERINTAH KABUP ATEN PFMAIANG 
NmACA 

PER31 DESEMBER20Xl DAN 20X0 

Kas di Bendahara Pengeluaran 
Kas di Bendahara Penerimaan 
Kas di BLUD 
Kas Dana BOS 
Kas Dana Kapitasi pada FKTP 
Ka s Lai nnya 
Setara Ka s 

lnvestasi Jangka Pendek 
Piutang Pajak 
Piutang Retribusi 
Piutang Hasil Pengel ola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n 
Piutang Lain-lain PAD yang Sah 
Piutang Transfer Pemeri ntah Pusat 
PiutangTrans fer Antar Daerah 
Piuta ng Lainnya 
Penyisi han Piutang 
Beban Dibaya r Dimuka 
Persediaan 

Jumlah Aset Lancar 

INVESTASI JANGKA PANJANG 
lnvestasi Non Permanen 

lnvesta si kepada BUMN 
lnvestasi kepada BUMD 
lnvestasi dalam Obl igasi 
lnvestasi dala m Proyek Pembangunan 
Dana Berguli r 
Jumlah lnvestasi Non Permanen 

lnvestasi Permanen 
Penyertaan Modal Pemeri ntah Daerah 
lnvestasi - Pemberian Pin jaman Daerah 
Jumlah lnvestasi Permanen 

Jumlah lnvestasi Jangka Panjang 
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ASETTETAP 
Tanah 

Peralatan dan Mesin 
Gedung dan Bangunan 

Jalan, lrigasi, dan Jaringan 

As et Teta p Lai nnya 

Konstruksi dalam Pengerjaan 
Akumulasi Penyusutan 

Jumlah Aset Tetap 

DANA CADANGAN 
Dana Cadangan 

Jumlah Dana Cadangan 

ASETLAINNYA 
Tagihan Jangka Panjang 

Tagihan Penj ualan Angsuran 

Tuntutan Ganti Rugi 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

As et Tak Berwuj ud 

Aset Lain - lain 

Akumulasi Amortisasi AsetTidak Berwujud 
Akumulasi Penyusutan Asel Lainnya 

Jumlah Aset lainnya 
JUMLAHASET 

KEWAJIBAN 
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 
Utang Sunga 

Utang Pinj aman Jangka Pendek 

Bagi an l.ancar UtangJangka Panjang 
Pendapatan Diterima Di muka 
Utang Belanja 

UtangJangka Pendek L.ainnya 

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 
Utang kepada Pemerintah Pusat 

Utang kepada Lembaga Keuangan Bank 

32 

Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 
Utang kepada Masyarakat (Obligasi) 
Premium (Diskonto) Obligasi 

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 

JUMLAH KEWAJIBAN 

.Elill!IM 
EKUITAS 

JUMLAH EKUITAS 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 
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4. LAPORAN OPERASIONAL 
a. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, 

be ban, surplus/ defisit dari kegiatan operasional, surplus/ defisit 

dari kegiatan non-operasional, surplus/ defisit sebelum pos luar biasa, 

pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk 

penyajian yang wajar secara komparatif. 

b. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan 

aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan 

moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka 

yang dianggap perlu untuk dijelaskan. 

c. Dalam laporan operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan, 

jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, 

informasi beriku t: 

1) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; 

2) caku pan en ti tas pelaporan; 

3) periode yang dicakup; 

4) mata uang pelaporan; dan 

5) satuan angka yang digunakan. 

d. Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut: 

1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; 

2) Beban dari kegiatan operasional; 

3) Surplus/ defisit dari kegiatan operasional; 

4) Kegiatan Non-Operasional 

5) Surplus/ defisit sebelum Pos Luar Biasa 

6) Pos luar biasa; 

7) Surplus/ defisit-LO. 

e. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan 

ke Laporan Peru bahan Ekuitas 

f. Contoh format Laporan Operasional sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 

2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan dan format yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai 

berikut: 



jdih.pemalangkab.go.id

34 

1) Format La po ran Operasional SKPD sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No 71 tahun 2010: 

PEMERINTAH KABUP A TIN PEMALANG 
lAPORAN OPHUS ION AL 

UNTUKTAHUN YANGBERAKI-IlRSAMPAIDENGA.N31 DESEMBER20XI DAN20X0 

Urusa n Pemeri nta ha n 
Bi dang Pemerintahan 
Unit Organisasi 
Sub Unit Organisas i 

PENDAPATAN - LO 
PENDAPATAN ASL! DAERAH (PAD) - LO 

Pendapatan Paja k Daerah - LO 
Pendapatan Retribus i Daerah - LO 
Pendapatan Has il Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan - LO 

Lain-la i n PAD yang Sa h - LO 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 
Penadapatan Hibah - LO 

BEBAN 
Beban Pegawa i 
Beba n Persed i aa n 

Beba n Jasa 
Beban Pemeliharaan 
Beban Perja lanan Dinas 
Beban Hi bah 
Beban Penyusutan dan Amortisas i 

Beban Penyisihan Piutang 

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERAS! 

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 
Surp lus dari Kegiatan Non Operas iona l La innya 
Defis it dari Kegiatan Non Operas ional La innya 

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 

SURPLUS/DEFISIT - LO 

.................. .... , 31 Desember 20Xl 
Jabatan Kepala SKPD 

Nama Kepala SKPD 
NIP Kepala SKPD 
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2) Format Laporan Operasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

No 71 tahun 2010 SKPKD: 

LAPORAl'I OPERASIONAL 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMP Al DENGAN 31 DES EMBER 20Xl DAN 20X0 

Urusan Pemerintahan 

Bidang Pemerintahan 

Unit Organisasi 

Sub Unit Organisasi 

PENDAPATAN - LO 
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 

Pendapatan Pa jak Daerah- LO 

Pendapatan Retribus i Daerah - LO 

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan - LO 

Lain-lain PAD yang Sah - LO 

PENDAPATAN TRANSFER - LO 

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO 
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO 
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 

Bantuan Keuangan - LO 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 

Penadapatan Hi bah - LO 

Dana Darurat- LO 
Penadapatan Lainnya - LO 

BEBAN 

Beban Pegawai 

Beban Persediaan 

Beban Jasa 

Beban Pemeliharaan 

Beban Perjalanan Dinas 
Beban Bunga 

Beban Subsidi 

Beban Hibah 

Beban Bantuan Sosial 

JUMLAH PENDAPATAN - LO 

Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Beban Penyisihan Piutang 
Beban Transfer 

Beban Lain-lain 

JUMLAH BEBAN 

SURPLUS/DEF ISIT DARI OPERASI 

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 

Surplus Penjualan Aset Non Lancar 
Surplus Penyelesaian Kewajiaban Jangka Panjang 
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 

Defisit Penjualan Aset Non Lancar 

Defis it Penyelesaian Kewajiaba n Jangka Panjang 

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON 

OPERASIONAL 

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 

POS LUAR BIASA 

Pendapatan Luar Biasa 

Beban Luar Biasa 

POS LUAR BIASA 

SURPLUS/DEF I SIT - LO 

... ................... , 31 Desember 20Xl 
Jabatan Kepala SKPKD 

Nama Kepala SKPKD 

NIP Kepala SKPKD 
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3) Format Laporan Operasional Pemerintah Daerah sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010: 

PEMERINTAB KABUPATffi PFMAIANG 
LAPORAN OPl!RASIONAL 

UNfUK TAHUNYANGBERAKHIRSAMPAI DENGAN31 DESEMBER20Xl DAN 20XO 

Urusan Pemerintahan 
Bi dang Pemeri nta ha n 
Unit Orga nisa si 
Sub Unit Organisasi 

PENDAPATAN - LO 
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 

Pendapatan Pajak Daerah - LO 
Pendapatan Retribusi Daerah - LO 
Pendapatan Hasi l Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang Dip isahka n - LO 

Lain-lain PAD yang Sah - LO 

PENDAPATAN TRANSFER - LO 
Penda patan Transfer Pemer intah Pusat- LO 
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO 
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah La i nnya - LO 
Bantuan Keuangan - LO 

LAI N-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 
Penadapatan Hi bah - LO 

Dana Darura t - LO 
Penadapatan Lainnya - LO 

BEBAN 

Beban Pegawai 
Beban Persediaan 
Beban Jasa 
Beban Pemeliharaan 
Beban Perjalanan Dina s 
Beban Sunga 
Beban Subsidi 
Beban Hi bah 
Beban Bantuan Sosial 

JUMLAH PENDAPATAN - LO 

Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Beban Penyi s ihan Piutang 
Beba n Trans fer 
Beban Lain-lain 

JUMLAH BEBAN 

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERAS! 

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 
Surplu s Penjuala n Aset Non La near 
Surplu s Penyelesaian Kewajia ban Jangka Panjang 
Surplus dari Kegiatan Non Opera sional Lainnya 
Defisit Penjualan Aset Non Lancar 
Defisi t Penyelesaian Kewajiaban Jangka Panjang 
Defisitdari Kegiatan Non Operasional Lainnya 

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON 
OPERASIONAL 

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 

POS LUAR BIASA 

Pendapatan Luar Biasa 

Beban Luar Biasa 

POS LUAR BIASA 

SURPLUS/DEFISIT- LO 

I 
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g. Contoh format Laporan Operasional sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: 

1) Format Laporan Operasional SKPD sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 77 tahun 2020: 

PEMl<lUNTAH KABUPATIN PEMALANG 
lAPORAN OP-mASIONAL 

UNTUK TAHUNYA GBERAKI-IlRSAMPAIDENG<\N 31 DESEMBER20Xl DA 20XO 

Urusan Pemerintahan 
Bi dang Pemerintahan 
Unit Organisasi 
Sub Unit Organisasi 

PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) - LO 
Pendapatan Paj ak Daerah - LO 
Pendapatan Retribusi Daerah - LO 
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan - LO 

Lain-lain PAD yang Sah - LO 
Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO 

JUMLAH PENDAPATAN 

BEBAN 

BEBAN OPERASI 
Beban Pegawai 
Beban Ba rang dan Jasa 
Beban Subsidi 
Beban Hi bah 
Beban Bantuan Sosial 

Jumlah Beban Operasi 

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 
Beban Penyusutan Jal an, lrigasi dan Jaringan 
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 
Beba n Penyusutan Aset Lai nnya 
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud 

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 

IJUMLAH BEBAN 

SURPLUS/DEFISIT - LO 

........ ... ... ... ..... , 31 Desember 20Xl 
Jabatan Ke pal a SKPD 

Nama Kepala SKPD 
NIP Kepala SKPD 
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2) Format Laporan Operasional SKPKD sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 77 tahun 2020: 
PEMERINTAB KABUPATEN PEMALANG 

IAPORAN OPERASIONAL 
UNTUK TAHUNYANGBERAKHIRSAMPAI DENGAN31 DE.sEMBER20XI DAN20XO 

Urusa n Pemeri nta ha n 

Bi dang Pemeri nta ha n 

Unit Organisas i 
Sub Unit Organi sasi 

PENDAPATAN - LO 
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 

Pendapatan Pajak Daerah - LO 

Pendapatan Retribusi Daerah - LO 
Pendapatan Hasil Pengelolaan Keka yaan Daerah yang 

Dipisahkan - LO 

Lain-lain PAD yang Sah - LO 

PENDAPATAN TRANSFER - LO 
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO 
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO 
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 

Bantuan Keua ngan - LO 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAE RAH YANG SAH - LO 

Penadapatan Hi bah - LO 

Dana Darurat- LO 
Penadapatan Lainnya - LO 

JUMLAH PENDAPATAN - LO 

BEBAN 

BEBAN OPERASI 

Beban Pegawai 

Beban Barang dan Jasa 

Beban Bunga 

Beban Subsidi 

Beban Hi bah 
Beban Bantuan Sosi al 

Beban Penyisihan Piutang 

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 
Beban Penyusutan Peral a tan dan Mesin 
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 

Beban Penyusutan Jal an, lrigasi dan Jaringan 
Beban Penyusutan AsetTetap Lainnya 
Beban Penyusutan Aset Lainnya 

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud 

BEBAN TRANSFER 

Beban Bagi Hasil 

Beban Bantuan Keua ngan 

BEBAN TAK TERDUGA 

Beban Tak Terduga 

JUMLAH BEBAN - LO 

SURPLUS/DEF ISIT DARI OPERASI 

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 

Surplus Penjualan Aset Non La near 

Surplus Penyelesaian Kewajiaban Jangka Panjang 
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 

Defisit Penjualan Aset Non La ncar 
Defisit Penyelesaian Kewajiaban Jangka Panjang 
Defisitdari Kegiatan Non Operasional Lainnya 

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON 
OPERASIONAL 

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 

POS LUAR BIASA 

Penda patan Luar Biasa 

Beban Luar Biasa 

POS LUAR BIASA 

SURPLUS/DEFISIT- LO 

... .. ................. , 31 Desember 2 0Xl 
Jabatan Kepala SKPKD 

Nama Kepala SKPKD 



jdih.pemalangkab.go.id

39 

3) Format Laporan Operasional Pemerintah Daerah sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2020: 
PEMERINTAH KABUP ATEN PEMAIANG 

LAPORAN OPERASIONAL 
UNTUK T AHUN YANG BERAKHIR SAM PAI DENGAN 3 1 DESEMBER 20Xl DAN 20XO 

PENDAPATAN - LO 
PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) - LO 

Pajak Daerah - LO 
Retri bus i Da era h - LO 
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipi sahkan - LO 

Lain-lain PAD yang Sah - LO 

PENDAPATAN TRANSFER - LO 
Penda patan Transfer Pemerintah Pusat- LO 
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO 
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 
Penadapatan Hi bah - LO 

Dana Darurat - LO 
Penadapatan Lainnya - LO 

JUMLAH PENDAPATAN - LO 

BEBAN 
BEBAN OPERASI 

Beban Pegawai 
Beban Ba rang dan Jasa 

Beban Bunga 
Beban Subsidi 

Beban Hibah 
Beban Bantuan Sosial 
Beban Penyisihan Piutang 

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 
Beban Penyusu ta n Pera Iatan dan Mesi n 
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 
Behan Penyusutan Jal an , lrigasi dan Ja ringan 
Beban Penyusutan AsetTetap Lainnya 
Beban Penyusuta n Aset Lainnya 
Beban Amorti sas i AsetTak Berwujud 

BEBAN TRANSFER 

Beban Bagi Hasil 
Beban Bantuan Keuangan 

BEBAN TAK TERDUGA 

Beba n Ta k Terduga 

JUMLAH BEBAN 

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI 

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 

Surplus Penjualan Aset Non La near 
Surplus Penyelesa ian Kewa ji aban Jangka Panjang 
Surplus dari K_egiatan Non Operasion al Lainnya 
Defisit Penjual a n Aset Non La near 
Defisit Penyelesa ian Kewajiaban Jangka Panjang 
Defisitdari Kegiatan Non Operasional Lainnya 

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON 
OPERASIONAL 

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 

POS LUAR BIASA 

Pendapatan Lu a r Biasa 

Beban Luar Bi asa 

POS LUAR BIASA 

SURPLUS/DEFISIT - LO 
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5. LAPORAN ARUS KAS 
a. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, 

penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode 

akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 

b. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas 

operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. 

Dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Aktivitas Operasi 

a) Arus kas bersih aktivitas operasi meru pakan indikator yang 

menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam 

menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas 

operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan 

sumber pendanaan dari luar. 

b) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari 

an tara lain: 

(1) Penerimaan Perpajakan; 

(2) Penerimaan Retribusi; 

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; 

( 4) Penerimaan Tran sf er; 

(5) Penerimaan Hibah; 

(6) Penerimaan Dana Darurat; 

(7) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar 

Biasa. 

c) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan 

untuk pengeluaran, antara lain: 

(1) Belanja Pegawai; 

(2) Belanja Barang dan Jasa; 

(3) Belanja Bunga; 

(4) Belanja Subsidi; 

(5) Belanja Hibah; 

(6) Belanja Bantuan Sosial 

(7) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan 

(8) Transfer Keluar. 

2) Aktivitas Investasi 

a) Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan 
sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan 
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mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat 

di masa yang akan datang. 

b) Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari: 

(1) Penjualan Aset Tetap; 

(2) Penjualan Aset Lainnya; 

(3) Pencairan Dana Cadangan; 

(4) Penerimaan dari Divestasi; 

(5) Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas. 

c) Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari : 

(1) Perolehan Aset Tetap; 

(2) Perolehan Aset Lainnya; 

(3) Pembentukan Dana Cadangan; 

(4) Penyertaan Modal Pemerintah; 

(5) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas. 

3) Aktivitas Pendanaan 

a) Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan 

dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan a tau 

pemberian pinjaman jangka panjang. 

b) Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain: 

(1) Penerimaan Utang; 

(2) Penerimaan dari Utang Obligasi; 

(3) Penerimaan Kembali Pinjaman. 

c) Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain 

(1) Pembayaran Pokok Utang; 

(2) Pembayaran Pokok Utang Obligasi; 

(3) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang. 

4) Aktivitas Transitoris 

a) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan 

pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, 

investasi, dan pendanaan. 

b) Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan 

dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi 

pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. 

c) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris melipu ti penerimaan 

PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan 

penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara 

pengeluaran. 
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d) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran 
PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar 
dan pem berian uang persediaan kepada bendahara 
pengeluaran. 

e) PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang 
dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara 
tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. 
Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas 
umum negara/ daerah. 

f) Format Laporan Arus Kas sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan format yang 
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
adalah se bagai beriku t : 
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(1) Format Laporan Arus Kas Menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 tahun 2010: 
PEMllUNTAH KABUPA TEN PEMALANG 

LA.PORAN ARl.N KAS 
UNfUKTAHUNYA 'GBERAKHIRSAMPAl DENGAN31 DESEMBER.20Xl DAN20XO 

111' , ')l·) ' :flt r, ~- . tlMMire :~ ,f 1.- i "".i, ',a:P: ' 
20JU..,,-:;,. \S't 

1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 

2 Arus Masuk Kas 

3 Pendapa1an Pajak Daerah 

4 Pendapalan Relribusi Daerah 

5 Pendapalan Hasil Pengelolaan Kekayaa n Daerah yang Dipisahkan 

6 Lain- la in Pendapalan Asli Daerah yang Sah 

7 Pendapalan Transfer Pemerintah Pusal- Dana Per imbangan 

8 Pendapala n Transfer Pemerintah Pusal - Lainnya 

9 Pendapalan Transfer Pemerintah Daerah Lai nnya 

10 Pendapalan Hi bah 

11 Dana Da rural 

12 Pendapala n Lainnya 

13 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 12) 

14 Arus Keluar Kas 

15 Belanja Pegawai 

16 Belanja Barang dan Jasa 

17 Bela nj a Bunga 

18 Bela nja Subsidi 

19 Belanja Hibah 

20 Belanja Banluan Sosial 

21 Bela nja Tak Terduga 

22 Transfer Bagi Hasil Pendapalan 

23 Trans fer Bantuan Keuangan 

24 Jumlah Arus Keluar Kas (15 s.d 23) 

25 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (13-24) 

26 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 

27 Arus Masuk Kas 

28 Pencairan Dana Cadangan 
29 Penjua lan alas Asel Daer ah yang Tidak Di pisa hkan 

30 Penjualan alas Asel Lainnya 

31 Hasil Penjualan Kekayaa n Daerah yang Dipisahkan 

32 Penerimaan Penjua lan lnvestasi Non Permanen 
33 Jumlah Arus Masuk Kas (28 s.d 32) 

34 Arus Keluar Kas 

35 Pemben1ukan Dana Cada ngan 

36 Belanja Modal -Ta nah 

37 Belanja Modal - Peralalan dan Mesin 

38 Belanja Moda l-Gedung danBangunan 
39 Belanja Moda l -Jalan, l rigasi, dan Jari nga n 
40 Belanja Modal -AselTetap Lainnya 
41 Bela nja Modal - Asel Lainnya 
42 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

43 Pengeluaran Pembelian l nvestasi Non Permanen 
44 Jumlah Arus Keluar Kas (35 s.d 43) 
45 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (33-44) 
46 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 

47 Arus Masuk Kas 

48 Penerima an Pinj aman Dalam Negeri 
49 Penerimaan Pinj ama n Lua r Negeri 
so Penerima an Uta ng Obligasi 

51 Penerimaan Kembali/Pembayaran Piutang 
52 Penerimaan Utang Jangka Panjang La innya 
53 Jumlah Arus Masuk Kas (48 s.d 52) 
54 Arus Keluar Kas 

55 Pembayaran Pokok Pinj aman Dalam Negeri 
56 Pembayara n Pokok Pinj aman Luar Negeri 
57 Pembayaran Pokok U1ang Obligas i 
58 Pemberian Pinjaman Daerah 

59 Pembayaran Uta ng Ja ngka Panja ng Lai nnya 
60 Jumlah Arus Keluar Kas (55 s.d 59) 
61 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (53-60) 
62 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS 

63 Arus Masuk Kas 

64 Penerima an Perhilungan Pihak Keliga (PFK) 
65 Penerimaa n Kemba l i Uang Persediaan dari Bend. Pengeluara n 
66 Kiriman Uang Mas uk 

67 Jumlah Arus Masuk Kas (64 s.d 66) 
68 Arus Ke luar Kas 
69 Pembayara n Perhilungan Pihak Keliga (PFK) 

70 Pemberian Uang Persed,aan kepada Bend. Pengeluaran 
71 Ki riman Uang Keluar 

72 Jumlah Arus Keluar Kas (69 s.d 71) 
73 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (67-72) 
74 Kenaikan/Penurunan Kas 
75 Saldo Awai Kas 

76 Koreksi SiLPA Tahun Lalu 
77 Kas Lainnya di Bendahara 

78 Saldo Akhir Kas 

-
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(2) Format Laporan Arus Kas Menurut Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

pEMERJNTAH KABlPA TEN PEMALANG 
LAPORAN ARUi KAS 

UNTIJK TAHUNYA1''GBERAKHIRSAMPAI DENGAN31 DESEMBER20Xl DAN20XO 

1 ABVS KAS DARI AKUYUAS OPERAS! 
2 ARUS MASUK KAS 

3 

4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

Penerimaan Pajak Daerah 
Peneri maan Retribusi Daerah 
Penerimaa n Hasil Pengelo laan Kekayaan Daera h yang Di pisahkan 

Penerimaa n Lain - lain PAD yang Sah 
Penerimaan Dana Bagi Hasil 

Penerimaa n Dana Alokasi Umum 
Peneri maa n Dana Al okasi Khusus - Fisi k 
Peneri maa n Dana Alokas i Khusus - Non Fi sik 

Penerimaa n Dana lnsentif Daera h 
Penerimaa n Da na Otonomi Khus u s 

Penerimaa n Dana Keistimewaan 

Penerimaan Dana Oesa 
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi 

Penerimaan Bantuan Keuangan 
Penerimaan Hi bah 
Penerimaa n Dana Darurat 
Peneri maa n dari Pendapatan Lainnya 

Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 19) 

21 ARUS KELUAR KAS 
22 Pembayaran Pegawai 
23 Pembayaran Ba r ang dan Jasa 
24 Pembayaran Bunga 
25 Pembayaran Subsidi 
26 Pembayaran Bela nja Hi bah 
27 Pembayaran Belanja Ba ntuan Sos1al 
28 Pembayaran Tak Terduga 
29 Pembayaran Belanja Ba ntuan Keuangan anta r Oaerah Ka bupaten/Kota 
30 Pembayaran Bel anja Bantuan Keuanga n ke Daerah Provinsi 
31 Pembayaran Belanja Bantuan Keuanga n kepada Oesa 
32 Jumlah Arus Keluar Kas (22 s.d 31) 

33 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20·32) 

34 ARUS KA$ DAB! AKTIVITAS !NVESTASI 
35 ARUS MASUK KAS 

36 

37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 
44 
45 

Pencai ran Dana Cadangan 
Penjualan atas Tanah 
Penjual an atas Peralatan dan Mesin 
Penjualan atas Gedung dan Bangunan 
Penj ualan atas Jal an, lrigas i , dan Jari nga n 

Penj ualan AsetTetap Lainnya 
Penjualan Aset Lai nnya 
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipi sa hkan 
Peneri ma a n Penj ua I an I nves ta si Non Per ma nen 

Jumlah Arus Masuk Kas (36 s.d 44) 
46 ARUS KELUAR KAS 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

55 
56 

Pembentukan Dana Cadangan 
Pero lehan Tana h 
Pero lehan Pera Iata n da n Mesin 

Perol eha n Gedung da n Ba ngunan 
Per o lehan Jal an, lrigasi, da n Jaringan 
Perolehan Aset Tetap lai nnya 
Perolehan Aset Lainnya 
Penyertaan Moda l Pemerintah Oaer ah 
Pengeluaran Pembelian lnvestasl No n Permanen 

Jumlah Arus Keluar Kas (47 s.d 55) 
57 Arus Kas Bersih dari AktN'itas tnvestasi (45•56) 

58 ARUS KAS DAB! AKTIV(TAS PEN DAN MN 
59 ARUS MASUK KAS 
60 

61 
62 

63 
64 
65 
66 

Penerimaan Pinjaman Oaerah - Pemerintah Pusat 

Penerimaan Pinjaman Oaerah - Pemerintah Daerah Lain 
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank 
Penerimaan Pinj ama n Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank 
Penerimaa n Pinjaman Daerah - Ma syarakat (Obli gasi Daerah) 
Penerimaa n Kembali Pembt!r ia n Pinjaman Daerah 

Jumlah Arus Masuk Kas (60 s.d 65) 
67 ARUS KELUAR KAS 
68 
69 

70 
71 
72 

73 

74 

Pemba yara n Pinj amcJn dari Pemerintah Pusat 

Pembayaran Pinj aman da ri Pemerintah Daerah Lain 
Pembayara n Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank 
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 
Pembayaran Pinjaman dari Masyara kat {Obligasi Daerah) 
Pemberi a n Pinjaman Oaerah 

Jumlah Arus Keluar Kas (68 s.d 73) 
75 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (66-74) 

76 ARUS KA$ DAB! AKTIVUAS J1!ANSUQBIS 
77 ARUS MASUK KAS 
78 Penerimc:an Perhitunga n Fi hak Ketiga {P FK) 
79 Jumlah Arus Masuk Kas (78) 
80 ARUS KELUAR KAS 

81 

82 

83 
84 
85 

86 

Pembayara n Perhi tunga n Pihak Ketiga (PFK) 

Jumlah Arus Keluar Kas (81) 
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (79-82) 

Kenaikan/Penurunan Kas 
Saldo Awai Kas 
Saldo Akhir Kas 
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6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

a. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos: 

1) Ekuitas awal; 

2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; 

3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, 

yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan 

oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan 

mendasar, misalnya : 

a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada 

periode-periode sebelumnya; 

b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 

4) Ekuitas akhir. 

b. Format Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut: 

1) Format Laporan Perubahan Ekuitas Menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010: 

PEMFlUNTAH KABUPA TEN PEMALANG 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

UNTlJK PFRIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER20Xl DAN 20X0 

1 EKUITAS AWAL 
2 SURPLUS/DEFISIT - LO 
3 DAM PAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR : 
4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 
5 SELISIH REVALUASI ASETTETAP 
6 LAIN-LAIN 
7 EKUITAS AKHIR 

2) Format Laporan Perubahan Ekuitas Menurut Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020: 

PEMFRINTAH KABUP A TIN PEMALANG 
LAPORAN Pm.UBAHAN EKUITAS 

UNTUK PFRIODE YANG BERAKHIRSAMPAIDENGAN 31 DESEMBER20Xl DAN 20X0 

1 EKUITAS AWAL 

2 SURPLUS/DEFISIT - LO 

3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: 

4 SISA LEBI H/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN {SI LPA/SI KPA) 
5 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 

6 SEUSIH REVALUASI ASETTETAP 

7 LAIN-LAIN 

8 EKUITAS AKHIR 
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7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
a. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan 

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, 

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai 

berikut: 
1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; 

2) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; 

3) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan 

kendalanya; 

4) Kebijakan akuntansi yang penting: 

a) Entitas akuntansi/pelaporan; 

b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan 

keuangan; 

c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan 

keuangan; 

d) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan 

dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan; 

e) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk 

memahami laporan keuangan. 

5) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan: 

a) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan; 

b) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan 

Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar 

muka Laporan Keuangan. 

6) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran 

umum daerah. 

7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, 

yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 

b. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap 

pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan 

Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan 

informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

c. Di dalam bagian penjelasan aka.11 kebijakan akuntansi, dijelaskan hal­

hal beriku t ini: 
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1) dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan; 

2) kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-

keten tuan masa transisi Standar Akuntansi Pemerintahan 

diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan 

3) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk 

memahami laporan keuangan. 

d. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu 

diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah 

pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami 

setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. 

e. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk 

disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan melipu ti, tetapi tidak 

terbatas pada, hal-hal sebagai berikut: 

1) Pengakuan pendapatan-LRA; 

2) Pengakuan pendapatan-LO 

3) Pengakuan belanja; 

4) Pengakuan be ban; 

5) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian; 

6) Investasi; 

7) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan 

tidak berwujud; 

8) Kontrak-kontrak konstruksi; 

9) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran; 

10) Kemitraan dengan pihak ketiga; 

11) Biaya penelitian dan pengembangan; 

12) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai 

sendiri; 

13) Dana cadangan; 

14) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai. 

f. Format Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: 

1) Catatan atas Laporan Keuangan SKPD: 

Bab I 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

SKPD ..... 
Pendahuluan 

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 

SKPD 
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1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD 

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan 

SKPD 

Bab II Jkhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD 

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 

SKPD 

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian 

target yang telah ditetapkan 

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD 

3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos 

pelaporan keuangan Pemda 

3.1.1 Pendapatan -LRA 

3.1.2 Belanja 

3.1.3 Pendapatan -LO 

3.1.4 Beban 

3.1.5 Aset 

3.1.6 Kewajiban 

3.1.7 Ekuitas 

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang 

timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas 

pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan 

penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/ entitas 

pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda. 

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan 

Bab V Penutup 

2) Catatan atas Laporan Keuangan SKPKD: 

Bab I 

Bab II 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

SKPKD 
Pendahuluan 

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan 

SKPKD 

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan 

SKPKD 

keuangan 

keuangan 

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan 

SKPKD 

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPKD 

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 

SKPKD 
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2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian 

target yang telah ditetapkan 

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPKD 

3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos 

pelaporan keuangan Pemda 

3.1.1 Pendapatan -LRA 

3.1.2 Belanja 

3.1.3 Pembiayaan 

3.1.4 Pendapatan - LO 

3.1.5 Beban 

3.1.6 Aset 

3.1.7 Kewajiban 

3.1.8 Ekuitas 

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang 

timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas 

pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan 

penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas 

pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda. 

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan 

Bab V Penutup 

3) Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: 

Bab I 

Bab II 

Bab III 

Bab IV 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Pendahuluan 

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan 

Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target 

kinerja APBD 

2.1 Ekonomi Makro / Ekonomi Regional 

2.2 Kebijakan keuangan 

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD 

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan 

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian 

target yang telah ditetapkan 

Kebijakan akuntansi 

4.1 Entitas pelaporan 
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4 .2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan 

keuangan 

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan 

keuangan 

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan 

ketentuan yang ada dalam SAP 

4.5 Kebijakan akuntansi tertentu 

BabV Penjelasan pos-pos laporan keuangan 

5.1 LRA 

5.1.1 Pendapatan-LRA 

5.1.2 Belanja 

5.1.3 Pembiayaan 

5.2 Laporan Perubahan SAL 

5.2.1 Perubahan SAL 

5.3 LO 

5.3.1 Pendapatan-LO 

5.3.2 Behan 

5.3.2 Kegiatan Non-Operasional 

5.3.4 Pos Luar Biasa 

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas 

5.4.1 Perubahan Ekuitas 

5.5 Neraca 

5.5.1 Aset 

5.5.2 Kewajiban 

5.5.3 Ekuitas 

5.6 Laporan Arus Kas 

5.6.1 Arus Kas dari Operasi 

5.6.2 Arus Kas dari Investasi Aset N onKeuangan 

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan 

5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan 

Bab VII Penutup 
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BABIV 

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN 

Kebijakan Akuntansi Akun: 
1. Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, 

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang ada 

pada lembaran muka Laporan Keuangan. 
2. Kebijakan akuntansi ini disusun oleh pemerintah daerah Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan 

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan implementasi 

akuntansi berbasis akrual didasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang 

belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi 

(accountancy treatment) atas transaksi yang terjadi. 

3. Sistematika penyajian dalam kebijakan akuntansi ini dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Kebijakan Akuntansi Aset; 

b. Kebijakan Akuntansi Kewajiban; 

c. Kebijakan Akuntansi Ekuitas; 

d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA; 

e. Kebijakan Akuntansi Belanja; 

f. Kebijakan Akuntansi Transfer; 

g. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan; 

h. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO; 

1. Kebijakan Akuntansi Beban; 

j. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan 

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Operasi Yang Tidak 

Dilanjutkan dan Peristiwa Luar Biasa; 

k. Kebijakan Akuntansi Perjanjian Jasa Konsesi- Pemberi Konsesi· 
' 

1. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi; dan 

m. Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan. 
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BABV 

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS 

A. DEFINISI KAS DAN SETARA KAS 
1. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang 

setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah 

daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap 

dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang 

signifikan. 
2. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat 

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. 

3. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dengan 

masa jatuh temponya yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal 

perolehannya dan siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko 

perubahan. 

B. JENIS-JENIS KAS DAN SETARA KAS 

1. Kas Daerah 

Merupakan Saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), adalah saldo 

rekening-rekening pada Bank yang ditujukan untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 

2. Kas di bendahara pengeluaran 

Merupakan kas yang dikelola bendahara pengeluaran SKPD yang berasal 

dari Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TU) yang belum 

disetor ke kas daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh 

saldo pada rekening Bendahara pengeluaran maupun saldo dalam bentuk 

tunai (uang kertas dan uang logam) pada Bendahara Pengeluaran. 

3. Kas di Bendahara Penerimaan; 

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas baik saldo rekening 

di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab 

bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah 

diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas 

Daerah. 

4. Kas BOS 

Merupakan kas yang dikelola bendahara BOS, mencakup seluruh saldo 

pada rekening bendahara BOS maupun saldo dalam bentuk tunai (uang 

kertas dan uang logam) pada bendahara BOS. 
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5. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 
Meru pakan kas yang dikelola bendahara penerimaan dan bendahara 
pengeluaran BLUD, mencakup seluruh saldo pada rekening Bendahara 

pengeluaran BLUD dan Bendahara Penerimaan BLUD maupun saldo 
dalam bentuk tunai (uang kertas dan uang logam) pada Bendahara 

pengeluaran BLUD dan Bendahara Penerimaan BLUD. 

6. Kas Lainnya 
Kas lainnya merupakan saldo kas selain sebagaimana disebutkan pada 

nomor 1 sampai dengan 5 di atas, yang bersumber dari APBN maupun 

APBD provinsi yang penerimaannya tidak melalui RKUD. 

7. Setara kas terdiri dari: 

a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; 

b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 

(tiga) bulan. 

C. PENGAKUAN KAS DAN SETARA KAS 

1. Secara umum pengakuan aset dilakukan: 

a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh 

pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur 

dengan andal. 

b. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya 

berpindah. 

2. Atas dasar butir 1 angka b. tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan 

setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/ atau 
dikeluarkan/ dibayarkan. 

D. PENGUKURAN KAS DAN SETARA KAS 

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal 
artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk 
valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank 
sen tral pad a tanggal neraca. 

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KAS DAN SETARA KAS 

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah 
daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain: 

1. Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan; 

2. Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun 
merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang 
berkepen ting an. 



jdih.pemalangkab.go.id

54 

3. Informasi terkait dengan pembentukan dana cadangan atau kas yang 
dicadangkan atau dibatasi penggunaannya. 
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BABVI 

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK 

A. DEFINISI INVESTASI JANGKA PENDEK 

1. Investasi adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat 

ekonomis seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam 

rangka pelayanan kepada masyarakat. 

2. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera 

diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang 

artinya Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut apabila 

timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah, serta dimiliki selama kurang 

dari 12 (dua belas) bulan. 

B.PENGAKUANINVESTASIJANGKAPENDEK 

Investasi jangka pendek diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas untuk 

perolehan investasi jangka pendek. Pengeluaran kas menjadi investasi 

jangka pendek harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang 

akan datang atas suatu investasijangka pendek tersebut dapat diperoleh 

Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian 

mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di 

masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan 

yang pertama kali. 

2. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur 

secara memadai (reliable) karena adanya transaksi pembelian atau 

penempatan dana yang didukung dengan bukti yang 

menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya/ nilai dana yang 

ditempatkan. 

3. Memiliki jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan kurang dari 12 (dua belas) 

bulan. 

a. Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi 

jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau 

pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena 

peraturan Pemerintah Daerah. 

b. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat 

kenaikan atau penurunan nilai dari nilai tercatatnya, maka selisihnya 

diakui sebagai penambah atau pengurang SILPA dan sebagai 
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keuntungan atau kerugian pada Laporan Operasional. Keuntungan 

diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya 

penjualan) lebih tinggi dari nilai tercatatnya, dan kerugian diakui pada 

saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) 

lebih rendah dari nilai tercatatnya. 
c. Hasil investasi yang diperoleh dari investasijangka pendek, antara lain 

berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (cash 

dividend) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan. 

d. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai 

pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja 

ataupun pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA). 

C.PENGUKURANINVESTASIJANGKAPENDEK 
1. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat 

membentuk nilai pasamya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai 

dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki 

pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau 

nilai wajar lainnya. 

2. Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga: 

1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka 

pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi 

di tam bah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya 

yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. 

2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi 

jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi 

pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika 

tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat 

berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk 

memperoleh investasi tersebut. 

b. Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham diukur dan dicatat 

sebesar nilai nominalnya. 
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D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN INVESTASI JANGKA PENDEK 

1. Investasi jangka pendek disajikan dalam neraca dalam kelompok Aset 

Lancar. 

2. Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Kebijakan Akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang 

dimiliki Pemerintah Daerah; 

b. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh Pemerintah 

Daerah; 

c. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek Uika ada); 

d. Penurunan nilai investasijangka pendekyang signifikan dan penyebab 

penurunan tersebut; 

e. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi 

permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain- lain 

dan se balikn ya U ika ada). 
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BAB VII 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG 

A. DEFINISI PIUTANG 
1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah 

Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang 

sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 

2. Penyisihan Piutang adalah taksiran nilai piutangyang kemungkinan tidak 

dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang 

dan/ atau korporasi dan/ atau Entitas lain. 

3. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung 

berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan 

diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi 

dari debiturnya. 

B. PENGAKUAN PIUTANG 

1. Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan 

diakui pada saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat 

ekonomi lainnya kepada Entitas, yaitu pada saat: 

a. Terdapat surat ketetapan/ dokumen yang sah yang belum dilunasi; 

b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta 

belum dilunasi. 

2. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang 

timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian 

fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di 

neraca, apabila memenuhi kriteria: 

a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak 

dan kewajiban secara jelas; dan 

b. jumlah piutang dapat diukur. 

3. Piutang BPJS/Jaminan Kesehatan Nasional diakui berdasarkan 

konfirmasi klaim pembayaran oleh BPJS Kesehatan dan telah disetuju i 

kedua belah pihak paling sedikit satu kali pada akhir periode pelaporan. 

4. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan dokumen sah 

yang diterbitkan pemerintah pusat atas Dana Alokasi Um um (DAU) yang 

belum dibayarkan. 

5. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan dokumen sah 

yang diterbitkan pemerintah pusat atas Dana Alokasi Khusus (DAK) 

yang belum dibayarkan. 
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6. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui 

pada saat Pemerintah Pusat mengakui dan menetapkan adanya DBH 

terutang sejumlah tertentu pada akhir tahun anggaran. 

7. Piutang transfer lainnya diakui apabila: 
a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila 

sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan 

seluruh pembayarannya dan mengakui sisa yang belum ditransfer 

akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; 

b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat 

penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada 

saat persyaratan sudah dipenuhi dan Pemerintah Pusat mengakui 

kekurangan transfer terse but. 

8. Piutang Bagi Hasil dari provinsi diakui berdasarkan dokumen sah yang 

diterbitkan pemerintah provinsi atas bagi hasil dari provinsi yang belum 

dibayarkan. 

9. Piutang transfer antar daerah diakui sebagai hak/bagian daerah 

penerima yang belum dibayar berdasarkan dokumen sah kurang 

transfer yang diterbitkan pemerintah daerah lainnya. 

10. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran 

ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan 

maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer 

periode berikutnya. 

11. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP /TGR, 

harus didukung dengan bukti SK 

Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang 

menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP /TGR dilakukan dengan cara 

damai (di luar pengadilan). 

SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan 

merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian 

tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti 

kerugian terse but. Apabila penyelesaian TP /TGR terse but dilaksanakan 

melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah 

terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan. 
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C. PENGUKURAN PIUTANG 

1. Pengukuran piu tang pendapatan yang berasal dari peraturan 

perundang-undangan adalah sebagai berikut: 

a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 

pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat 

ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau 

b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 

pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh 

Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; 

atau 

c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 

pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding a tas 

keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntu tan ganti rugi. 

2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai 

berikut: 

a. Pemberian pinjaman 

Piutang pemberian pinjaman dinilai denganjumlah yang dikeluarkan 

dari Kas Daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai 

dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. 

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai 

kewajiban bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya-biaya 

pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui 

adanya bunga, denda, commitment fee dan/ atau biaya lainnya pada 

periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode 

pelaporan. 

b. Penjualan 

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian 

penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode 

pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya 

potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai 

bersihnya. 

c. Kemitraan 

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 

dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. 

d. Pemberian fasilitas/jasa 
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Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah 

diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi 

dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima. 

3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut: 
a. Dana Bagi Hasil diukur pada saat Pemerintah Pusat mengakui dan 

menetapkan adanya DBH terutang sejumlah tertentu pada akhir 

tahun anggaran. 
b. Dana Alokasi Umum (DAU) diukur berdasarkan dokumen sah yang 

diterbitkan pemerintah pusat atas Dana Alokasi Umum (DAU) yang 

belum dibayarkan. 

c. Dana Alokasi Khusus, diukur berdasarkan dokumen sah yang 

diterbitkan pemerintah pusat atas Dana Alokasi Khusus (DAK) yang 

belum dibayarkan. 

4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang 

dikemukakan, disajikan sebagai aset lainnya sebesar nilai yang dilunasi 

berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. 

5. Pengukuran berikutnya (Subsequent Measurement) terhadap pengakuan 
awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum 
dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. 

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka 

masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang 

dihapuskan. 

6. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal 
dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (write-of.ff dan 

penghapusbukuan (write down). 

7. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net 

Realizable Value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan 

penyisihan piutang. 

8. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi 
sebagai berikut: 

a. Kualitas Piutang Lancar; 

b. Kualitas Piutang Kurang Lancar; 

c. Kualitas Piutang Diragukan; dan 

d. Kualitas Piutang Macet. 

9. Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah diklasifikasikan 
berdasarkan cara pemungutan: 
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a . Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment) 

dilakukan dengan ketentuan: 
1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria: 

a) Umur piutang kuran.g dari 2 (dua) tahun; 

b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; 

c) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; 

d) Wajib pajak kooperatif; 

e) Wajib pajak likuid; dan/ atau 

f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/ banding. 

2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria: 

a) Umur piutang 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun; 

b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum 

melakukan pelunasan; 

c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; 

d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 

e) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding. 

3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria: 

a) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) 

tahun; 

b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum 

melakukan pelunasan; 

c) Wajib pajak tidak kooperatif; 

d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; 

dan/atau 

e) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas. 

4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria: 

a) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; 

b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan 

pelunasan; 

c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya /tidak 

diketemukan; 

d) Wajib pajak bangkrut/ meninggal dunia; dan/atau 

e) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure). 
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b. Pajak yang ditetapkan oleh Bupati (official assessment) dilakukan 

dengan ketentuan: 

1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria: 

a) Umur piutang kurang dari 2 (dua) tahun; 

b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; 

c) Wajib pajak kooperatif; 

d) Wajib pajak likuid; dan/ atau 

e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding. 

2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria: 

a) Umur piutang 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun; 

b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum 

melakukan pelunasan; 

c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 

d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding. 

3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria: 

a) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) 

tahun; 

b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan 

pelunasan; 

c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau 

d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas. 

4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria: 

a) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; 

b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan 

pelunasan; 

c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; 

d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 

e) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure). 

10. Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek 

retribusi, dapat dibedakan berdasarkan karakteristik sebagai berikut: 

a. Kualitas Lancar, jika umur piutang O (nol) sampai dengan l(satu) 

tahun; 

b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari l(satu) tahun 

sampai dengan 2 (dua) tahun; 
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c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun 

sampai dengan 3 (tiga) tahun; 

d. Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun. 

11. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan 

Retribusi, dilakukan dengan ketentuan: 

a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 

tanggal jatuh tempo yang ditetapkan; 

b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan 

pelunasan; 

c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan 

pelunasan; dan 

d. Kualitas macet, jika piutang yang dalamjangka waktu 1 (satu) bulan 

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan 

pelunasan, atau Piutang telah diserahkan kepada Instansi yang 

menangani pengurusan piutang negara. 

12. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan: 

a. 0,5% (setengah perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas 

lancar. 

b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar 

setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan Uika 

ada); 

c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan 

setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan Uika 

ada); dan 

d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet 

setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan Uika 

ada). 

13. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode 

pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai 

penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. 

14. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka 

tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam 

CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan 

penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 

selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan 
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saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya 

akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai 

penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang 

seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. 

D. PEMBERHENTIAN PENGAKUAN 

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat 

dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. 

Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar 

tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan 

tersebut selesai/lunas. 

2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal 

dengan dua cara yaitu penghapustagihan (write-ofjj dan 

penghapusbukuan (write down). 

3. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, 

merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai 

piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. 

4. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan 

penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan 

pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. 

5. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan 

piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara 

atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih 

piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang 

sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan. 

6. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut: 

a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar 

daripada kerugian penghapusbukuan. 

1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan 

entitas akuntansi dan entitas pelaporan. 

2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan 

ekuitas. 

3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal­

hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya. 

b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari 

penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah , sebelum 

difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan 

penghapusbukuan (apabila perlu). 
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c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi 

yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus 

buku (write off). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan 

keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi 

untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas 

melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut. 

7. Penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, 

prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih 

yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik. 

8. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya 

penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri 

gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan 

satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca 

dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. 

Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, 

berdasarkan dokumen atau surat kepu tusan dari KPKNL, dapat 

dilakukan penghapustagihan. 

9. Kewenangan penghapusan piu tang sampai dengan Rp5 milyar oleh 

Bu pati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bu pati dengan 

persetujuan DPRD. 

10. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah 

sebagai berikut: 

a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang 

kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan 

yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu 

membayar. 

b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra 

penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas 

menghadapi tugas masa depan. 

c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan 

situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih. 

d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, 

misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi 

menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga 

kredit. 
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e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal a tau 

tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi 

saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang. 

f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum 

kepailitan, hukum industry (misalnya industri keuangan dunia, 

industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan 

benchmarking kebijakan/peraturan write off di negara lain. 

g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin 

dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat 

hukum. Penghapusbukuan (writedown maupun write offi masuk 

esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan 

administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai 

mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain 

dengan haircut mungkin kan dicatat kembali menjadi rekening aktif 

in trakomtabel. 

E. PENGUNGKAPAN PIUTANG 

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai 

akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan 

Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa: 

a. Kebijakan akuntansiyang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan 

pengukuran piutang; 

b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat 

kolektibilitasnya; 

c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; 

d. Jaminan atau sitajaminan jika ada. 

2. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses 

penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus 

diungkapkan. 

3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam 

Cata tan atas Laporan Keuangan agar le bih informatif. Informasi yang 

perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, 

nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan 

penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. 

4 . Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di 

kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan 

terse but dicatat se bagai penerimaan kas pada periode yang bersangku tan 
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dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau 

melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang. 

Contoh perhitungan nilai piutang dan penyisihan piutang yang tercantum 

pada neraca, se bagai beriku t. 

Berdasarkan inventarisasi saldo piutang pajak restoran pada tanggal 31 

Desember 2022 didapat data piutang sebagai berikut: 

NAMAWP 

RM Sedep Roso 

RM Pak Budi 

RM II ham Berkah 

RM Cita Rasa 

JUMLAH 

PENYISIHAN 
PIUTANG 

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 
ANALISA UMUR PIUTANG PAJAK RESTORAN 

PER 31 DESEMBER 2022 

BELUM MENUNGGAK 

JUMLAH 
MENUNGGAK 

LANCAR KURANG LANCAR DIRAGUKAN 

< 2 TAHUN 2 - 3 TAHUN 3 - 5 TAHUN 

270.000 00 250.000 00 20.000 00 

500.000 00 500.000 00 

320.000 00 250.000 00 30.000 00 40.000 00 

180 .000 00 
1.270.000 00 1.000.000 00 50 .000 00 40.000 00 

0 50% 10% 50% 

210.000,00 5.000,00 5.000,00 20 .000,00 

MACET 

>5 TAHUN 

180.000 00 

180.000 00 
100% 

180.000,00 

Saldo piutang pajak restoran sebesar Rpl.270.000,00 maka Badan 

Pengelolaan Pendapatan Daerah perlu menyusun saldo cadangan 

penyisihan piutang dengan perhitungan sebagai berikut: 

Dari perhitungan di atas maka saldo piutang dan penyisihan piutang 

pajak restoran yang tercantum di Neraca Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah adalah Saldo Piutang sebesar Rpl.270.000,00 

dan saldo penyisihan sebesar Rp210.000,00. 

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 
NERACA 

PER 31 DESEMBER 2022 
(dalam rupiah) 

URAIAN 2022 2021 
ASET 

Aset Lancar 

Piutang Pendapatan 1.270.000,00 975.000,00 
Penyisihan Piutang (210.000,00) (55.000,00) 
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BAB VIII 

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DIBAYAR DIMUKA 

A. DEFINISI BEBAN DIBAY AR DIMUKA 

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk 

membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga 

menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. 

B. PENGAKUAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA 

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum 

menimbulkan kewajiban. 

C. PENGUKURAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA 

Pengukuran be ban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang 

dikeluarkan/ dibayarkan. 

D. PENGUNGKAPAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA 

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam 

aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu 

periode akuntansi. 



jdih.pemalangkab.go.id

70 

BABIX 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN 

A. DEFINISI PERSEDIAAN 

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan 

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah 

daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau 

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

2. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa: 

a. Barang Pakai Habis; 

b. Barang Tak Pakai Habis; 

c. Barang Bekas Pakai; 

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. 

3. Persediaan meliputi: 

a. Bahan; 

b. Suku Cadang; 

c. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor; 

d. Obat-obatan; 

e. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan; 

f. Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga; 

g. Natura dan Pakan; 

h. Persediaan Penelitian; 

i. Persediaan Dalam Proses; 

j. Komponen; 

k. Pipa; 

1. Komponen Bekas dan Pipa Bekas. 

B. PENGAKUAN PERSEDIAAN 

1. Persediaan diakui: 

a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah 

daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan 

andal; 

b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau 

kepenguasaannya berpindah. 

2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan 

berdasarkan basil inventarisasi fisik. 
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C. PENGUKURAN PERSEDIAAN 

1. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka 

pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan 

dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga 

perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar dengan 

metode pencatatan FIFO (First In First Out/masuk pertama keluar 

pertama). 

2. Persediaan disajikan sebesar: 

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan 

persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya 

penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat 

dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan 

lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. 

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. 

Harga pokok produksi persediaan melipu ti biaya langsung yang terkait 

dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang 

dialokasikan secara sistematis. 

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. 

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau 

penyelesaian kewajiban an tar pihak yang memahami dan berkeinginan 

melakukan transaksi wajar (ann length transaction). 

Contoh penghitungan persediaan akhir pada 31 Desember 2022 sebagai 

berikut. 

Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang melakukan pembelian persediaan 

obat pada dua kali pembelian terakhir, sebelum 31 Desember 2022 adalah 

sebagai berikut: 

Tanggal Nama Obat 
Jum.lah Harga per 

(Biji) Unit (Rp) 
Jumlah 

26-Des-2022 Konidin i 110 1.000,00 110.000,00 

Paramex 200 1.200,00 240.000,00 

Vitamin 90 1.500,00 135.000,00 

28-Des-2022 UltraFlu 110 1.100,00 121.000,00 

Paracetamol 200 950,00 190.000,00 

Vitamin 90 1.400,00 126.000,00 

I 

Pada tanggal 31 Desember 2022 masih terdapat persediaan obat sebagai 

berikut: 
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Nama Obat Jumlah (biji) 

Konidin 120 

Paramex 70 

Vitamin 40 

Harga perolehan per unit obat yang digunakan dalam perhitungan 

persediaan yang tercantum di neraca TA. 2022 adalah harga peroleh pada 

tanggal 31 Desember 2022 yaitu: 

Nama Obat Harga per Unit (Rp) 

Konidin 1.000,00 
I. 

Konidin I 1.100,00 

Paramex I 950,00 

Vitamin II 1.400,00 

Maka nilai persediaan obat yang tercantum di neraca tahun anggaran 

2022 adalah sebesar Rp253.500,00 dengan perhitungan sebagai berikut: 

Jumlah Harga per Unit Nama Obat Jumlah 
(Biji) (Rp) 

Konidin 10 1.000,00 10.000,00 

Konidin 110 1.100,00 121.000,00 

Paramex 70 950,00 66.500,00 

vitamin 4 0 1.400,00 56.000,00 

n1 Nilai Persediaan ➔ 253.500,00 

f.l 

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN 

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. 

2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan: 

a. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam 

pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan 

dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual a tau 

diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses 

produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat; 

b. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang; 

c. Untuk persediaan yang diserahkan kepada lembaga/instansi/pihak 

lain yang sulit memperoleh Berita Acara Serah Terima (BAST) dapat 

diganti dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab dari Pimpinan OPD 

yang menyerahkan persediaan tersebut; 

d. Terhadap persediaan yang sudah digunakan namun terkendala 

administrasi berlaku prinsip subtance over form (substansi 

mengungguli bentuk formalitas). 
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BABX 

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 

A. DEFINISI ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya 

hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD 

dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian 

yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang 

mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD. 

B. PENGAKUAN ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang 

melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD. 

C. PENGUKURAN ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang 

terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama 

dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan 

penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi. 

D. PENGUNGKAPAN ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi 

aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada 

laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi. 
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BAB XI 

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PANJANG 

A. DEFINISI INVESTASI JANGKA PANJANG 

1. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk 

dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

2. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan 

untuk dimiliki secara berkelanjutan. 

3. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk 

dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau 

menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh 

yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan 

kelembagaan. 

4. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak 

termasuk dalam investasi permanen. 

5. Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen 

adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan 

yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 

(dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau 

ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. 

B. PENGAKUANINVESTASIJANGKAPANJANG 

1. Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial 

di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat 

diperoleh pemerintah daerah; 

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai 

(reliable). 

2. Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa: 

a. Deviden Tunai; 

b. Deviden Saham; dan 

c. Bagian Laba. 

3. Pengakuan untuk hasil investasi untuk Deviden dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

a. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan 

modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, 

dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah); 

b. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa 

dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicacat sebagai 
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pendapatan hasil investasi (dalam jumal dengan basis kas) dan 

mengurangi nilai investasi pemerintah (dalamjurnal berbasis akrual). 

4. Pengakuan hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk saham yang 

diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan 

menambah nilai investasi pemerintah. 

5. Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

a. Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah 

berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan 

metode biaya tidak dilakukan pencatatan. 

b. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat 

sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan investasi. 

C.PENGUKURANINVESTASIJANGKAPANJANG 

1. Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka 

panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal 

pemerintah daerah , dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga 

transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam 

rangka perolehan investasi tersebut. 

2. Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka 

panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu: 

a. Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang 

dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai 

perolehannya. 

b. Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, 

dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk 

penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan 

dalam rangka penyehatan perbankan. 

c. Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan 

pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk 

biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang 

dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek 

terse but diserahkan ke pihak ketiga. 

d. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset 

Pemerintah Daerah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar 

aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak 

tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang 
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diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak 

diketahui nilai wajarnya. 

e. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan 

mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan 

menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku 

pada tanggal transaksi. 

f. Investasi nonpermanen lainnya dalam bentuk dana bergulir 

merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan 

kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna 

Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan 

lainnya. Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai 

sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). 

3. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama 

periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang 

konstan diperoleh dari investasi tersebut. 

4. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau 

didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan 

atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (carrying value) tersebut. 

5. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu: 

a. Metode Biaya; 

b. Metode Ekuitas; 

c. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan. 

6. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai 

investasi berdasarkan harga perolehan. 

7. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai 

investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut 

kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas 

kekayaan bersih/ ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) 

yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. 

8. Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan 

menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. 

Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang 

diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan 

usaha/badan hukum yang terkait. 

9. Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau 

kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan 

atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode 
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ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan 

dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah 

setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk 

saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi 

pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasijuga diperlukan untuk 

mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya 

perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi 

aset tetap. 

10. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat 

nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan 

terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka 

waktu dekat. 

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN INVESTASI JANGKA PANJANG 

1. Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya 

dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu 

diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh 

pemerin tah daerah. 

Penyisihan Investasi NonPermanen Dana Bergulir 

2. Penyisihan investasi nonpermanen dana bergulir yang kemungkinan 

tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan 

melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi nonpermanen dana 

bergulir yang masih beredar (outstanding). 

3. Penyisihan investasi nonpermanen dana bergulir diperhitungkan dan 

dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi 

nonpermanen dana bergulir. 

4. Penyisihan investasi nonpermanen dana bergulir yang tidak tertagih 

dilakukan berdasarkan umur investasi nonpermanen dana bergulir 

dengan persentase penyisihan adalah sebagai berikut: 

' Uraian 

1. Investasi Non -
Permanen 
Dana Bergulir 

25% 50% 75% 100% 

5. Penyisihan investasi nonpermanen dana bergulir di Neraca disajikan 

sebagai unsur pengurang dari investasi nonpermanen dana bergulir yang 

bersangku tan. 
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BAB XII 

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP 

A. DEFINISI ASET TET AP 

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih 

dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah 

daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan 

atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu 

aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut 

dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. 

3. Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang 

dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi 

penyusutan. 

4. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap 

yang dapat disusu tkan ( depreciable assets) selama masa manfaat aset 

yang bersangku tan. 

5. Masa manfaat adalah: 

a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas 

pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau 

b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari 

aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. 

6. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada 

akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya 

pelepasan. 

7. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam 

proses pembangunan. 

8. Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau 

fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi 

Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan 

Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. 

9. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai 

dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap 

dipakai. 

10. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat 

elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang 

nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan 

dan dalam kondisi siap pakai. 
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11. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

12. Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang 

dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh 

pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan; 

b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya; 

c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan 

d . Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya. 

13. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan 

ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan 

untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap 

dipakai. 

14. Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi. 

15. Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam 

proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum 

selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan 

dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset 

Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya 

membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. 

B. PENGAKUAN ASET TETAP 

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan 

dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. 

2. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

a. Berwujud; 

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 

f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk 

pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi 

aset tetap yang telah ditetapkan. 
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3. Na.mun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta 

kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada 

saat realisasi belanja modal. 

4. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh 

pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan 

dimaksudkan untuk dijual. 

5. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau 

diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya 

berpindah. 

6. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti 

bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan 

secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan 

kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung 

dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses 

administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus 

diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di 

instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat 

terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah 

berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas 

sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. 

C. PENGUKURAN ASET TETAP 

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. 

2. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak 

memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada 

saat perolehan. 

3. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat 

perolehan untuk kondisi pada paragraf di atas bukan merupakan suatu 

proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya 

perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada 

penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat 

perolehan awal. 

4. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi 

pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan 

biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/ dibangun 

sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat 

diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk 
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perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan 

dalam proses konstruksi. 

5. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri atas harga belinya atau 

konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat 

diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi 

yang membuat aset tersebut dapat l)ekerja untuk penggunaan yang 

dimaksudkan. 

6. Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut: 

2. Peralatan dan Mesin 
a Pembelian Peralatan dan 

Mesin siap dipakai 

b Pembuatan Peralatan dan 
Mesin 

3 . Gedung dan Bangunan 

Harga pembelian/Pembebasan Tanah; 
Biaya Pembebasan/Ganti Rugi; 

3. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka 
memperoleh hak (Biaya pembuatan sertifikat, 
Pelepasan Hak, Permohonan Hak Pakai 
Tanah); 

4. Biaya Pematangan, Pematokan, Pengukuran, 
dan Pengurukan/ Penimbunan; 

5. Nilai obyek/bangunan yang terletak pada 
tanah yang dibe li tersebut jika 
obyek/bangunan tersebut dimaksudkan 
untuk dimusnahkan. 

1. Harga Pembelian Peralatan & Mesin(PPN & 
PPh); 

2. Ongkos Angku t ; 
3. Biaya Asuransi Pengiriman; 
4. Biaya Instalasi/Pemasangan; 
5 . Biaya Selama Masa Uji Coba. 
1. Yang dilaksanakan melalui kontrak 

( dipihakketigakan) : 
a . Pengeluaran sebesar nilai kontrak; 
b. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; 
c. Biaya Perizinan; 
d. Jasa Konsultan. 

2. Yang dilaksanakan secara swakelola: 
a. Biaya Bahan Baku; 
b. Upah Tenaga Kerja; 
c. Sewa Peralatan; 
d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; 
e. Jasa Konsultan; 
f. Biaya Perizinan. 

1. Yang dilaksanakan melalui kontrak 
(dipihakketigakan) 
a . Pengeluaran sebesar nilai kontrak; 
b. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; 
c. Biaya Perizinan; 
d. - Jasa Konsultan; 
e . Biaya Pengosongan dan Pembongkaran 

bangunan lama. 
2 . Yang dilaksanakan secara swakelola 

a. Bia ya Bahan Baku ; 
b. Upah Tenaga Kerja ; 
c. Sewa Peralatan; 
d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; 
e . Biaya Perizinan; 
f. Biaya Konsultan; 
g. Biaya Pengosongan dan Pembongkaran 

Bangunan Lama. 
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4. Jalan Irigasi dan Jaringan 

5 . Aset Tetap Lainnya 

6 . Hibah dari pihak ketiga 

1. Yang d ilaksanakan melalui kontrak 
( dipihakketigakan) 
a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak; 
b. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; 
c. Biaya Perizinan; 
d. Jasa Konsultan; 
e. Biaya pengosongan dan pembongkaran 

bangunan yang ada di atas tanah yang 
diperuntukkan untuk keperluan 
pembangunan. 

2. Yang dilaksanakan secara swakelola 
a. Biaya Bahan Baku; 
b. Upah Tenaga Kerja; 
c. Sewa Peralatan; 
d . Biaya Perencanaan dan Pengawasan; 
e. Biaya Perizinan; 
f. Biaya Konsultan; 
g. Biaya Pengosongan dan Pembongkaran 

Bangunan Lama. 
1. Yang d ilaksanakan melalui kontrak 

(dipihakketigakan) 
a . Pengeluaran sebesar nilai kontrak; 
b . Biaya perencanaan dan pengawasan; dan 
c. Biaya perizinan . 

2. Yang dilaksanakan secara swakelola 
a. Biaya Bahan Baku; 
b . Upah Tenaga Kerja; 
c. Sewa Peralatan; 
d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan; 
e. Biaya Perizinan; 
f. Jasa Konsultan. 

Nilai wajar pada saat perolehan. 

7. Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang 

nilainya memenuhi batasan capitalization threshold. Batasan ini 

ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap. 

8. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu 

komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat 

diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa 

aset ke kondisi kerjanya. 

9. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. 

Penilaian Awal Aset Tetap 

10. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai 

suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus 

diukur berdasarkan biaya perolehan. 

Perolehan Secara Gabungan 

11. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara 

gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut 
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berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang 

bersangku tan. 

Aset Tetap Digu.nakan Bersama 

12. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, 

pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas 

Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) 

terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan 

penggunaan oleh Gubernur /Bupati/Walikota selaku Pemegang 

Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

13. A set tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan 

pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian. 

Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 

14. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak 

ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum ), 

pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah 

Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. 

15. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai 

berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima 

(BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, makafasos 

fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum 

diperoleh. 

Pertukaran Aset (Exchange of Assets) 

16. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran 

sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos 

semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu 

nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan 

dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang di transfer/ diserahkan. 

17. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset 

yang seru pa yang memiliki manfaat yang seru pa dan memiliki nilai wajar 

yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran 

dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak 

ada keun tungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya 

aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) 

atas aset yang dilepas. 

18. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti 

adanya suatu pengurangan ( impairment) nilai atas aset yang dilepas. 
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Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai­

bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written 

down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari 

pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, 

mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset 

lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan 

bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. 

Aset Donasi 

19. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar 

nilai wajar pada saat perolehan. 

20. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan 

suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah 

memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu 

unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset 

tetap terse but akan sangat andal bila did ukung dengan bukti 

perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. 

21. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut 

dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. 

Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk 

pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada 

pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut 

harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. 

22. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, 

maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional. 

Pengeluaran Setelah Perolehan ( Subsequent Expenditures) 

23. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap ( subsequent 

expenditures) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal 

suatu aset tetap ( subsequent expenditure) yang dapat berakibat 

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi 

manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, 

mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar 

nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus 

ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang 

bersangku tan. 

24. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan 

akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: 
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a. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara: 

1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau 

2) bertambah umur ekonomis, dan/atau 

3) bertambah volume, dan/ atau 

4) bertambah estetis/keindahan/kenyamanan, dan/ atau 

5) bertambah kapasitas produksi. 

b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap 

tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap 

yang ditetapkan ( capitalization threslwlds). 

25. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat a tau 

memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan 

kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, 

atau peningkatan standar kinerja adalah 

pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan 

rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk 

mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, a ta u 

hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset 

tetap. 

26. Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (capitalization threslwlds) 

ditetapkan sebagai berikut : 

a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran 

pengadaan baru dan pen am bah an nilai aset tetap dari hasil 

pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan, atau restorasi. 

b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah 

perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. 

c. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi ( capitalization threslwlds) 

Perolehan Awal Aset Tetap: 

NO ASETTETAP NILA! KAPIT ALISASI 

1. Tanah Tidak dibatasi 

2. Peralatan dan Mesin Rp 400.000,00 
untuk Rambu-rambu Lalu Lintas Rp 5.000.000,00 

3. Gedung dan Bangunan Rp 5.000.000,00 

4. Jalan lrigasi dan Jaringan 

- Jal an 
'II Rp 10.000.000,00 

- lrigasi 11 Rp 5.000.000,00 

- Jaringan Rp 400.000,00 

5. Aset Tetap Lainnya Tidak dibatasi 

6. Konstruksi dalam pengerjaan Tidak dibatasi 
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d. Batas Minimum Belanja/Biaya Kapitalisasi (capitalization thresholds) 

dari Rehabilitasi/Renovasi/ Restorasi untuk per satuan jenis aset 

atau harga per unit atas jenis aset tetap sebagai berikut: 

Batasan Kapitalisasi 

untuk 

Jenis Aset Tetap Rehabilitasi/Renovasi/ Keterangan 

Pemeliharaan/Pengemban 

gan/ Restorasi 

Peralatan dan Mesin 

• Alat-alat Besar Darat >= 50.000 .000 Untuk yang sifatnya 

Pemeliharaan Berat dan 

I Pemasangan Alat/ Sparepart 

baru 

• Rambu-rambu Pemeliharaan tidak 

dikapitalisasi 

• Rambu-rambu Lalu -sda-

Lintas Udara 

• Alat Olahraga -sda-

Lainnya 

Gedung dan Bangunan 

• Bangunan Gedung >= 20 .000.000 Untuk yang sifatnya 

Tempat Kerja 
I 

Pemeliharaan Berat/ 

Menambah Umur Ekonomis 

• Bangunan Gedung >= 20.000.000 -sda-

Tempat Tinggal 

• Bangunan Menara >= 20.000.000 -sda-

Monumen 

• Bangunan >= 20.000.000 Untuk yang sifatnya 

Bersejarah ~ Pemeliharaan Berat/ 

Menambah Umur Ekonomis 

• Tugu Peringatan >= 20.000 .000 -sda-

• Candi >= 20.000.000 -sda-

• Taman (untuk >= 20.000.000 -sda-

umum) 

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

• Jalan >= 100.000.000 Untuk yang sifatnya 

I Pemeliharaan Berat/ 

Menambah Umur Ekonomis 

• Jembatan >= 100.000.000 -sda-

• Bangunan Air dan >= 100.000 .000 -sda-

Irigasi 

• Jenis Aset Tetap Batasan Kapitalisasi untuk Keterangan 

Rehabilitasi/ Renovasi/ 

Pemeliharaan/Pengembang 

an/ Restorasi 

• Instalasi Air Min um >= 50.000.000 -sda-
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Batasan Kapitalisasi 

:1 

untuk 

Jenis Aset Tetap Rehabilitasi/Renovasi/ Keterangan 

Pemeliharaan/Pengemban 

gan/ Restorasi 

• Instalasi Air Kotor / >= 50.000.000 -sda-

Limbah dan 
I 

sejenisnya 

• Instalasi Listrik >= 50.000.000 -sda-

(pembangkit dan I 
sejenisnya) 

• Instalasi Penangkal Pemeliharaan tidak 

Petir dikapitalisasi 

• Jaringan Air Minum 

dan sejenisnya 

• Jaringan Listrik dan 

sejenisnya 

• Jaringan Telepon 

dan sejenisnya 

Aset Tetap Lainnya 

• Buku -sda-

• Terbitan Berkala -sda-

• Barang -sda-

Perpustakaan 

• Barang Bercorak Pemeliharaan tidak 

Kebudayaan dikapitalisasi 

• Hewan (temak dan -sda-

peliharaan) 

• Tanaman -sda-

Contoh penerapan bahwa suatu pengeluaran, apakah termasuk 

belanja modal atau belanja barang dan jasa yaitu sebagai berikut: 

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan 

kegiatan pemeliharaan atas gedung kantor (ruang kerja) dengan 

melakukan penggantian kunci pintu/jendela dan pengecatan ruang 

kerja dengan total biaya sebesar Rp20.000.000 ,00. Adapun harga 

perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rpl00.000.000 ,00. 

Kegiatan / proyek pemeliharaan terse but apakah masuk kategori 

pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat 

dikapitalisasi menjadi aset tetap. 

1 Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara 
bertambah : bertambah ekonomis/efisien , 
bertambah umur ekonomis, bertambah volume, 
bertambah kapasitas produksi, bertambah 
estetika/ keindahan/ kenyamanan 

Tidak 
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Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan 
barang/ aset tetap terse but material/ melebihi 
batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang 
telah ditetapkan. 

Ya 

(karena pemeliharaan 
melampaui batasan 
minimal jumlah biaya 
yang harus dikapitalisasi 
sebesar 
Rp20.000.000,00) 

Keshnpulan : Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut tidak memenuhi 
kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan gedung kantor dimaksud 
tidak menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang tidak 
menambah nilai aset tetap harus dianggarkan dalam jenis Belanja Barang 
dan Jasa. 

b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan 

kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi atas gedung kantor dengan 

melakukan penggantian atas sebagian lantai ruang kerja yang 

semula lantai ubin menjadi lantai marmer dengan total biaya sebesar 

Rp4.000.000,00. Adapun harga perolehan gedung kantor 

dimaksud sebesar Rp200.000.000,00. Kegiatan pemeliharaan/ 

rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin 

berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset 

tetap 
Iii: 

No. 111, 
Kriteria Memenuhi Kriteria 

1 Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara Ya 
bertambah : bertambah ekonomis / efisien, 
bertambah umur ekonomis, bertambah 
volume, bertambah kapasitas produksi, 
bertam bah estetika/keindahan/ kenyamanan 

2 N ilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan Tidak 
barang/aset tetap tersebut material/ melebihi (karena nilai 
batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang pemeliharaan tidak 
telah ditetapkan melampaui batasan 

minimal jumlah biaya 
yang harus dikapitalisasi 
sebesar 
Rp20.000.000,00) 

Keshnpulan : Pemeliharaan gedung kantor tersebut tidak memenuhi 
kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan dimaksud tidak 
menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang tidak menambah 
nilai aset tetap harus dianggarkan dalam jenis Belanja Barang dan Jasa. 

c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan 

kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi atas gedung kantor dengan 

melakukan penggantian atas seluruh lantai ruang kerja yang semula 

lantai ubin menjadi lantai marmer dengan total biaya sebesar 

Rp25.000.000,00. Adapun harga perolehan gedung kantor 

dimaksud sebesar Rp200.000.000,00. Kegiatan pemeliharaan/ 

rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin 

berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset 

tetap. 
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II Kriteria 

Manfaat ekonomi atas barang yang d ipelihara 
bertambah : bertambah ekonomis/efisien, 
bertambah umur ekonomis, bertambah 
volume, bertambah kapasitas produksi, 
bertambah estetika/ keindahan/ kenyamanan 

Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan 
barang/ aset tetap terse but material/ melebihi 
batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang 
telah ditetapkan 

Memenuhi Kriteria 

Ya 

Ya 
(karena nilai pemeliharaan 
melampaui batasan 
minimal jumlah biaya yan~ 
harus dikapitalisasi 
sebesar Rp20.000 .000,00) 

Kesimpulan : Pemeliharaan gedung kantor tersebut memenuhi kriteria 
kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan dimaksud akan menambah nilai 
aset tetap. Belanja pemeliharaan yang bersifat menambah nilai aset tetap 
harus dianggarkan dalam jenis Belanja Modal. 

Penyusutan 

27. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus 

(straight line method). 

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban 

penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai 

pengurang nilai aset tetap. 

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di 

bawah ini: 

1 3 ASETTETAP 

1 3 2 Peralatan dan Mesin 
1 3 2 01 01 Alat-Alat Besar Darat 10 

1 3 2 01 02 Alat-Alat Besar Apung 8 

1 3 2 01 03 Alat-alat Bantu 7 

1 3 2 02 01 Alat Angkutan Darat Bermotor 7 

1 3 2 02 02 Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 2 

1 3 2 02 03 Alat Angkut Apung Bermotor 10 

1 3 2 02 04 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 3 

1 3 2 02 05 Alat Angkut Bermotor Udara 20 

1 3 2 03 01 Alat Bengkel Bermesin 10 

1 3 2 03 02 Alat Bengkel Tak Bermesin 5 

1 3 2 03 03 Alat Ukur 5 

1 3 2 04 01 Alat Pengolahan 4 

1 3 2 05 01 Alat Kantor 5 

1 3 2 05 02 Alat Ruma h Tangga 5 

1 3 2 05 03 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5 

1 3 2 06 01 Alat Studio 5 

1 3 2 06 02 Alat Komunikasi 5 

1 3 2 06 03 Peralatan Pemancar 10 

1 3 2 06 04 Peralatan Komunikasi Navigasi 15 

1 3 2 07 01 Alat Kedokteran 5 

1 3 2 07 02 Alat Kesehatan Umum 5 
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1 3 2 08 02 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15 

1 3 2 08 03 Alat Peraga Praktik Sekolah 10 

1 3 2 08 04 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika 15 

1 3 2 08 05 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 10 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 2 

1 3 3 

08 06 Radi.ation Aplication and Non Destructive 
Testing Laboratory (Badan Tenaga Atom 
Nasional/BAT AN) 

08 07 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 

08 08 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 

08 09 Alat Laboratorium Standarsasi Kalibrasi dan 
Instrumen tasi 

09 01 Senjata Api 

09 02 Persenjataan Non Senjata Api 

09 03 Senjata Sinar 

09 04 Alat Khusus Kepolisian 

09 05 Alat Keamanan dan Perlindungan 

10 01 Komputer Unit 

10 02 Peralatan Komputer 

11 01 Alat Eksplorasi Topografi 

11 02 Alat Eksplorasi Geofisika 

12 01 Alat Pengeboran Mes in 

12 02 Alat Pengeboran Non Mesin 

13 01 Sumur 

13 02 Produksi 

13 03 Pengolahan dan Pemurnian 

14 01 Alat Bantu Eksplorasi 

14 02 Alat Bantu Produksi 

15 01 A lat Deteksi 

15 02 Alat Pelindung 

15 03 Alat SAR 

15 04 Alat Kerja Penerbangan 

16 01 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 

17 01 Unit Peralatan Proses/Produksi 

18 01 Rambu-rambu Lalu Lintas Darat 

18 02 Rambu-rambu Lalu Lintas Udara 

18 03 Rambu-rambu Lalu Lintas Laut 

19 01 Peralatan O lahraga 

Gedung clan Bangunan 
1 3 3 01 01 Bangunan Gedung Tern pat Kerja 

1 3 3 01 02 Bangunan Gedung Tern pat Tinggal 

1 3 2 02 01 Candi/Tug u Peringatan/Prasasti 

1 3 2 03 01 Bangunan Menara Perambuan 

1 3 3 04 01 Tugu/Tanda Batas 

1 3 4 JaJan, Irigasi, dan Jaringan 
1 3 4 01 01 Jalan 

1 3 4 01 02 Jembatan 

1 3 4 02 01 Bangunan Air Irigasi 

1 3 4 02 02 Bangunan Pengairan Pasang Surut 

10 

7 

15 

10 

10 

3 

5 

4 

5 

4 

4 

5 

10 

10 

10 

10 

15 

10 

10 

5 

5 

2 

10 

10 

8 

7 

5 

15 

3 

50 

50 

50 

40 

50 

10 

50 

50 

50 
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1 3 4 02 03 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 

1 3 4 02 04 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan 10 

Penan u lan an Bencana Alam 

1 3 4 02 05 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air 30 

Tanah 
1 3 4 02 06 Bangunan Air Bersih/Baku 40 

1 3 4 02 07 Bangunan Air Kotor 40 

1 3 4 03 01 Instalasi Air Bersih/ Air Baku 30 

1 3 4 03 02 Instalasi Air Kotor 30 

1 3 4 03 03 Instalasi Pengolahan Sampah 10 

1 3 4 03 04 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 

1 3 4 03 05 Instalasi Pembangkit Listrik 40 

1 3 4 03 06 Instalasi Gardu Listrik 40 

1 3 4 03 07 Instalasi Pertahanan 30 

1 3 4 03 08 Instalasi Gas 30 

1 3 4 03 09 Instalasi Pengaman 20 

1 3 4 03 10 Instalasi Lain 5 

1 3 4 04 01 Jaringan Air Minum 30 

1 3 4 04 02 Jaringan Listrik 40 

1 3 4 04 03 Jaringan Telepon 20 

1 3 4 04 04 Jaringan Gas 30 

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam 

Pengerjaan, Buku-buku Perpustakaan, Hewan, dan Tanaman. 

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca 

berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset idle tidak 

disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. 

Penyusu tan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan 

sebagai Aset Lainnya berupa: 

a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber 

yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk 

dilakukan penghapusannya; dan 

b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah 

diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. 

31. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan 

terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada 

tabel beriku t: 

I 
Persentase 

Penambahan ' 
w ' 

URAIAN 't if xJENIS Renovasi/ Re$toraai/ Overhaul 
Masa Manfaat '\ I . dari Nllal Perolehan (Diluar 

(Tahun) >',:<, fenyusutan) " I 

Alat Besar 

Alat Besar Darat Overhaul >0% s.d. 30% 1 

>30% s .d 45% 3 
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' ¼, Perseo.tase Penambahan 

~ Ji:NIS URAIAN 
Renovasi/~estorasi/Overhaul Masa Manfaat 

dari Nilaiferolehan (Diluar (Tahun) "' Penyusutan) 
' , 

>45% s.d 65% 5 

>65% 6 

1 
Alat Besar Apung Overhaul >0% s.d. 30% 

>30% s .d 45% 2 

I >45% s.d 65% 4 

>65% 5 

Alat Bantu Overhaul >0% s.d . 30% 1 

>30% s.d 45% 2 
II 

>45% s.d 65% 4 

>65% 5 

A lat Angku tan 

Alat Angkutan Darat Overhaul >0% s.d. 25% 1 

Bermotor >25% s.d 50% 2 

I >50% s.d 75% 3 

>75% s.d.100% 4 

Alat Angkutan Darat Overhaul >0% s.d. 25% 0 
Tak Bermotor >25% s.d 50% 1 

>50% s .d 75% 1 

>75% s .d.100% 1 

Alat Angkutan Apung Overhaul >0% s .d. 25% 2 
Bermotor >25% s .d 50% 3 

I >50% s.d 75% 4 

>75% s.d.100% 6 

Alat Angkutan Apung Renovasi I >0%s.d. 25% 1 
Tak Bermotor >25% s .d 50% 1 

I >50% s.d 75% 1 

>75% s.d.100% 2 

Alat Angkutan Bermotor Overhaul >0% s .d . 25% 3 
Udara >25% s.d 50% 6 

II >50% s.d 75% 9 

>75% s .d. 100% 12 

Alat Bengkel dan Alat 
Ukur 
Alat Bengkel Bermesin Overhaul >0% s .d. 25% 1 

J 

>25% s.d 50% 2 

>50% s.d 75% 3 

>75% s .d.100% 4 

Alat Bengkel Tak ber Renovasi >0% s.d. 25% 0 
Mesin >25% s.d 50% 0 

>50% s.d 75% 1 

>75% s.d.100% 1 

Alat Ukur Overhaul I >0% s.d. 25% 1 
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~:; ; ~sentase Penambahan 
RenovasiJRestorasi/OVerhaul Masa Manfaat 

URAIAN II' JENI~ 
dari Nilai 'Perolehan (Diluar (Tahun) 

Penyusutan) 

>25% s.d 50% 2 

>50% s .d 75% 2 

>75% s.d.100% 3 

Alat Pertanian 

Alat Pengolahan Overhaul >0% s .d. 20% 1 

>21% s.d 40% 2 

I >51% s.d 75% 5 

>75% 6 

Alat Kantor dan Rumah 
Tan!l2a 
Alat Kantor Overhaul >0% s.d. 25% 0 

>25% s.d 50% 1 

>50% s .d 75% 2 

>75% s .d.100% 3 

Alat Rumah Tangga Overhaul >0% s.d. 25% 0 

>25% s .d 50% 1 
I 

>50% s.d 75% 2 

>75% s.d.100% 3 

Meja dan Kursi Kerja/ Overhaul >0% s .d. 25% 0 
Rapat Pejabat >25% s.d 50% 1 

>50%s.d 75% 2 

>75% s .d .100% 3 

Alat Studio, Komunikasi 
dan Pemancar 
Alat Studio Overhaul >0% s .d. 25% 1 

>25% s .d 50% 1 

>50% s .d 75% 2 
>75% s.d.100% 3 

Alat Komunikasi Overhaul >0% s .d. 25% 1 

>25% s.d 50% 1 

I >50%s.d 75% 2 

>75% s.d.100% 3 

Peralatan Pemancar Overhaul >0% s.d. 25% 2 
>25% s.d 50% 3 

I >50% s.d 75% 4 

>75% s.d.100% 5 

Peralatan Komunikasi Overhaul >0% s .d. 25% 2 
Navigasi >25% s.d 50% 5 

II >50% s.d 75% 7 
>75% s.d.100% 9 

Alat Kedokteran dan 
Kesehatan I 

Alat Kedokteran Overhaul >0% s .d. 25% 0 
>25% s.d 50% 1 

■ >50% s.d 75% 2 
>75% s .d.100% 3 
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' It ~ . Persentase Penambahan 
r, Reno~i/Restorasi/OVerhaul Masa Manfaat URAIAN JENI~ l,ii darl N~~:=; (Dilu~ II ]@ ~ ' 

(Tahun) 

'" Alat Kesehatan Umum Overhaul >0% s .d. 25% 0 
>25% s .d 50% 1 

I I >50% s.d 75% 2 
>75% s.d.100% 3 

Alat laboratorium 
Unit Alat laboratorium Overhaul >0% s .d. 25% 2 

>25% s .d 50% 3 
u >50% s.d 75% 4 

>75% s.d.100% 5 

Unit Alat laboratorium Overhaul >0% s .d. 25% 3 
Kimia Nuklir >25% s.d 50% 5 

IN; >50% s.d 75% 7 
>75% s .d .100% 8 

I 
Alat Laboratorium I! Overhaul >0% s.d. 25% 3 
Fisika >25% s .d 50% 5 

>50% s.d 75% 7 
>75% s.d. 100% 8 

Alat Proteksi radiasi / Overhaul >0% s .d . 25% 2 
Proteksi Lingkungan >25% s .d 50% 4 

1,1 >50% s.d 75% 5 
>75% s.d.100% 5 

Radiation Application & Overhaul >0% s.d. 25% 2 
Non Destructive Testing >25% s.d 50% 4 
laboratory >50% s.d 75% 5 

>75% s.d.100% 5 

Alat laboratorium Overhaul >0% s .d. 25% 1 
Lingkungan Hidup >25% s.d 50% 2 

>50% s.d 75% 3 
>75% s.d.100% 4 

Peralatan Laboratorium Overhaul >0% s .d. 25% 3 
Hidrodinamica >25% s.d 50% 5 

>50% s.d 75% 7 
>75% s.d.100% 8 

Alat laboratorium Overhaul >0% s .d. 25% 2 
Standarisasi Kalibrasi & >25% s.d 50% 4 
Instrumentasi >50% s.d 75% 5 

>75% s.d.100% 5 

Alat Perseniataan 
SenjataApi Overhaul >0% s .d . 25% 1 

>25% s.d 50% 2 
>50% s .d 75% 3 

>75% s.d.100% 4 

Persenjataan Non Renovasi >0% s .d . 25% 0 
SenjataApi >25% s.d 50% 0 

Il l >50% s.d 75% 1 
>75% s.d. 100% 1 

Senjata Sinar Overhaul >0% s .d . 25% 0 
>25% s.d 50% 0 

II >50% s .d 75% 0 
>75% s.d.100% 2 

Alat Khusus Kepolisian Overhaul >0% s .d . 25% 1 
>25% s.d 50% 1 

II >50% s .d 75% 2 
i >75% s.d.100% 2 
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ff 1 Persentase Penambahan 11 Renovasi/Restorasi/ overhaul 
URAIAN JENIS dari Nilai Perolehan (Diluar 

:Masa Manfaat 
~ (Tahun) 

! ~· i ' Penyusutan) 

Komouter 
Komputer Unit Overhaul >0% s .d . 25% 1 

>25%s.d 50% 1 
>50% s.d 75% 2 

>75% s.d.100% 2 

Peralatan Kompu ter Overhaul >0% s .d. 25% 1 
>25% s.d 50% 1 

ILi· >50% s.d 75% 2 
>75% s .d.100% 2 

Alat Eksolorasi 
Alat Eksplorasi Overhaul >0% s.d. 25% 1 

Topografi >25% s.d 50% 2 
II >50% s .d 75% 2 

>75% s.d.100% 3 

Alat Eksplorasi Overhaul >0% s.d. 25% 2 
Geofisika >25% s.d 50% 4 

1:1 >50% s .d 75% 5 
>75% s.d.100% 5 

Alat Pengeboran 
Alat Pengeboran Mesin Overhaul >0% s .d. 25% 2 

>25% s.d 50% 4 
>50% s.d 75% 6 

>75% s.d.100% 7 

A lat Pengeboran Non Renovasi >0% s.d. 25% 0 
Mesin >25% s.d 50% 1 

>50% s .d 75% 1 
>75% s.d.100% 2 

Alat Produksi 
Pengolahan dan 
Pemurnian 
Sumur Renovasi >0% s .d. 25% 0 

>25% s.d 50% 1 
>50% s.d 75% 1 

>75% s.d.100% 2 

Produksi Renovasi >0% s.d. 25% 0 
>25% s.d 50% 1 
>50% s.d 75% 1 

>75% s.d.100% 2 

Pengolahan dan Overhaul >0% s.d. 25% 3 
Pemurnian >25% s.d 50% 5 

>50% s.d 75% 7 
>75% s.d.100% 8 

Alat Bantu Exolorasi 
Alat Bantu Explorasi Overhaul >0% s.d. 25% 2 

>25% s.d 50% 4 
>50% s.d 75% 6 

>75% s.d.100% 7 

Alat Bantu Produksi Overhaul >0% s.d. 25% 2 
>25% s.d 50% 4 

II >50% s .d 75% 6 
>75% s.d .100% 7 

Alat keselamatan Keria 
Alat Deteksi Overhaul >0% s .d . 25% 1 
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' If! ' Persentase Penambahan 
-,ENIS 

Renovasi/Restorasi/Overhaul Masa Manfaat URAIAN d.ari Nilai .Perolehan (Diluar (Tahun) 
> Penyusutant 

~ 

>25% s.d 50% 2 
>50% s.d 75% 2 

>75% s.d.100% 3 

Alat Pelindung Renovasi >0% s .d. 25% 0 
11 

>25%s.d 50% 0 
Ill >50% s.d 75% 1 

>75% s.d. 100% 2 

Alat Sar Renovasi >0% s .d. 25% 0 
>25% s.d 50% 1 
>50% s.d 75% 1 

>75% s.d.100% 1 

Alat Kerja Penerbang Overhaul >0% s.d. 25% 2 
>25% s.d 50% 3 

'II >50% s.d 75% 4 
>75% s.d.100% 6 

Alat Peraga 
Alat Peraga Pelatihan Overhaul >0% s.d. 25% 2 
dan Percontohan >25% s.d 50% 4 

Ill >50%s.d 75% 5 
>75% s .d.100% 5 

I 

Peralatan Proses / ' 

Produksi 
Unit Peralatan Proses / Overhaul >0% s.d. 25% 2 
Produksi >25% s.d 50% 3 

>50% s.d 75% 4 
>75% s.d.100% 4 

Ram bu-ram bu 
Rambu-rambu Lalu Overhaul >0% s.d. 25% 1 
lintas Darat >25% s .d 50% 2 

Ill >50% s.d 75% 3 
>75% s .d.100% 4 

Rambu-rambu Lalu Overhaul >0% s .d. 25% 1 
lintas Udara >25% s.d 50% 2 

1,1 >50% s.d 75% 2 
>75% s .d .100% 4 

Rambu-rambu Lalu Overhaul >0% s .d. 25% 2 
lintas Laut >25% s.d 50% 5 

I I >50% s.d 75% 7 
>75% s.d.100% 9 

Peralatan Olah Raga 
Peralatan Olah Raga Overhaul >0% s .d. 25% 1 

>25% s.d 50% 1 

I 

>50% s.d 75% 2 
>75% s.d.100% 2 

I I 

Bangunan Gedung 
Bangunan Gedung Renovasi >0% s.d. 25% 5 
Tempat Kerja >25% s.d 50% 10 

II 
>50% s.d 75% 15 

>75% s.d.100% 50 

Bangunan Gedung Renovasi >0% s.d. 30% 5 
Tempat Tinggal >30% s.d 45% 10 

Ill >45% s .d 65% 15 
>65% 20 

Monumen 
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i~ Persentase Penambahan 

URAIAN JENIS 
Renovasi/Restorasi/ Overhaul Masa Manfaat 

,. l<x dari N~ ~ erolehan (Diluar (Tahu.n) 
" ~ P yusutan) • 

Candi/ Tugu Peringatan Renovasi >0% s .d. 30% 5 

/ Prasasti >30% s.d 45% 10 
11 >45% s.d 65% 15 

>65% 20 

Bangu nan Menara 
Bangunan Menara Renovasi >0% s .d. 30% 5 

Perambuan >30% s.d 45% 10 
II >45% s.d 65% 15 

>65% 20 

Tugu Titik Kontrol / 
Prasasti 
Tugu / Tanda ba tas Renovasi >0% s .d . 30% 5 

>30% s.d 45% 10 
II >45% s .d 65% 15 

>65% 20 

Jalan dan Jemba tan 
Jalan Renovasi >0% s.d. 30% 2 

>30% s.d 60% 5 
>60% s .d 100% 10 

Jembatan Renovasi >0% s .d. 30% 5 
>30% s .d 45% 10 

II >45% s.d 65% 15 
>65% 20 

Bangunan Air 
Bangunan Air Irigas i Renovasi >0% s.d. 5% 2 

>5% s .d 10% 5 
'I' >10% s.d 20% 10 

>20% 15 

Bangunan Penga iran Renovasi >0% s.d. 5% 2 
Pasang Surut >5% s.d 10% 5 

Ill >10% s.d 20% 10 
>20% 15 

Bangunan Renovasi >0% s .d . 5% 1 
Pengembangan Rawa >5% s.d 10% 3 
dan Polder l 'I >10% s .d 20% 5 

>20% 6 

' 
Bangunan Pengaman Renovasi >0% s.d. 5% 1 
Sungai/Pantai & >5% s.d 10% 2 
Penanggulangan Ill >1 0% s.d 20% 3 
Bencana a lam I >20% 4 

i 

Bangunan Renovasi >0% s .d . 5% 1 
Pengembangan Sumber >5% s.d 10% 2 
air dan Tanah >10% s .d 20% 3 

>20% 4 

Bangunan Air Ren ovasi >0% s .d . 30% 5 
Bersih/ Air Baku i >30% s.d 45% 10 

i >45% s .d 65% 15 
>65% 20 

Bangunan Air Kotor Renovasi >0% s .d. 30% 5 
>30% s.d 45% 10 
>45% s.d 65% 15 

>65% 20 

Instalasi 
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~ ~ 

' ' , Persentase Penambahan 

URAIAN ~-JENIS 
Renovasi/Restorasi/ Overhaul Masa Manfaat 

dari Nilai Perolehan (Diluar 

~J , Pf nyusutan) 
(Tahun) 

" 

Instalasi Air Bersih/ Air Renovasi >0% s.d. 30% 2 

balm >30% s.d 45% 7 
11 >45% s.d 65% 10 

>65% 15 

Instalasi Air Kotor Renovasi >0% s .d. 30% 2 
>30% s.d 45% 7 

I >45% s.d 65% 10 
>65% 15 

Instalasi Pengelolahan Renovasi >0% s.d. 30% 1 

Sampah >30% s.d 45% 3 
>45% s.d 65% 5 

>65% 7 

Instalasi Pengolahan Renovasi >0% s .d. 30% 1 
Bahan Bangunan >30% s.d 45% 3 

>45% s.d 65% 5 
>65% 7 

Instalasi Pembangkit Renovasi >0% s .d. 30% 5 
Listrik >30% s.d 45% 10 

>45% s.d 65% 15 
>65% 20 

Ins talasi gard u Lis trik Renovasi >0%s.d. 30% 5 
>30% s.d 45% 10 
>45% s.d 65% 15 

>65% 20 

Instalasi Pertahanan Renovasi >0% s.d. 30% 1 
>30% s.d 45% 3 
>45% s.d 65% 5 

>65% 6 

Instalasi gas Renovasi >0% s.d. 30% 5 
>30% s.d 45% 10 
>45% s.d 65% 15 

>65% 20 

Instalasi Pengaman Renovasi >0% s.d. 30% 1 
>30% s.d 45% 1 
>45% s.d 65% 3 

>65% 4 

Instalasi Lain Renovasi >0% s.d. 30% 1 
>30%s.d 45% 1 
>45%s.d 65% 3 

>65% 4 

Jaringan 
Jaringan air Minum Overhaul >0% s.d. 30% 2 

>30% s .d 45% 7 
1,1 >45% s.d 65% 10 

>65% 13 

J aringan Lis trik Overhaul >0% s .d. 30% 5 
>30%s.d 45% 10 
>45% s.d 65% 15 

>65% 20 

Jaringan Telepon ii Overhaul >0% s.d. 30% 2 
>30% s.d 45% 5 
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f l'I ' 
Piersentase Penambahan ~ Renovasi/Restorasi/ Overhaul 

i:~NIS 
MasaManfaat URAIAN darl N~Perolehan (Diluar (Tahun) 

~"' 'i>byusutan) 
' i'J . 

>45% s.d 65% 10 
>65% 15 

J aringan Gas Overhaul >0% s .d. 30% 2 
>30%s.d 45% 7 

II >45% s.d 65% 10 
>65% 13 

Alat Musik Overhaul >0% s .d . 25% 1 
Modern/Band >25% s.d 50% 1 

ii >50% s.d 75% 2 
>75% s.d 100% 2 

ASET TET AP DA LAM I RENOVASI 
Peralatan dan Mesin Overhaul >0% s.d. 100% 2 
dalam renovasi 
Gedung dan bangunan Renovasi >0% s.d. 30% 5 
dalam Renovasi >30% s.d 45% 10 

>45% s.d 65% 15 
Jaringan Irigasi dan Renovasi/ >0% s.d. 100% 5 
J aringan dalam Overhaul 
Renovasi 

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) 

32. Penilaian kembali ata revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena 

kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset 

berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan 

dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan 

pemerintah yang berlaku secara nasional. 

33. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai 

penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset 

tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran 

keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai 

tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas. 

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap 

34. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca 

dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika 

dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya 

35. dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/ sosial signifikan dimasa 

yang akan datang set lah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau 

dengan persetujuan PRD. 
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D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET TETAP 

1. Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam 

Cata tan atas Laporan Keuangan ( CaLK). 

2. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis 

aset tetap se bagai beriku t: 

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat 

( carrying amount); 

b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang 

menunjukkan: 

1) penambahan; 

2) pelepasan; 

3) akumulasi penyu utan dan perubahan nilai, jika ada; 

4) mutasi aset tetap lainnya. 

c. Informasi penyusutan, meliputi: 

1) Nilai penyusutan; 

2) Metode penyusutlan yang digunakan; 

3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 

4) nilai tercatat bru o dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir 

periode. 

3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah 

sebagai berikut: 

a. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional 

pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus 

disajikan di pos ase lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 

b. Jika penyelesaian engerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau 

melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum 

selesai tersebut dig longkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam 

pengerjaan sampai engan aset tersebut selesai dan siap dipakai. 

c. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang 

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar 

memberi manfaat e onomik di masa yang akan datang dalam bentuk 

kapasitas, mutu plioduksi, atau peningkatan standar kinerja, dan 

memenuhi nilai batasan kapitaiisasi harus ditambahkan pada nilai 

tercatat aset yang bersangkutan. 

d. Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (heritage 

assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan. 
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e. Beberapa aset berse arah juga memberikan potensi manfaat lainnya 

kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh 

bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk 

kasus tersebut, ase ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama 

seperti aset tetap lainnya. 

f. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus 

dieliminasi dari Nera,ca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

g. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila 

aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada 

manfaat ekonomik asa yang akan datang. Eliminasi aset tetap 

tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada 

dokumen bukti pendukung. 

h. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah 

tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset 

lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya ( carrying amount). 

i. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut 

dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang 

memungkinkan pen"laian kembali, maka aset tetap akan disajikan 

dengan penyesuaian; pada masing-masing akun aset tetap dan akun 

ekuitas. 

E. AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam 

proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun 

seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan 

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap 

lainnya yang proses perolehannya dan/ atau pembangunannya 

membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan 

melalui kontrak konstr ksi pada umumnya memerlukan suatu periode 

waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu 

periode akun tansi. 

2. Perolehan aset dapat d1lakukan dengan membangun sendiri ( swakelola) 

atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. 

3. Pengakuan Konstruksi alam Pengerjaan 

Suatu benda berwuj d harus diakui sebagai Konstruksi dalam 

Pengerjaan pada saat p nyusunan laporan keuangan jika: 



jdih.pemalangkab.go.id

102 

a. Besar kemungkinan ahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang 

berkaitan dengan as t tersebut akan diperoleh; dan 

b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan 

c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. 

4. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang 

dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat dalamjangka panjang dan oleh karenanya 

diklasifikasikan dalam aset tetap. 

5. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan 

sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai 

dengan kelom pok asetnya. 

6. Pengukuran dan pencatratan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar biaya 

perolehan. 

7. Nilai konstruksi yang di(kerjakan secara swakelola antara lain: 

a. Biaya yang berhubum.gan langsung dengan kegiatan konstruksi; 

b. Biaya yang dapat dtatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan 

dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut. 

8. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang 

bersangku tan. 

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi 

antara lain meliputi: 

a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia 

b. Biaya bahan yang di unakan dalam konstruksi 

c. Biaya pemindahan s ana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat 

lokasi pekerjaan 

d. Biaya penyewaan sai;-ana dan prasarana 

e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung 

berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana. 

f. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada 

umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi: 

1) Asuransi 

2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung 

berhubungan dengan konstruksi tertentu; 

3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan u ntuk kegiatan 

konstruksi yang bersangku tan seperti biaya inspeksi. 

9. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan 
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Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian 

permanen. Apabila sulatu KDP dihentikan pembangunannya untuk 

sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam 

neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan 

Atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP 

direncanakan untuk d"hentikan pembangunannya secara permanen, 

maka saldo KDP terseb t harus dikeluarkan dari neraca dan kejadian ini 

diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. 

F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 

1. Konstruksi dalam pengerjaan disajikan dineraca dalam kelompok aset 

tetap. 

2. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi 

Dalam Pengerjaan pad akhir periode akuntansi: 

a. Rincian kontrak onstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat 

penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; 

b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya; 

c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; 

d. Uang muka kerja y g diberikan; dan 

e. Retensi. 
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BAB XIII 

KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN 

A. DEFINISI DANA CADANGAN 

1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung 

kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 

dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

2. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan 

peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk 

peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan 

untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau 
I 

gedung olahraga. 

3. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. 

Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci 

menurut tujuan pembentukannya. 

B. PENGAKUAN DANA CADANGAN 

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke 

dana cadangan. 

C. PENGUKURAN DANA CADANGAN 

1. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang 

diklasifikasikan ke dana cadangan. 

2. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang 

bersangku tan. 

3. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang 

bersangku tan. 

4. Hasil-hasilyang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah 

daerah merupakan penambah Dana Cadangan. 

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA CADANGAN 

1. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. 

Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan ( CaLK). 

2. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat 

sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, 

kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme 

pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh 

dari pengelolaan terse but. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan ( CaLK). 
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BAB XIV 

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNY A 

A. DEFINISI ASET LAINNY A 

1. Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat 

diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap 

dan dana cadangan. 

2. Termasuk di dalam Ase Lainnya adalah : 

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran; 

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; 

c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga; 

d. Aset Tidak Berwujud; 

e. Aset Lain-lain. 

B. PENGAKUAN ASET LAINNiYA 

Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau 

kepenguasaannya berpind 

C. PENGUKURAN ASET LAINNYA 

Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar 

pada saat perolehan. 

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET LAINNYA 

Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non 

Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan ( CaLK). 

E. RINCIAN ASET LAINNY A 

1. TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN 

a. Definisi Tagihan Penjualan Angsuran 

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat 

diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran 

kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan 

angsuran antara lain adalah tagihan atas penjualan rumah dinas dan 

penjualan kendaraan dinas. 

b. Pengakuan Tagihan enjualan Angsuran 

Tagihan penjualan gsuran diakui saat transaksi penjualan aset 

tetap terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). 

Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran 

atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan aset tetap. 
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c. Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran 

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari 

kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah 

dikurangi dengan an suran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas 

umum daerah atau aftar saldo tagihan penjualan angsuran. 

d. Penyajian Tagihan Penjualan Angsuran 

Tagihan penjualan angsuran disajikan di Neraca pada kelompok aset 

lainnya dalam mata ang rupiah. 

e. Pengungkapan Tagilian Penjualan Angsuran 

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK) sehubungan dengan tagihan penjualan angsuran 

an tara lain: 

1) kebijakan akuntansi yang penting terkait dengan tagihan penjualan 

angsuran; 

2) rincian tagihan penjualan angsuran meliputi saldo awal, 

penambahan, pengurangan, dan saldo akhir; 

3) klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitur; dan 

4) informasi lain terkait tagihan penjualan angsuran. 

2. TUNTUTAN GANTI KE UGIAN DAERAH 

a. Definisi Tun tu tan Gan ti Kerugian Daerah 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah hak/klaim pemerintah 

daerah sebagai hasil dari proses tuntutan ganti kerugian terhadap 

pegawai negeri buk bendahara atau pejabat lain dengan tujuan 

untuk memulihkan kerugian daerah. 

b. Pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

Tuntutan Ganti Rug· diakui bila telah memenuhi kriteria: 

1) Telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab 

Mutlak (SKTJM); atau 

2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian 

Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti 

Rugi. 

c. Pengukuran Tuntut Ganti Kerugian Daerah 

Tuntutan Ganti erugian Daerah diukur sebesar nilai yang 

disepakati/ ditetapkan sebagai kerugian daerah yang harus diganti 

oleh pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian daerah 

berdasarkan nilai nominal dari Surat Keterangan Tanggung J awab 
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Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian 

Kerugian Sementara (SKP2K). 

d. Penyajian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah disajikan di Neraca pada kelompok 

aset lainnya dalam I ata uang rupiah. 

e. Pengungkapan Tunt tan Ganti Kerugian Daerah 

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK) sehubungan dengan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah antara 

lain: 

1) kebijakan akuntansi yang penting terkait tuntutan ganti kerugian 

daerah; 

2) jumlah nilai dan rincian tuntutan ganti kerugian daerah kepada 

pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian daerah; dan 

3) informasi lain terkait tuntutan ganti kerugian daerah. 

3. KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA 

a. Kemitraan adalah erjanjian antara dua pihak atau lebih yang 

mempunyai komit en untuk melaksanakan kegiatan yang 

dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/ atau hak usaha 

yang dimiliki. 

b. Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah: 

1) Aset Kerjasama/ emitraan adalah aset tetap yang dibangun atau 

digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/ 

kemitraan. 

2) Ban.gun, Guna, Serah-BGS (Build, Operate, Transfer - BOT) , adalah 

pemanfaatan tanah milik pemerin tah oleh pihak lain dengan 

mendirikan bangunan dan/atau saran.a, berikut fasilitasnya, 

kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka 

waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tan.ah 

beserta bangunan dan/atau saran.a, berikut fasilitasnya, 

diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya 

jangka waktu kerjasama BGS. 

3) Ban.gun, Serah, Guna - BSG (Build, Transfer, Operate - BTO) adalah 

pemanfaatan tanah milik pemerin tah oleh pihak lain dengan 

mendirikan bang nan dan/atau saran.a, berikut fasilitasnya, dan 

setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola 

barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut 

selamajangka waktu tertentu yang disepakati. 
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4) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik 

Negara oleh pih lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka 

peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber 

pembiayaan lainnya. 

5) Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana 

Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian 

kerjasama/kemitraan. 

c. Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga: 

1) Sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kemitraan, yaitu dengan 

perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya 

(kemitraan dengan pihak ketiga sewa). 

2) Aset Kerjasama/ emitraan pemanfaatan diakui pada saat terjadi 

perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan 

klasifikasi a set dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan. 

3) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/ atau sarana 

berikut fasilitasnJia, dalam rangka kerjasama BSG, diakui pada saat 

pengadaan/pemb gunan Gedung dan/atau sarana berikut 

fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk 

digunakan / dioperasikan. 

4) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya 

Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang 

dibangun oleh mi ra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada 

saat proses pembangunan selesai. 

5) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset 

kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas 

fungsional sebelur diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau 

Pengguna Barang. 

6) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada 

Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian 

dituangkan dalam berita acara serah terima barang. 

7) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan 

fasilitas hasil I kerjasama/kemitraan ditetapkan status 

penggunaannya oleh Pengelola Barang. 

8) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset 

Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya 

perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh 

Pengelola Barang. 
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d. Pengukuran Kemitraan dengan Pihak Ketiga: 

1) Aset yang diserahkan oleh pemerintah untuk diusahakan dalam 

kemitraan pihak ketiga sewa harus dicatat sebesar nilai bersih yang 

tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, 

dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. 

2) Aset yang diseralikan oleh pemerintah untuk diusahakan dalam 

kemitraan dengan pihak ketiga - kerja sama pemanfaatan harus 

dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau 

nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau 

paling berdaya uji 

3) Bangun, guna, s rah (BOS) dicatat sebesar nilai buku aset yang 

diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk 

membangun aset bangun, guna serah (BGS) tersebut. 

4) Bangun, serah, guna, (BSO) dicatat sebesar nilai perolehan aset 

yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan 

pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh 

pihak ketiga/inve tor untuk membangun aset tersebut. 

e. Penyajian Kemitraan dengan Pihak Ketiga: Kemitraan pihak ketiga 

disajikan dalam Nenaca pada jenis aset lainnya dalam mata uang 

rupiah. 

f. Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga: 

1) Hal-hal yang peFlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK) ehubungan dengan aset kemitraan dengan pihak 

ketiga sewa adalah rincian jenis dan nilai aset kemitraan dengan 

pihak ketiga - sewa serta informasi lain yang dianggap perlu. 

2) Hal-hal yang ~rlu diungkapkan sehubungan dengan aset 

kemitraan deng pihak ketiga-kerjasama pemanfaatan adalah 

rincian jenis an nilai aset kemitraan dengan pihak 

ketigakerjasama pemanfaatan serta informasi lain yang terkait 

dengan kemitrarur- dengan pihak ketiga-kerjasama pemanfaatan. 

3) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan aset 

kemitraan Bangun, Ouna, Serah adalah rincian jenis dan nilai aset 

kemitraan deng pihak ketiga bangun, guna serah (BOS), 

kebijakan pelaks aan bangun, guna serah (BOS) dengan pihak 

ketiga, serta informasi lain terkait aset kemitraan dengan pihak 

ketiga bangun, guna serah (BOS). 
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4) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan aset 

kemitraan bangu , serah, guna adalah rincian jenis dan nilai aset 

kemitraan deng pihak ketiga bangun, serah, guna (BSG), 

kebijakan pelaksanaan bangun, serah, guna (BSG) dengan pihak 

ketiga, serta infmmasi lain terkait aset kemitraan dengan pihak 

ketiga bangun, serah, guna (BSG). 

4. ASET TAK BERWUJUD 

a. Definisi 

Aset tidak adalah aset nonkeuangan yang dapat 

diidentifikasi dan ti ak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk 

digunakan dalam enghasilkan barang atau jasa atau digunakan 

untuk tujuan lainny termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh 

aset tak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya 

riset dan pengembangan aset tak berwujud dapat diperoleh melalui 

pembelian atau dap dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. 

b. Jenis Aset Tidak Berwujud adalah: 

1) Goodwill adalah elebihan nilai yang diakui oleh suatu Entitas 

akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. 

Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai Entitas 

berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan 

kepen tingan / saham dengan nilai buku kekayaan bersih 

perusahaan. 

2) Hak Paten, H Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya 

diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual a tau 

atas suatu pengetah uan teknis a tau suatu karya yang dapat 

menghasilkan manfaat bagi Entitas. Di samping itu dengan adanya 

hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset terse but dan 

membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya . 

3) Royalti adalah n"lai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima 

atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak 

dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan 

lain. 

4) Software komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak 

Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak 

terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini 

adalah yang dap digunakan di komputer lain. 
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5) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak 

Cipta yang diber kan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian 

pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak 

Kekayaan lntelektiual yang diberi perlindungan dalamjangka waktu 

dan syarat tertentu. 

6) Hasil Kajian/Pene1itian yang memberikan manfaat jangka panjang 

adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan 

manfaat ekonomis dan / a tau sosial dimasa yang akan datang yang 

dapat diiden tifikasi se bagai aset. 

7) Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakanjenis Aset Tidak Berwujud 

yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak 

Berwujud yang ada. 

8) Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan 

pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara 

internal yang jan ka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun 

anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal 

pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran 

yang telah terjact· dalam rangka pengembangan tersebut sampai 

dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak 

Berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset - work in progress), 

dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi 

menjadi Aset Tid Berwujud yang bersangkutan. 

c. Pengakuan Aset Tid Berwujud: 

1) pada saat manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau 

jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut 

akan mengalir kepada/dinikmati oleh Entitas. Manfaat ekonomi 

masa depan yang dihasilkan oleh aset tak berwujud dapat berupa 

pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, 

penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti 

pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat 

lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan aset tak berwujud. 

Manfaat sosial dapat berupa peningkatan kualitas layanan a tau 

keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan 

jumlah tenaga/ sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan 

suatu tugas dan fungsi; dan 
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2) Pada saat aset ti ak berwujud dihentikan dari penggunaan aktif 

pemerintah, maka aset tidak berwujud tersebut direklasifikasikan 

ke dalam aset lain-lain. 

3) Jika dan hanya jika dapat diidentifikasi dan biaya perolehan atau 

nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. 

d. Pengukuran Aset Tidak Berwujud: 

1) Aset Tidak Berwu·uct diukur dengan harga perolehan, yaitu harga 

yang harus dibayar Entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak 

Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud 

tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa 

datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan 

mengalir masuk kedalam Entitas tersebut. 

2) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian 

terdiri dari: 

a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah 

dikurangi dengan potongan harga dan rabat; 

b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam 

membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut 

dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh 

dari biaya yan dapat diatribusikan secara langsung adalah: 

(1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut 

dapat digunakan; 

(2) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset 

tersebut dapat digunakan; 

(3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat 

berf ungsi s cara baik. 

3) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal 

adalah: 

a) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang 

memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan 

yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria 

pengakuan. 

b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah 

diakui oleh Entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai 

bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian 

hari. 
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c) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan 

software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi 

adalah pengel aran tahap pengembangan aplikasi. 

4) A set yang meme uhi definisi dan syarat pengakuan A set Tidak 

Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat 

disajikan sebesar nilai wajar. 

5) Pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung 

terhadap Aset Tak Berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut 

dapat dikapitalisasi kedalam nilai Aset Tak Berwujud dimaksud. 

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap 

software komputer harus memenuhi salah satu kriteria: 

a) meningkatkan fungsi software; 

b) meningkatkan efisiensi software. Apabila perubahan yang 

dilakukan tid memenuhi salah satu kriteria di atas maka 

pengeluaran h us di anggap sebagai beban pemeliharaan pada 

saat terjadinya. 

6) ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam 

mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, 

pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. 

Be berapa keadaan dan alasan penghen tian ATB an tara lain adalah 

penjualan, pertulraran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB 

sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, 

penghentian ATB dilakukan. pada saat dilepaskan atau ATB 

tersebut tidak 1 i memiliki manfaat ekonomi masa depan yang 

diharapkan dari enggunaan atau pelepasannya. Pelepasan ATB di 

lingkungan peme intah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. 

Pemerintah dapaA: melakukan pemindahtanganan BMD yang di 

dalamnya termas k ATB dengan cara: 

a) dijual; 

b) dipertukarkan; 

c) dihibahkan; atau 

d) dijadikan penyertaan modal daerah. 

7) Apabila suatu A B tidak dapat digunakan karena ketinggalan 

jaman, tidak se uai dengan kebutuhan organisasi yang makin 

berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka 

ATB tersebut h ekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi 

masa depan, seh ngga penggunaannya harus dihentikan. Apabila 
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suatu ATB dihentlkan dari penggunaannya, baik karena dipindah­

tangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi 

memiliki manfaa ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang 

bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. 

Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan 

ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari 

pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai 

tercatat neto . 

a) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari 

penggunaan aktif pemerin tah direklasifikasi ke dalam A set Lain -

lain menurut ilai tercatatnya. 

b) Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap 

disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. 

c) Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling 

lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali 

ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan. 

e. Penyajian Aset Tid Berwujud: Aset Tetap Tak Berwujud disajikan 

dalam neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya sebesar nilai 

tercatatnyayaitu biaya perolehan aset tak berwujud terse but dikurangi 

akumulasi amortisasi. 

f. Pengungkapan Aset Tidak Berwujud: Hal-hal yang diungkapkan dalam 

Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai 

berikut: 

1) Masa manfaat dan metode amortisasi; 

2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak 

Berwujud; 

3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan 

akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak 

Berwujud. 

4) penghentian dan pelepasan aset tak berwujud; 

5) perubahan-perubahan dan alasan perubahan terhadap periode 

amortisasi atau metode amortisasi, dan; 

6) jika ada keberadaan aset tak berwujud yang dimiliki bersama. 
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5. ASET LAIN- LAIN 

a. Definisi 

Aset Lain-lain adal Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan 

dari penggunaan akff pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain­

lain. Hal ini dapat drsebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau 

aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses 

pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, 

penyertaan modal. 

b. Pengakuan Aset Lai 

Aset lain-lain diakui pada saat terjadinya reklasifikasi suatu aset ke 

aset lain-lain berupa set rusak berat/usang atau aset tetap yang tidak 

digunakan dalam op rasional /dari penggunaan aktif pemerintah. 

c. Pengukuran Aset Lain-lain 

Aset lain-lain diuku sebesar nilai buku aset yang direklasifikasi ke 

aset lain-lain berupa set rusak berat/usang atau aset tetap yang tidak 

digunakan dalam op rasional pemerintah. 

d. Penyajian Aset Lain- ain 

Aset lain-lain disajik di Neraca padajenis aset lainnya dalam mata 

uang rupiah. 

e. Pengungkapan Aset Lain-lain 

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan aset lain-lain 

adalah rincian jeni dan nominal aset lain-lain, faktor-faktor yang 

menyebabkan dilak kannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap 

yang dihentikan pe ggunaannya dan informasi relevan lain yang 

terkait aset lain-lain. 

6. AMORTISASI ASET LAINNY A 

a. Definisi 

1) Amortisasi adal pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap 

dalam jangka w tu tertentu pada setiap periode Akuntansi. 

2) Aset Lainnya d · akukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak 

Berwujud yang m miliki masa manfaat tak terbatas. 

b. Pengakuan amortisa~i aset lainnya dilakukan pada saat akhir periode 

akuntansi, saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau 

pada saat aset tersel:)ut akan dipindahtangankan kepemilikannya. 

c. Pengukuran Amortis si Aset Lainnya 

1) Pengukuran jum ah amortisasi dapat dilakukan dengan metode 

garis lurus. 
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2) Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, 

peraturan atau ko trak. 

3) Apabila masa manfaat amortisasi tidak dibatasi oleh ketentuan 

hukum, peraturan atau kontrak maka Amortisasi aset tak berwujud 

ditetapkan 4 (em at) tahun. 

d. Penyajian Amortisas· aset lainnya disajikan di Laporan Operasional 

pos beban penyus tan amortisasi dan neraca pos akumulasi 

amortisasi. 

e. Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya Amortisasi aset lainnya 

diungkapkan dalam neraca dalam akun Akumulasi Amortisasi yang 

akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu 

amortisasijuga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai 

Behan Amortisasi. 
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BAB XV 

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN /UT ANG 

A. DEFINISI KEWAJIBAN 

1. Kewajiban adalah u tang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya menga!kibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerin tah. 

2. Klasifikasi kewajiban 

a. Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan 

dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. 

b. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang perhitungan 

pihak ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, 

bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka , 

utang belanja, dan utangjangka pendek lainnya. 

c. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah 

Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan 

sejak tanggal pelaporan. 

d. Kewajiban jangka panjang antara lain terdiri dari utang kepada 

pemerintah pusat, utang kepada lembaga keuangan bank (LKB) , u tang 

kepada lembaga ke angan bukan bank (LKBB) , dan utang kepada 

masyarakat. 

B. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

1. Definisi 

Kewajiban J angka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan 

dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan. 

Yang termasuk kewajiban jangka pendek, sebagai berikut: 

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK); 

b. Utang Bunga; 

c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang; 

d. Pendapatan Diterim Dimuka; 

e. Utang Belanja; 

f. Utang Jangka Pende Lainnya. 

2. Pengakuan Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Pendek diaku i 

pada saat: 

a . Timbulnya kewajinan pemerintah daerah u ntuk melakukan 

pembayaran; atau 

b. penerimaan kas a tas barang/jasa yang belum diserahkan; atau 
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c. pengakuan belanja/beban pemerintah daerah yang belum dilakukan 

pembayaran; atau 

d. reklasifikasi atas bagian utang jangka panjang menjadi utang jangka 

pendek. 

3. Pengukuran Kewajiban Jangka Pendek 

a. Kewajiban Jangka Pendek diukur sebesar jumlah yang harus 

dibayarkan atau jurnlah kas yang diterima atau jumlah belanja/beban 

yang diakui atau jumlah utang jangka panjang yang direklasifikasi 

menjadi utangjangka pendek. 

b. Kewajiban Jangka Pendek dalam mata uang asing dijabarkan dan 

dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing 

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. 

4. Penyajian Kewajiban Jangka Pendek 

Kewajiban Jangka Pendek disajikan di Neraca pada kelompok Kewajiban 

Jangka Pendek dalam mata uang rupiah. 

5 . Pengungkapan Kewajiban Jangka Pendek 

Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan Kewajiban Jangka 

Pendek antara lain rincian jenis kewajiban jangka pendek, jumlah nilai 

masing-masing jenis kewajiban jangka pendek, informasi jumlah 

kewajiban yang direklasifikasi dari utang jangka panjang menjadi utang 

jangka pendek, penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah 

Bank Indonesia pada tanggal neraca, dan informasi lain yang terkait 

kewajiban jangka pendek. 

6. Rincian Kewajiban jangka Pendek 

a . Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 

1) Definisi Utang Pe hitungan Fihak Ketiga (PFK) 

a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK 

merupakan u g Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang 

disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong 

pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran BPJS kesehatan, Taspen, 

dan Taperum. 

b) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak 

lain (Kas Neg,ra cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, 

Bapertarum, dan BPJS) sejumlah yang sama dengan jumlah 

yang dipungut/dipotong. 
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2) Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara 

Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk 

pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta 

pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat 

terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). 

3) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah 

sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum 

Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang 

berkepen tingan 

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 

a) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera 

dibayar. Oleh arena itu terhadap utang semacam ini disajikan 

di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. 

b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo 

pungutan/pot ngan yang belum disetorkan kepada pihak lain. 

Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada 

laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. 

b. Utang Bunga (Accured Interest) 

1) Definisi Utang B nga (Accrued Interest) 

Utang Bunga a alah unsur biaya berupa bunga yang harus 

dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah 

mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat 

Perbendaharaan egara, utang jangka panjang yang berupa utang 

luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor 

perbankan, dan tangjangka panjang lainnya. 

Termasuk dalam elompok utang bunga adalah utang commitment 

fee, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok 

dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi 

belum ditarik ole debitur. 

2) Pengakuan Utang Bunga (Accrued Interest) 

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang 

berupa kewajiba bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan 

belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan 

berjalannya w u, tetapi demi kepral<:tisan diakui pada setiap 

akhir periode pel poran. 
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3) Bunga (Accrued Interest) 

a) Nilai yang die tumkan dalam neraca untuk akun ini adalah 

sebesar kewaji I an bunga atau commitment fee yang telah terjadi 

tetapi belum d bayar oleh pemerintah. 

b) Besaran kewadban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman 

biasanya din_:½ takan dalam persentase dan periode tertentu 

yang telah dis pakati oleh para pihak. 

c) Utang Bunga am mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan 

dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing 

urs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca 

4) Penyajian Utang unga (Accrued Interest) 

Utang bunga di jikan pada neraca kelompok kewajiban jangka 

pendek. 

5) Pengungkapan U g Bunga (Accrued Interest) 

Rincian utang ti nga maupun commitment fee untuk masing­

g diungkapkan pada Catatan atas Laporan 

Utang bunga maupun utang commitment fee 

diungkapkan dal CaLK secara terpisah. 

c. Bagian Lancar Utan~ Jangka Panjang 

1) Definisi Bagian L car Utang Jangka Panjang 

a) Bagian Lancrur Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang 

jangka panj e; baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar 

negeri yang an jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar 

dalam waktu Q (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. 

b) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah 

utang jangk panjang yang persyaratan tertentunya telah 

dilanggar sehir)gga kewajiban terse but menjadi kewajibanjangka 

pendek (paya~ e on demand). 

2) Pengakuan Bagi Lancar Utang Jangka Panjang 

Akun ini diakui ptda saat melakukan reklasifikasi pinjamanjangka 

jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan 

setelah tanggal n raca pada setiap akhir periode Akuntansi, kecuali 

bagian lancar ut gjangka panjang yang akan didanai kembali. 

3) Lancar Utang Jangka Panjang 

Nilai yang dicant kan di neraca untuk bagian lancar utangjangka 

panjang adalah ebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam 

waktu 12 (dua be as) bulan setelah tanggal neraca. 
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Dalam kasus ke jiban jangka pendek yang terjadi karena payable 

on demand, nilai ang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo 

utang jangka p ·ang beserta denda dan kewajiban lainnya yang 

harus ditanggun oleh peminjam sesuai perjanjian. 

4) Penyajian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 

Bagian Lancar U ang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai 

kewajiban jangka pendek 

5) Pengungkapan B ian Lancar Utang Jangka Panjang 

Hal-hal yang di 1ngkapkan seh u bungan dengan Bagian Lan car 

Utang Jangka P jang antara lain rincian Bagian Lancar Utang 

untuk masing-masing jenis utang/pemberi 

pinjaman, rinci utang jangka panjang, denda, dan kewajiban 

lainnya atas p anggaran kontrak pinjaman jangka panjang 

sehingga menim lkan payable on demand, penjabaran mata uang 

asing menggun an kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 

neraca, dan info masi lain terkait Bagian Lancar Utang Jangka 

Panjang. 

d. Pendapatan Diterim Dimuka 

1) Definisi Pendapa Diterima Dimuka 

Pendapatan Dite ma Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena 

adanya kas yan telah diterima tetapi sampai dengan tanggal 

neraca seluruh a rau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh 

Pemerintah Daer kepada pihak lain. 

2) Pengakuan Pend patan Diterima Dimuka 

Pendapatan Dite ima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul 

klaim pihak keti~a kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang 

telah diterima i pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan 

emerintah Daerah. 

3) apatan Diterima Dimuka 

4) 

Nilai yang die umkan dalam neraca untuk akun ini adalah 

sebesar 

Pemerintah 

neraca. 

barang/jasa yang belum diserahkan oleh 

kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal 

Pendapatan Dite ima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka 

pendek di nera a. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dan 
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Informasi lain te kait Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan 

dalam Cata tan an s Laporan Keuangan ( CaLK). 

e . Utang Belanja 

1) Definisi Utang B 

a) Utang Belanj adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul 

karena Entita mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa 

dari pihak k tiga yang pembayarannya akan dilakukan di 

kemudian h atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan 

pembayaran. 1 alam klasifikasi utang beban ini termasuk di 

dalamnya ad I utang kepada pihak ketiga (Account Payable). 

b) Utang Belanj ini pada umumnya terjadi karena: 

( 1) Adan ya be an yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai 

dengan 

dengan t 

perundang-undangan tetapi sampai 

al pelaporan belum dilakukan pembayaran. 

(2) Pihak keti: a memang melaksanakan praktik menyediakan 

barang at . u jasa dimuka dan melakukan penagihan di 

belakang. ebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, 

oleh masing-masing perusahaan untuk 

ditagih oleh yang bersangkutan kepada 

u pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan 

(3) Pihak keti melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau 

peralatan, i mana fasilitas atau peralatan tersebut telah 

diselesaik I sebagaimana dituangkan dalam berita acara 

ekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan 

tanggal pel poran belum dibayar. 

(4) Pihak keti menyediakan barang atau jasa sesuai dengan 

perjanjian etapi sampai dengan tanggal pelaporan belum 

dibayar. 

2) Pengakuan Utan Belanja 

Utang Beban di ui pada saat: 

a) peraturan perundang-undangan sudah terjadi 

tetapi sampai engan tanggal pelaporan belum dibayar. 

b) Terdapat kiai pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk 

surat penagih atau invoice, kepada Pemerintah Daerah terkait 

penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan 

pembayarann a oleh Pemerintah Daerah. 
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c) Barang yang ibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau 

pada saat b g sudah diserahkan kepada perusahaan jasa 

pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal 

m dibayar. 

3) Pengukuran Ut 

N ilai yang die 

Belanja 

neraca untuk akun ini adalah 

sebesar beban y g belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai 

perjanjian atau p rikatan sampai dengan tanggal neraca. 

4) Penyajian dan pe gungkapan Utang Belanja 

1) 

2) 

Utang Beban dis 'ikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka 

pendek dan rinci 

diungkapkan dal 

Definisi Utang J 

Utang J angka Pe 

diklasifikasikan 

se bagaimana tel 

nya beserta informasi lain terkait utang beban 

Ca tatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

gka Pendek Lainnya 

dek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat 

dalam klasifikasi utang jangka pendek 

didefinisikan sebelumnya. 

Jangka Pendek Lainnya 

Pengakuan ut jangka pendek lainnya pada saat terdapat 

untuk pendapatan yang bukan menjadi hak 

pemerintah daer sampai dengan berakhirnya periode akuntansi. 

3) Pengukuran Ut Jangka Pendek Lainnya 

Pengukuran ata utang jangka pendek lainnya sebesar nilai kas 

yang tidal<: menj i hak pemerintah daerah sampai dengan akhir 

atau tanggal pelaporan. 

4) Penyajian dan Pe gungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya Utang 

jangka pendek 1 ·nnya disajikan dalam neraca pada kelompok 

pendek dan diungkapkan catatan atas laporan 

keuangan. 

C. KEWAJIBAN JANGKA PA JANG. 

1. Definisi 

a. Kewajiban jangka anjang adalah semua kewajiban pemerintah 

daerah yang waktu · tuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal 

pelaporan. 

b. Kewajiban jangka anjang biasanya muncul sebagai akibat dari 

pembiayaan yang di ukan oleh pemerintah daerah untuk menutup 

defisit anggarannya. 
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c. Kewajiban jangka p , jang terdiri dari utang dalarn negeri. 

2. Pengakuan kewajiban J gka Panjang 

a. Kewajiban jangka diakui pada saat timbulnya kewajiban 

pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran dalarn jangka 

waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan atas penerimaan 

kas atau barang/ jas pada saat ini atau pada waktu yang telah lalu. 

b . Atas bunga dari pok k kewajibanjangka panjang diakui sebagai Utang 

Bunga pada kelomp k Kewajiban Jangka Pendek. 

3. Pengukuran Pengaku 

a. Kewajiban Jangka 

a tau u tang yang h 

jatuh tempo. 

b. Kewajiban Jangka 

menggunakan kurs 

4 . Penyajian kewajiban J 

a. Kewajiban Jangka 

rupiah. 

b. Apabila terdapat b 

dibayarkan, maka 

kelompok Kewajib 

5. Pengungkapan kewajib 

Hal-hal yang diungk 

kewajiban Jangka Panjang 

jang diukur sebesar jumlah pokok kewajiban 

s dibayarkan oleh pemerintah daerah pada saat 

jang dalarn mata uang asing dijabarkan dan 

ata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing 

ngah Bank Indonesia pada tanggal neraca 

gka Panjang 

anjang disajikan di Neraca dalarn mata uang 

ga atas kewajiban jangka panjang yang belum 

isajikan di Neraca sebagai Utang Bunga pada 

Jangka Pendek. 

J angka Panjang 

kan sehubungan dengan Kewajiban Jangka 

Panjang antara lain jen dan besaran nominal masing-masing kewajiban 

jangka panjang, rin an bagian kewajiban jangka panjang yang 

direklasifikasi menjadi ewajiban jangka pendek, penjabaran mata uang 

asing menggunakan k rs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca, 

dan informasi lain terk ·t Kewajiban Jangka Panjang. 

6. Rincian Kewajiban Jan · ka Panjang 

a . Utang Kepada Peme ·ntah Pusat 

1) Definisi Utang K ada Pemerintah Pusat 

Utang Kepada emerintah Pusat adalah semua kewajiban 

pemerintah daer kepada pemerintah pusat yang waktu jatuh 

temponya lebih d i 12 bulan sejak tanggal pelaporan. 

2) Pengakuan Utan Kepada Pemerintah Pusat 

Utang Kepada merintah Pusat diakui pada saat timbulnya 

kewajiban peme ntah daerah kepada pemerintah pusat untuk 
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melakukan pemb yaran dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan 

sejak tanggal pel poran atas penerimaan kas atau barang/jasa 

pada saat ini ata pada waktu yang telah lalu. 

Atas bunga dari pokok Utang Kepada Pemerintah Pusat diakui 

sebagai Utang Bu ga pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek. 

Kepada Pemerintah Pusat 

Utang Kepada P merintah Pusat diukur sebesar jumlah pokok 

kewajiban atau tang yang harus dibayarkan oleh pemerintah 

daerah kepada pe erintah pusat pada saatjatuh tempo. 

4) Penyajian Utang epada Pemerintah Pusat 

Utang Kepada Pe , erintah Pu sat disajikan di Neraca pada kelompok 

Kewajiban Jang Panjang dalam mata uang rupiah. Apabila 

terdapat bunga a: as Utang Kepada Pemerintah Pusat yang belum 

dibayarkan, mak disajikan di Neraca sebagai Utang Bunga pada 

kelompok Kewaji an Jangka Pendek. 

5) Pengungkapan U g Kepada Pemerintah Pusat 

Hal-hal yang di ngkapkan sehubungan dengan Utang Kepada 

Pemerintah Pusa antara lain jenis dan besaran nominal masing­

masing Utang K pada Pemerintah Pusat, rincian bagian lancar 

utang jangka p ·ang dari Utang Kepada Pemerintah Pusat yang 

direklasifikasi me jadi kewajibanjangka pendek, dan informasi lain 

terkait Utang Kep da Pemerintah Pusat. 

b. Utang Kepada Lemb ga Keuangan Bank 

1) Definisi Utang Ke ada Lembaga Keuangan Bank 

Utang kepada le baga keuangan bank adalah semua kewajiban 

pemerin tah daer kepada lem baga keuangan bank yang waktu 

jatuh temponya 1 bih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. 

2) Pengakuan Utan Kepada Lembaga Keuangan Bank 

Utang Kepada L mbaga Keuangan Bank diakui pada saat kas 

g kas umum daerah atau timbulnya kewajiban 

kepada lembaga keuangan bank untuk 

melakukan pemb yaran dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan 

sejak tanggal pe poran atas penerimaan kas atau barang/jasa 

pada saat ini ata pada waktu yang telah lalu. 

Atas bunga dari okok Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank 

diakui sebagai 1 ai1g Bunga pada kelompok Kewajiban Jangka 

Pendek. 
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3) Pengukuran Ut Kepada Lembaga Keuangan Bank 

Utang Kepada L pibaga Keuangan Bank diukur sebesar jumlah 

pokok kewajib atau utang yang harus dibayarkan oleh 

pemerintah daer kepada Lembaga Keuangan Bank pada saat 

jatuh tempo . 

Utang Kepada L baga Keuangan Bank dalam mata uang asing 

nyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran 

mata uang asing enggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada 

tanggal neraca. 

4) Penyajian Utang epada Lembaga Keuangan Bank 

Utang Kepada Le baga Keuangan Bank disajikan di Neraca pada 

kelompok Kewaji an Jangk_a Panjang dalam mata uang rupiah. 

Apabila terdapat bunga atas Utang Kepada Lembaga Keuangan 

Bank yang belu dibayarkan, maka disajikan di Neraca sebagai 

Utang Bunga pa kelompok Kewajiban Jangka Pendek. 

g Kepada Lembaga Keuangan Bank 5) Pengungkapan U 

Hal-hal yang di ngkapkan sehubungan dengan Utang Kepada 

Bank antara lain j enis dan besaran nominal 

masing-masing tang Kepada Lembaga Keuangan Bank, rincian 

bagian lancar ut g jangka panjang dari Utang Kepada Lembaga 

Keuangan Bank yang direklasifikasi menjadi kewajiban jangka 

pendek, penjab mata uang asing menggunakan kurs tengah 

Bank Indonesia ada tanggal neraca, dan informasi lain terkait 

Utang Kepada Le baga Keuangan Bank. 

c. Utang Kepada Lemb ga Keuangan Bukan Bank 

1) Definisi Utang K ada Lembaga Keuangan Bukan Bank 

Utang Kepada mbaga Keuangan Bukan Bank adalah semua 

kewajiban peme I tah daerah kepada Lembaga Keuangan Bukan 

Bank yang wakt ·atuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal 

pelaporan. 

2) Pengal{uan Utan Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 

a) Utang Kepada · embaga Keuangan Bukan Bank diakui pada saat 

kas diterima i rekening kas umum daerah atau timbulnya 

kewajiban pe erintah daerah kepada lembaga keuangan bank 

an pembayaran dalam jangka waktu lebih dari 

12 bulan sej tanggal pelaporan atas penerimaan. kas atau 

barang/jasa p da saat ini atau pada waktu yang telah lalu. 
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b) Atas bunga d i pokok Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan 

Bank diakui ebagai Utang Bunga pada kelompok Kewajiban 

J angka Pen de . 

3) Pengukuran Ut g Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 

a) Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank diukur sebesar 

jumlah pokok ewajiban atau utang yang harus dibayarkan oleh 

pemerintah d erah kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 

pada saat jat tempo. 

b) Utang Kepad . Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam mata 

barkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

ta uang asing menggunakan kurs tengah Bank 

Indonesia pa tanggal neraca. 

4) Penyajian Utang epada Lembaga Keuangan Bukan Bank 

a) Utang Kepad Lembaga Keuangan Bukan Bank disajikan di 

Neraca pada elompok Kewajiban Jangka Panjang dalam mata 

uang rupiah. 

b) Apabila terda at bunga atas Utang Kepada Lembaga Keuangan 

Bukan Bank g belum dibayarkan, maka disajikan di Neraca 

sebagai Utang Bunga pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek. 

5) Pengungkapan U ang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 

6) Hal-hal yang di ngkapkan sehubungan dengan Utang Kepada 

Lembaga Keuan Bukan Bank antara lain jenis dan besaran 

nominal masing- asing Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan 

Bank, rincian b gian lancar utang jangka panjang dari Utang 

Kepada Lembag Keuangan Bukan Bank yang direklasifikasi 

menjadi kewajib jangka pendek, penjabaran mata uang asing 

menggunakan k rs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca, 

dan informasi lai terkait Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan 

Bank. 

d. Utang Kepada Masy akat 

1) ada Masyarakat 

Utang Kepada 

daerah kepada 

12 bulan sejak t 

Termasuk di d 

Obligasi. 

syarakat adalah semua kewajiban pemerintah 

syarakat yang waktu jatuh temponya lebih dari 

Masyarakat adalah Utang 
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2) Pengakuan Utan Kepada Masyarakat 

Utang Kepada asyarakat diakui pada saat kas diterima di 

rekening kas u I m daerah atau penjualan obligasi pemerintah 

daerah kepada syarakat . 

. okok Utang Kepada Masyarakat diakui sebagai 

Utang Bunga pa kelompok Kewajiban Jangka Pendek. 

3) Pengukuran Ut Kepada Masyarakat 

Utang Kepada Masyarakat diukur sebesar jumlah pokok 

kewajiban atau n ai nominal obligasi ataujumlah utangyang harus 

dibayarkan oleh emerintah daerah kepada masyarakat pada saat 

jatuh tempo. 

4) Penyajian Utang epada Masyarakat 

a) Utang Kepad Masyarakat disajikan di Neraca pada kelompok 

Kewajiban J ka Panjang dalam mata uang rupiah. 

b) Apabila terda at bunga atas Utang Kepada Masyarakat yang 

belum dibay kan, maka disajikan di Neraca sebagai Utang 

Bunga pada k lompok Kewajiban Jangka Pendek. 

5) Pengungkapan U g Kepada Masyarakat 

ngkapkan sehubungan dengan Utang Kepada 

Masyarakat ant a lain jenis dan besaran nominal masing-masing 

U tang Kepada asyarakat, premi a tau diskon to atas o bligasi 

kepada masyar at, rincian bagian lancar utang jangka panjang 

dari Utang Ke da Masyarakat yang direklasifikasi menjadi 

kewajiban jangk pendek, dan informasi lain terkait Utang Kepada 

Masyarakat. 
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BAB XVI 

N AKUNTANSI EKUITAS 

bersih Pemerin tah Daerah yang meru pakan 

kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal 

2. Saldo ekuitas di Nerac berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan 

Perubahan Ekuitas (LP ). 

3. Saldo Ekuitas beras 

Surplus/Defisit LO 

persediaan, selisih ev 

Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh 

peru bahan lainnya seperti koreksi nilai 

asi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam 

4 . Akun ekuitas menurut ebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk 

Dikonsolidasikan dan kuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam 

Peraturan Menteri Dal Negeri Nomor 64 Tahun 2013. 

5. Akun Ekuitas untuk D' onsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K 

SKPKD (Rekening Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) 

diakomodasi pada rinc akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal 

ini dilakukan dengan ertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening 

Koran Satuan Kerja Pe angkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk 

Dikonsolidasikan sehi a sebagai lawan dari akun aset adalah akun 

kewajiban. 

6. Dengan tidak diakomo sinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan 

Ekuitas SAL maka Lap ran Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai 

ekuitas yang sebenarn 

B. PENGAKUAN EKUITAS 

Pengakuan ekuitas berdas kan saat pengakuan aset dan kewajiban. 

C. PENGUKURAN EKUITAS 

1. Pengukuran atas eku tas berdasarkan pengukuran atas aset dan 

kewajiban. 

2. Pengukuran kewajib untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai 

yang terjadi. 

3. Kewajiban untuk diko olidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama 

dengan Aset untu dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan 

penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling 

mengeliminasi. 
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D. PENYAJIAN EKUITAS 

Ekuitas disajikan dalam N raca dan laporan perubahan ekuitas. 

E. PENGUNGKAPAN EKUIT 

Hal hal yang dapat dijelas 

dirinci sebagai berikut: 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

1. Informasi terkait deng saldo awal, jumlah surplus/ defisit LO; 

2. Rincian atas koreksi ek itas yang terjadi dari koreksi nilai persediaan; 

3. Selisih revaluasi Aset T ap, dan koreksi lainnya; dan 

4. Informasi lain terkait d 
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BAB XVII 

AKUNTANSIPENDAPATAN 

A. PENDAPATAN - LO 

1. DEFINISI 

a. Pendapatan-LO ad hak Pemerin tah Daerah yang diakui se bagai 

b. 

C. 

penambah ekuitas d am periode tahun anggaran yang bersangkutan 

dan tidak perlu dib ar kembali. 

Pendapatan-LO 

Klasifikasi men uru t 

dikelompokkan men 

asli daerah, penda 

Pendapatan Non-0 

pendapatan terse bu 

Pendapatan - LO te 

1) Pendapatan Asli 

asifikasikan menurut sumber pendapatan. 

sumber pendapatan untuk Pemerintah Daerah 

rut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan 

lain-lain pendapatan yang sah, 

Pos Luar Biasa. Masing-masing 

diklasifikasikan men uru t j enis pendapatan. 

2) Pendapatan Tran fer- LO; 

3) tan yang Sah - LO; 

4) Pendapatan Non perasional - LO; dan 

5) Pos Luar Biasa - 0. 

2. PENGAKUAN 

a. Pendapatan -LO di i pada saat: 

a. s pendapatan ( earned) atau; 

b. Pendapatan dire isasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi 

( realized) . 

b. Pada saat timbulny hak atas pendapatan diartikan bahwa: 

1) Pendapatan-LO g diperoleh berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan s bagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah 

selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih 

pendapatan/imb 

2) Dalam hal bad layanan umum, pendapatan diakui dengan 

mengacu pada p raturan perundangan yang mengatur mengenai 

badan layanan u um. 

c. Pendapatan-LO yan diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak 

yang telah diteriml oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu 

adanya penagihan. 

d. Bila dikaitkan deng penerimaan kas maka pengakuan Pendapatan­

LO dapat dilakukan engan 3 (tiga) kondisi yaitu: 
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1) Pendapatan-LO akui sebelum penerimaan kas; 

2) Pendapatan- LO akui bersamaan dengan penerimaan kas; dan 

3) Pendapatan-LO akui setelah penerimaan kas. 

e. Dapat diuraikan seb gai berikut : 

1) Pendapatan-LO "akui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan 

apabila dalam proses transaksi pendapatan daerah terjadi 

antara penetapan hak pendapatan dan 

penerimaan kas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan 

lebih dulu, mak pendapatan-LO diakui pada saat terbit atau 

diterimanya dok en penetapan walaupun kas belum diterima 

2) Pendapatan - LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat 

dilakukan apabil dalam hal proses transaksi TAK BERWUJUD 

penetapan hak 

pendapatan dil 

ndapatan dan penerimaan kas/ penetapan hak 

kan bersamaan dengan diterimanya kas, maka 

iakui pada saat kas diterima. 

3) Kebijakan Aku ansi terkait pengakuan pendapatan - LO 

penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas 

transaksi deng ertimbangan: 

a) Ketidakpasti jumlah penerimaan yang cukup tinggi 

Beberapa je s penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian 

jumlah pen patannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai 

b) 

dengan 

transaksi 

kehati-hatian serta prinsip pengakuan 

dilakukan secara konservatif, maka atas 

g mempunyai perbedaan waktu antara 

pengakuan endapatan dan penerimaan kas tersebut dapat 

dilakukan p lakuan Akun tansi pengakuan pendapatan secara 

at diterimanya kas. 

umen penetapan 

dapatan tidak memerlukan dokumen penetapan 

dan retribusi daerah dengan sistem self 

assesment a u dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi 

Akuntansi s pai kas diterima, maka atas transaksi tersebut 

an perlakuan Akuntansi pengakuan pendapatan 

samaan saat diterimanya kas. 

c) Selain perti bangan di atas, pengakuan pendapatan yang 

dilakukan b samaan dengan penerimaan kas didasarkan atas 
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kepraktisan dan pertim bangan biaya dan 

manfaat. 

4) Pendapatan-LO penerimaan kas dapat dilakukan 

apabila dalam h proses transaksi pendapatan daerah terjadi 

perbedaan waktu an tara penetapan hak pendapatan daerah dan 

penerimaan kas 

namun penetap 

Pendapatan- LO 

pendapatan. 

erah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, 

pengakuan pendapatan belum terjadi, maka 

akui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan 

3. PENGUKURAN PENDA ATAN-LO 

a. Pendapatan-LO di ·1ai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 

membukukan pend atan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya 

(setelah dikompensa ikan dengan beban). 

b. ngurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) 

bersifat variabel ter adap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di 

estimasi terlebih d lu dikarenakan proses belum selesai, maka asas 

bru to dapat dikecu 

4. PENYAJIAN DAN PEN UNGKAPAN PENDAPATAN-LO 

Pendapatan-LO disajik dalam Laporan Operasional (LO). pendapatan­

LO dijelaskan dalam atatan atas laporan Keuangan (CaLK) dengan 

rincian se bagai beriku t 

a. penjelasan mengen pendapatan yang pada tahun pelaporan yang 

bersangkutan terjad hal-hal yang bersifat khusus; dan 

b. Informasi lainnya y g dianggap perlu. 

5. PENDAPATAN ASLI D RAH-LO 

a. Definisi Pendapatan sli Daerah - LO 

1) Pendapatan Asr Daerah (PAD)-LO adalah pendapatan yang 

diperoleh Daera berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan 

peraturan perun ang-undangan yang diakui sebagai penambah 

ekuitas dalam p riode tahun anggaran yang bersangkutan dan 

tidak perlu dibay kembali. 

2) (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, 

Retribusi Daer , Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

ain -lain PAD yang Sah. 

b. Asli Daerah-LO 

1) Pendapatan Asli diakui pada saat telah menjadi hak 

bagi Pemerin tah aerah. 
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2) Jika dihubungk dengan penerimaan kas pengakuan atas 

Pendapatan Asl' Daerah-LO dilakukan sebagaimana kondisi 

beriku t ini: 

a) Pendapatan A li Daerah - LO diakui sebelum penerimaan kas. 

Kondisi ini te ·acti pada saat hak Pemerintah Daerah sudah 

terjadi meskiP, n kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada 

saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan 

Retribusi mau un terbitnya Bukti Memorial Lainnya. 

b) Pendapatan A li Daerah-LO diakui bersamaan penerimaan kas. 

Kondisi ini te ·acti pada beberapa pendapatan asli daerah-LO 

yang tidak a a dokumen penetapan sehingga dapat diakui 

bersamaan de gan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui 

dengan berda arkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan 

Kas, Surat T da Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran 

pendapatan 1 nya yang sah. 

c) Pendapatan A li Daerah - LO diakui setelah penerimaan kas. 

Kondisi ini te 'adi ketika pendapatan asli daerah - LO belum 

menjadi hak p da periode Akuntansi namun kas sudah diterima . 

Kondisi ini 'akui berdasarkan Nota Kredit, Surat Tanda 

Setoran, atau Bukti lain yang sah. Bukti Memorial, atau pun 

dokumen lain ya yang sah. 

d) Pengakuan y g dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan 

penerimaan memperhatikan perlakuan Akuntansi 

(accounting tr, tment) pada akhir periode Akuntansi atau pada 

saat penyus keuangan agar hak yang disajikan 

dalam Lapor Keuangan wajar, tidak disajikan kurang saji 

aupun lebih saji (overstated). 

3) Pengakuan per j is Pendapatan Asli Daerah-LO dapat diuraikan 

se bagai beriku t : 

a) Pendapatan P 

(1) Pendapata Pajak Daerah yang jumlah pajaknya d ihitung 

sendiri ole wajib pajak ( self assessment) seperti Pajak Hotel, 

Pajak Rest ran, Paja.1<: Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, 

Pajak Par , Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan 

BPHTB, ndapatan LO diakui bersamaan dengan 

penerima kas. berdasarkan bukti setoran seperti Bukti 
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Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta 

pendapatan lainnya yang sah. 

(2) Pendapat Pajak Daerah yang jumlah pajaknya ditetapkan 

oleh Pemer' tah Daerah (official assessment) seperti Pajak 

Reklame, P dak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan Perkotaan (PB P2), Pendapatan LO diakui 

pada saat t rbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, maupun 

terbitnya B kti Memorial Lainnya. 

b) Pendapatan R ribusi Daerah-LO 

arakteristik retribusi, secara umum pendapatan 

retribusi-LO ketika pembayaran telah diterima 

Bendahara P erimaan/Petugas Pemungut atau Kas Daerah 

kecuali untuk Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan 

atas suatu pe yanan yang telah selesai diberikan diakui pada 

saat timbuln hak untuk menagih imbalan yaitu setelah 

annya barang atau jasa dari Pemerintah Daerah 

ketiga. Con toh dari Pendapatan -LO ini adalah 

pendapatan g diterima dari biaya pengurusan dokumen 

perijinan sep 1MB. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 

dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan 

prinsip terhi unnya (accrned) pendapatan. 

c) Hasil Pengelol an Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO 

Pendapatan viden diakui ketika telah terbit pengumuman 

a BUMD serta pengumuman pembagian laba 

iterima oleh Pemerintah Daerah. 

d) kekayaan daerah yang tidak dipisahkan - LO 

(1) Lain-lain D yang Sah-LO melalui Penetapan PAD yang 

masuk ke am kategori ini adalah Tun tu tan Gan ti Kerugian 

Daerah. 

Pendapat tersebut diakui ketika telah 

diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait. 

(2) Lain-lain P D yang Sah-LO tanpa Penetapan 

asuk ke dalam kategori ini antara lain hasil 

penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, 

Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, 

Potongan Selisih Nilai Tukar Rupiah , Pendapatan dari 

Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum , 
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Pendapat dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, 

Pendapat dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari 

Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas 

Keterlamba an Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda 

Pajak, dan endapatan Denda Retribusi, Lain-lain PAD yang 

Sah-LO t a Penetapan Lainnya. 

pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait 

telah mel kan pembayaran langsung ke RKUD. 

e) ang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan 

sil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga 

tidak menun kan kewajibannya. Pengakuan pendapatan ini 

dilakukan p a saat dokumen eksekusi yang sah telah 

diterbitkan. Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan 

dengan perj jian sewa diakui berdasarkan prinsip 

(accrued) pendapatan. 

f) ndapatan Asli Daerah - LO 

Pengukuran ndapatan Asli Daerah-LO diukur sesuai jumlah 

hak Pemerin ah Daerah atas pendapatan tersebut yang 

dilakukan be asarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih 

biaya-biaya un tuk mendapatkannya. 

g) Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah - LO 

Pendapatan sli Daerah - LO disajikan dalam Laporan 

Operasional 0) . Dan diungk:apkan beserta Informasi lain 

terkait yang dianggap perlu dalam Catatan atas Laporan 

ciannya dijelaskan dalam CaLK. 

ER- LO 

a . Definisi Pendapat Transfer - LO 

1) Pendapatan Tr fer-LO adalah pendapatan yang bersumber dari 

pendapatan AP N yang dialokasikan kepada Daerah untuk 

mendanai keb 

DesentraJisasi. 

2) Alokasi Pendap 

ditetapkan de 

Pajak/Bukan P 

Khusus-LO dan 

Daerah dalam rangka pelaksanaan 

tan Transfer-LO untuk Pemerintah Daerah 

an Peraturan Tentang Dana Bagi Hasil 

ak-LO, Dana Alokasi Umum-LO, Dana Alokasi 

ana Penyesuaian - LO bagi (yang diterbitkan tiap 

tahun) dan didis ibusikan setiap periode berdasarkan Nota Kredit 

dari Bank. 
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b. Pengakuan Pendapa Transfer-LO 

1) Pengakuan Pend atan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk 

ke Rekening Kas 

2) Pengakuan Pend atan Transfer- LO hanya dilakukan di SKPKD. 

c. Pengukuran Pendap tan Transfer - LO 

Pengukuran Pendap tan Transfer-LO dilakukan berdasarkan jumlah 

yang diterima di RK D. 

d. Penyajian Pendapat Transfer - LO 

Pendapatan Transfe - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). 

e. Pengungkapan Pend patan Transfer - LO 

informasi lain terkait 

yang dianggap perlu ij elaskan dalam CaLK. 

7. LAIN-LAIN PENDAPAT YANGSAH-LO 

dapatan yang Sah - LO a. 

b. 

C. 

Lain-lain Pendapat yang Sah -LO adalah seluruh pendapatan daerah 

1i Daerah -LO dan Pendapatan Transfer - LO. selain Pendapatan 

Lain-lain Pendapat yang Sah - LO terdiri dari: 

-LO; 1) Pendapatan Hib 

2) Dana Darurat-L 

3) Pendapatan Lain 

Pengakuan Lain -lai Pendapatan yang Sah-LO 

1) 

2) 

3) 

Pengakuan Lain 

pendapatan ini 

yang sum ber d 

pusat yang 

pendapatan 

Daerah / sekolah 

ain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat 

terima di RKUD, kecuali un tuk pendapatan-LO 

anya berasal non-APBD (misal dana BOS dari 

ui provinsi} pengakuan pendapatan pada saat 

telah menjadi hak Pemerintah 

erdasarkan dokumen yang sah. 

Pendapatan Hib 

Dana Darurat-

- LO diakui pada saat di terima di RKUD. 

terkait dengan sifat ketidakpastiannya maka 

diakui dengan k ndisi bersamaan dengan diterimanya Kas di Kas 

Daerah. 

4) Pendapatan Lai nya-LO diakui pada saat telah menjadi hak 

Pemerintah Dae berdasarkan dokumen yang sah. 

d. Pengukuran Lain-I Pendapatan yang Sah-LO 

1) Pengukuran Lai lain Pendapatan yang Sah-LO dilakukan sebesar 

jumlah nominal ang diterima di RKUD. 
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2) Lain-lain Pendap tan yang Sah-LO diukur dengan azas bruto yang 

artinya tidak di dengan biaya-biaya yang timbul karena 

pendapatan terse 

e. Penyajian Lain-lain endapatan yang Sah-LO. 

Lain-lain Pendapa yang Sah-LO disajikan dalam Laporan 

Operasional (LO 

f. Pengungkapan Lain ain Pendapatan yang Sah-LO 

Rincian dari Lain-lai Pendapatan Daerah yang Sah- LO dan informasi 

lain terkait yang di ggap perlu dijelaskan dalam Catatan atas laporan 

Keuangan ( CaLK). 

8. PENDAPATAN NON-0 

a. Definisi Pendapatan on-Operasional-LO 

1) Pendapatan No Operasional - LO adalah pendapatan yang 

diperoleh dari k iatan yang bukan merupakan kegiatan utama 

Pemerintah Daer dan diterima secara tidak rutin tergantung dari 

timbulnya suatu 

2) Pendapatan Non perasional-LO terdiri dari: 

a) Surplus Penj an Aset NonLancar - LO. 

b) Surplus Peny esaian Kewajiban Jangka Panjang - LO. 

c) Surplus dari giatan Non-Operasional Lainnya- LO. 

b. Pengakuan Pendap an Non-Operasional- LO 

1) Pengakuan Pend patan Non-Operasional - LO pada saat hak atas 

pendapatan timb 

2) Pendapatan No Operasional diakui ketika dokumen sumber 

berupa Serita Ac a kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk 

mengakui Surpl Penjualan Aset NonLancar) telah diterima. 

c. Pengukuran Penda 

Pendapatan Non-O rasional - LO diukur dengan azas bruto yang 

artinya tidak diku angi dengan biaya-biaya yang timbul karena 

pendapatan tersebu sejumlah nilai nominal hak yang diterima. 

d. Penyajian dan Peng ngkapan Pendapatan Non-Operasional- LO 

Pendapatan perasional-LO disajikan dalam Laporan 

Operasional elah pendapatan operasional sebelum pos luar 

biasa. Rincian dari ndapatan Non-Operasional-LO dijelaskan dalam 

CaLK. 

e. Pengungkapan Pen patan Non-Operasional- LO 
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Rincian dari Pend Non-Operasional-LO dan informasi lain 

terkait yang diangga perlu dijelaskan dalam CaLK. 

9. PENDAPATAN LUAR B SA - LO 

a. Definisi Pendapatan uar Biasa - LO 

Pendapatan luar bi sa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi 

karena kejadian ata transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, 

tidak diharapkan se ·ng atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali 

atau pengaruh Enti s bersangkutan. 

b. Pengakuan Pendap 

C. 

1) Pendapatan Lu iasa-LO diakui pada saat hak atas pendapatan 

luar biasa timbu 

2) Adanya ketidakp stian serta kejadian yang terjadi di luar kendali 

atau pengaruh titas yang bersangkutan maka pendapatan ini 

diakui dengan k ndisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis 

kas) dan disesu an pada akhir periode Akuntansi. 

tan Luar Biasa - LO 

Pendapatan Luar Bi sa - LO diukur berdasarkan azas bru to atau tidak 

dikurangi terlebih ahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena 

pendapatan terseb dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas 

d. Penyajian Pendapat Luar Biasa- LO 

Pendapatan Luar Bi sa-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) 

setelah pendapatan on-Operasional. 

e. Pengungkapan Pen patan Luar Biasa- LO 

B. PENDAPATAN- LRA 

a tan N on-Operasional - LO dan informasi lain 

perlu dijelaskan dalam CaLK 

1. DEFINISI PENDAPAT LRA 

a. Pendapatan-LRA a ah semua penerimaan Rekening Kas Umum 

Daerah yang men bah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun 

anggaran yang ber gkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, 

dan tidak perlu dib ar kembali oleh Pemerintah Daerah. 

b. Daerah adalah rekening tempat penyimpanan 

uang daerah yang tentukan oleh kepala daerah untuk menampung 

seluruh penerima 

daerah pada bank y 

daerah dan membayar seluruh pengeluaran 

g ditetapkan. 
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c. Saldo Anggaran Le ih adalah jumlah saldo yang berasal dari 

akumulasi SiLPA/S PA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan 

tahun berjalan serta enyesuaian lain yang diperkenankan. 

d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah 

serta penerimaan d 

satu periode pelapor 

e. Surplus/ defisit-LRA 

LRA dan belanja sel 

f. Pendapatan LRA ter 

1) Pendapatan Asli 

2) Pendapatan Tran 

antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, 

pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama 

dalah selisih lebih/kurang antara pendapatan­

a satu periode pelaporan. 

3) tan Daerah Yang Sah - LRA. 

2. PENGAKUAN PENDAP AN LRA 

a. Sesuai dengan Par raf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 

Lampiran II PP N or 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas 

pendapatan telah dalam IPSAP 02. Pengakuan 

Pendapatan-LRA di ntukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) 

sebagai pemegang o ritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas 

Umum Daerah (RK ) sebagai salah satu tempat penampungannya. 

b. Pendapatan LRA di ui menjadi pendapatan daerah pada saat: 

1) 
2) 

Penerimaan 

RKUD. 

3) Kas atas 

an tersebut telah diterima pada RKUD. 

atan tersebut telah diterima oleh Bendahara 

ingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke 

tan terse but telah di terima satker / SKPD dan 

ng tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat Entitas 

penerima wajib laporkannya kepada BUD. 

4) an yang berasal dari hibah langsung dalam/luar 

kepada BUD. 

akan untuk mendanai pengeluaran Entitas telah 

syarat Entitas penerima wajib melaporkannya 

5) Kas atas penda tan yang diterima Entitas lain di luar Entitas 

pemerintah berd sarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan 

BUD mengakuin sebagai pendapatan. 

3. PENGUKURAN PENDA ATAN LRA 
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a. Pendapatan-LRA dil sanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 

membukukan pener· aan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya 

(setelah dikompensa ikan dengan pengeluaran). 

b. ngurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) 

bersifat variabel te adap pendapatan dimaksud dan tidak dapat 

dianggarkan terlebi dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka 

asas bruto dapat di cualikan. 

4. PENYAJIAN PENDAPA 

Pendapatan-LRA disaj · an dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan 

basis kas dan disajik dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan 

dalam Cata tan atas La ran Keuangan ( CaLK). 

APATAN LRA 

Hal-hal yang harus diu gkapkan dalam Gatatan Atas Laporan Keuangan 

(CaLK) terkait dengan ndapatan adalah: 

a. Penerimaan pendap tan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya 

tahun anggaran. 

b . Penjelasan mengen · pendapatan yang pada tahun pelaporan yang 

bersangkutan terja hal-hal yang bersifat khusus. 

c. Penjelasan sebab- ebab tidak tercapainya target penenmaan 

pendapatan daerah. 

d. Informasi lainnya y 

6. RINCIAN PENDAPAT 

g dianggap perlu. 

-LRA 

a. PENDAPATAN ASL! AERAH-LRA 

1) Definisi Pendapa Asli Daerah-LRA 

a) Pendapatan li Daerah (PAD)-LRA adalah pendapatan yang 

diperoleh Dae ah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah 

sesuai deng 

sebagai pen 

anggaran tert 

b) Pendapatan 

Retribusi Da. 

dipisahkan, d 

peraturan perundang- undangan yang diakui 

bah nilai kekayaan bersih dalam periode 

tu dan mencerminkan kemandirian daerah. 

(PAD) bersumber dari Pajak Daerah, 

pengelolaan kekayaan daerah yang 

lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan 

kekayaan dae ah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan 

bunga, keun ngan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 

uang asing, d komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai 
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akibat dari p jualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau 

jasa oleh Daer ). 

2) Pengakuan Pend atan Asli Daerah-LRA 

Pendapatan Asli aerah-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan 

tersebut telah dit rima oleh Bendahara Penerimaan dan RKUD. 

Pendapatan JKN yang sumber dananya ditransfer langsung dari 

Pemerintah Pu t/Pemerintah Provinsi diakui pada saat 

diterbitkannya d umen pengesahan pendapatan oleh BUD sesuai 

dengan Peratur Perundang-undangan yang berlaku. 

3) Pengukuran Pen apatan Asli Daerah-LRA 

Pendapatan Asli aerah-LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai 

yang di terima d 

Tanda 

dalam 

tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat 

tau sebesar nilai penerimaan yang tercantum 

permohonan pengesahan pendapatan yang 

enerima langsung dan telah disahkan oleh BUD. 

4) Penyajian dan P gungkapan Pendapatan Asli Daerah-LRA 

Daerah- LRA disajikan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran deng basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. 

5) Pengungkapan P ndapatan Asli Daerah-LRA 

Rincian Pendap an Asli Daerah-LRA dan Informasi lain terkait 

yang dianggap erlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan ( CaLK 

1) Definisi Pendap Transfer-LRA 

Pendapatan Tr sfer-LRA atau sering disebut Dana Perimbangan 

adalah dana y g bersumber dari pendapatan APBN yang 

da Daerah un tuk mendanai ke bu tuhan Dae rah 

sanaan Desentralisasi. 

2) Pengakuan Pend patan Transfer-LRA 

a) Pengakuan endapatan Transfer-LRA adalah pada saat 

diterimanya endapatan Transfer-LRA pada Rekening Kas 

Umum Daer (RKUD) . Pengakuan ini dapat didasarkan pada 

dokumen Not Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD. 
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b) Pendapatan T ansfer-LRA ini hanya diakui dan dicatat di 

Bendahara U um Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat 

Pengelola Keu gan Daerah (SKPKD). 

Pengukuran Pen 

nominal alokasi 

Penyajian Penda 

Pendapatan Tr 

Anggaran dengan 

Pengungkapan P 

patan Transfer-LRA 

apatan Transfer-LRA sesuai dengan jumlah 

a yang diterima dalam RKUD. 

sfer-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi 

asis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. 

dapatan Transfer-LRA 

Rincian Pendapa Transfer-LRA dan Informasi lain terkait yang 

dianggap perlu d ·elaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK). 

c. LAIN-LAIN PENDAP AN DAERAH YA G SAH-LRA 

1) endapatan Daerah yang Sah-LRA 

a) apatan daerah yang sah merupakan seluruh 

pendapatan erah selain Pendapatan Asli Daerah-LRA dan 

Pendapatan T sfer-LRA (dana perimbangan). 

b) Lain-lain Pen patan Daerah yang Sah terdiri dari: 

( 1) Pendapat 

(2 ) Dana Daru at-LRA; 

(3) Pendapat Lainnya-LRA. 

2) Pengakuan Lain- n Pendapatan D erah yang Sah-LRA 

a) Lain-lain Pen patan Daerah yang Sah-LRA diakui pada saat 

diterimanya k s atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum 

b) 

Kas Daerah ( UD) dan rekening bendahara Dana BOS. 

Pemerintah 

S yang sumber dananya ditransfer langsung dari 

sat/Pemerintah Provinsi diakui pada saat 

diterimanya PTMH oieh BUD sesuai dengan Peraturan 

Perundang-u angan yang berlaku. 

c) Lain-lain Pen patan Daerah yang Sah-LRA diakui oleh SKPKD. 

3) lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA 

Pengukuran Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA sesuai 

dengan jumlah lai kas yang diterima atas pendapatan tersebut 

pada Rekening mum Kas Daerah (RKUD) atau sebesar nilai 

penerimaan y tercantum dalam dokumen SPTMH yang 

dilaporkan SKPD 
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4) Penyajian Pendap tan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA 

Pendapatan Lain ain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA disajikan 

dalam Laporan R alisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan 

dalam mata uang upiah. 

5) Pengungkapan L n-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA 

Rincian Lain-lain endapatan Daerah yang Sah-LRA dan informasi 

lain terkait y dianggap perlu dijelaskan dalam Catatan atas 

Laporan Keuan ( CaLK). 
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BAB XVIII 

KEBIJAKAN AKUNTANSI EBAN, BELANJA, DAN TRANSFER DAERAH 

A.BEBAN 

1. DEFINISI 

a. Behan adalah penu nan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 

periode pelaporan g menurunkan ekuitas, yang dapat herupa 

pengeluaran atau k sum si aset atau timhulnya kewajihan. 

h. Behan terdiri dari : 

1) Behan Operasi; 

2) Behan Transfer; 

3) Beban Non-Oper 

4) Be ban Luar Bias 

2. PENGAKUAN 

a. Beban dapat diakui 

1) 
2) Terjadinya kons si aset; dan 

3) Terjadinya penu nan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 

1) Saat timbulnya kewajihan artinya hehan diakui pada saat 

terjadinya pera1· an hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah 

tanpa diikuti kel arnya kas dari kas umum daerah. 

2) Saat terjadinya onsumsi aset artinya behan diakui pada saat 

pengeluaran kas epada pihak lain yang tidak didahului timbulnya 

kewajiban dan/ aset nonkas dalam kegiatan 

operasional Pem 

3) Saat terjadinya ekonomi atau potensi jasa 

artinya beban di ui pada saat penurunan nilai aset sehubungan 

dengan penggun aset bersangkutan/ berlalunya waktu . Contoh 

at ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan 

atau amortisasi. 

b. Bila dikaitkan deng pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat 

dilakukan dengan. f a kondisi, yaitu : 

1) Beban diakui se lum pengeluaran kas; 

2) Beban diakui be amaan dengan pengeluaran kas; dan 

3) Beban diakui set lah pengeluaran kas. 

Dapat diuraikan ebagai herikut: 
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lum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam 

si pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu 

beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan 

hal proses trans 

an tara pengaku 

be ban daerah di 

pengakuan be b 

ukan lebih dulu. Kebijakan Akuntansi untuk 

dapat dilakukan pada saat terbit dokumen 

uan beban/kewajiban walaupun kas belum 

dikeluarkan. Con oh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya 

erahan Barang/ diterimanya tagihan dari pihak 

ketiga dan doku en transaksi lainnya. 

2) Beban diakui dengan pengeluaran kas dilakukan 

waktu antara saat pengakuan beban dan 

pengeluaran kas aerah tidak signifikan dalam periode pelaporan. 

Beban diakui be amaan dengan saat pengeluaran kas yaitu pada 

Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran 

dalam SPP-GU. Perlakuan Akuntansi terkait 

pengakuan beb yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini 

dapat juga dil kan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, 

transaksi ini memberikan manfaat yang sama dibanding 

dengan perlaku Akuntansi (accounting treatment) yang harus 

dilakukan. 

3) lab pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal 

proses transaks pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu 

antara pengelu an kas daerah dan pengakuan beban, dimana 

pengakuan beb dilakukan setelah pengeluaran kas. Perlakuan 

Akuntansi peng uan beban dapat dilakukan pada saat barang 

atau jasa belum dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. 

aran kas mendahului dari saat barang a tau jasa 

dimanfaatkan, ngeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai 

Beban. Pengelu an kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai 

Be ban Dibayar d Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya. 

Pengelola Dana OS Reguler, Dana Kapitasi JKN dan BLUD beban 

diakui pada saa 

3. PENGUKURAN 

Beban diukur sesuai d ngan: 

a. harga perolehan at s barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban 

yang timbul, kons si aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau 

potensi jasa. Be ban iukur dengan menggunakan mata uang rupiah; 
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b. menaksir nilai waj arang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika 

barang/jasa tersebu tidak diperoleh harga perolehannya. 

4. PENY AJIAN 

Behan disajikan dalam aporan Operasional (LO). 

5. PENGUNGKAPAN 

Rincian dari Be ban 

dijelaskan dalam Catat 

6. J ENIS - JENIS BEBA 

a. Be ban Operasi 

Informasi lain terkait yang dianggap perlu 

atas La po ran Keuangan ( CaLK). 

1) Definisi Be ban O erasi 

a) adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk 

mengeluark uang dari Entitas dalam rangka kegiatan 

operasional titas agar Entitas dapat melakukan fungsinya 

dengan baik. 

b) Behan Opera · terdiri dari Behan Pegawai, Behan Barang dan 

Jasa, Behan Bunga, Behan Subsidi, Behan Hibah, Behan 

, Behan Penyusutan dan Amortisasi, Behan 

Penyisihan Pi tang, dan Behan lain-lain. 

Dapat diurai sebagai berikut: 

wai merupakan kompensasi terhadap pegawai 

bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan 

kepada pe bat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai 

yang dipe erjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum 

berstatus NS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah 

, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan 

g dan J asa meru pakan pen urunan manfaat 

am periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, 

berupa pengeluaran atau konsumsi aset a tau 

timbulnya ewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan 

jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan 

termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada 

· dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu 

terkait de an suatu prestasi. 

(3) Behan Bu ga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah 

uk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan 

atas ke penggunaan pokok u tang (principal 
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termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang 

terkait den pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah 

Dae rah sep rti biaya commitment fee dan biaya denda. 

(4) Beban merupakan pengeluaran atau alokasi 

anggaran 

perusaha 

yang dihas· 

(5) Beban Hib 

diberikan Pemerintah Daerah kepada 

lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa 

an dapat terjangkau oleh masyarakat. 

meru pakan be ban pemerin tah dalam ben tuk 

g, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah 

Daerah 1 nya, perusahaan daerah, masyarakat, dan 

emasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan 

an Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah 

dalam be uk uang atau barang yang diberikan kepada 

uarga, kelompok dan/ atau masyarakat. 

(7) Beban Pen sutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi 

akibat pen runan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi 

penurunan nilai aset sehubungan dengan 

pengguna aset bersangkutan/berlalunya waktu. 

isihan Piutang merupakan cadangan piutang 

dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun 

ait kolektibilitas piutang. 

lain adalah be ban operasi yang tidak termasuk 

ori tersebut di atas. 

2) Pengakuan Beb Operasi 

a) · diakui pada saat timbulnya kewajiban atau 

b) Beban Pegaw 

tanggal tagih 

c) Beban Pegaw 

d) 

atau peralih 

penerimaan 

epada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban 

berdasarkan dokumen yang sah. 

dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan 

dengan mekanisme UP/ GU /TU akan diakui pada 

Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran. 

dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban 

hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti 

ang/jasa atau Berita Acara Serah Terima 

Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat 
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an yang belum terpakai atau jasa yang belum 

dicatat sebagai pengurang beban. 

e) Beban Bunga iakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk 

dibayarkan. U tuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban 

bunga diakui ampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat 

jatuh tempo lewati tanggal pelaporan. 

f) Beban subsid diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah 

untuk membe "kan subsidi telah timbul. 

g) iakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD 

disepakati/ dit datangani meskipun masih melalui proses 

verifikasi. Pa saat hibah telah diterima maka pada akhir 

periode Akunt si harus dilakukan penyesuaian. 

h) Pengakuan b an bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan 

penyaluran b anja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi 

bersamaan d gan pengeluaran kas (basis kas), mengingat 

kepastian be an tersebut belum dapat ditentukan sebelum 

dilakukan ve ifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan 

sosial. Pada akhir periode Akuntansi harus dilakukan 

penyesuaian t rhadap pengakuan belanja ini. 

i) Beban Peny sutan dan amortisasi diakui saat akhir 

tahun/period Akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan 

amortisasi y g sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti 

diterbitkan. 

j) Beban Penyi han Piutang diakui saat akhir tahun/periode 

Akuntansi b dasarkan persentase cadangan piutang yang 

sudah diteta an dengan mengacu pada bukti memorial yang 

diterbitkan. 

k) Beban lain-1 · diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut 

timbul atau t rjadi peralihan hak kepada pihak ketiga. Untuk 

Beban-LO y sumber dananya berasal non-APBD (misal dana 

t yang melalui provinsi) pengakuan beban pada 

saat kewajib atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan 

hak kepada p ak ketiga berdasarkan dokumen yang sah. 

3) Operasi 

Pengukuran Be Operasi berdasarkan jumlah nominal beban 

yang timbul. an diukur dengan menggunakan mata uang 

rupiah. 
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4) Penyajian Beban peras1 
Beban Operasi di jikan dalarn Laporan Operasional (LO). 

5) Pengungkapan B an Operasi 
Rincian dari Be an Operasi dan Informasi lain terkait yang 

dianggap perlu d elaskan dalarn Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK). 

b. Beban Transfer 

1) Definisi Be ban Tr 

2) 

3) 

4) 

Beban Transfer erupakan beban berupa pengeluaran uang atau 

kewajiban untu 

kepada Entitas 

perundang-und 

Pengakuan Be b 

Beban transfer d 

Daerah. Dalarn 

dana yang haru 

sudah diketahui 

dapat diakui se b 

kondisi sebelum 

Pengukuran Beb 

Beban Transfer 

diserahkan un tu 

mata uang ru pi 

mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah 

lain yang diwajibkan oleh peraturan 

ui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah 

pada akhir periode Akuntansi terdapat alokasi 

dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan 

erah yang berhak menerima, maka nilai terse but 

ai beban a tau yang berarti beban diakui dengan 

diukur berdasarkan jumlah nominal yang 

dibagi hasilkan. Beban transfer diukur dengan 

ransfer 

Beban Transfer d ajikan dalarn Laporan Operasional (LO). 

5) Pengungkapan B ban Transfer 

dan Informasi lain terkait yang 

dianggap perludi laskan dalarn Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK). 

c. Beban Non-Operasi al 

1) Definisi Beban N -Operasional 

Beban Non-Oper ional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan 

perlu dikelompo an tersendiri dalarn kegiatan Non-Operasional. 

2) Pengakuan Beb Non-·Operasional 

a) Pengakuan B ban Non-Operasional berdasarkan pada saat 

timbulnya ke jiban. 
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b) Dengan alas kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan 

imbulnya kewajiban diakui 

3) Pengukuran Beb Non-Operasional 

Beban Non-Oper ional diukur berdasarkan jumlah nominal yang 

diserahkan untu dibagi hasilkan. Beban Non-Operasional diukur 

dengan mata u rupiah. 

4) Penyajian Beban on-Operasional 

Beban Non-Oper ional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). 

5) Pengungkapan B ban Non-Operasional 

Rincian dari Beb Non-Operasional dijelaskan dalam Catatan atas 

(CaLK). 

d. Beban Luar Biasa 

1) Definisi Be ban L Biasa 

adalah beban yang terjadi karena kejadian yang 

tidak dapat dir alkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak 

diharapkan terj i berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali 

Entitas pemerint 

2) Pengakuan Beb Luar Biasa 

3) 

Pengakuan Beb Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas 

beban tersebut t' bul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada 

pihak ketiga. 

Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan 

terjadinya beban 'ni maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan 

dengan pengelur 

dengan mata u 

Luar Biasa 

a diukur berdasarkan jumlah nominal yang 

dibagi hasilkan. Beban Luar Biasa diukur 

rupiah. 

4) Penyajian 

Beban Luar Bia disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Pos 

Non-Operasional 

terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan 

isajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan 
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6) 

Pengungkapan B 

Rincian dari Be 

dianggap perlu. 

(CaLK). 

Untuk beban-LO 

dana BOS 

pengakuan, 

se bagaimana pe 

pengungkapan b 

sumber yang ak 
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Luar Biasa dan Informasi lain terkait yang 

· elaskan dalam Cata tan atas Laporan Keuangan 

ang sumber dananya berasal Non-APBD (misal 

pusat yang melalui provinsi) pencatatan, 

penyajian dan pengungkapannya 

atatan, pengakuan, pengukuran, penyajian dan 

an luar biasa-LO dan harus didukung dokumen 

B. BELANJA 

1. DEFINISI 

a . Belanja adalah sem a pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah 

dan Bendahara Pen eluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Le bih 

dalam periode t n anggaran bersangku tan yang tidak akan 

diperoleh pembayar nya kembali oleh pemerintah. 

b. nsur /komponen penyusunan Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA). 

C. elanja operasi, belanja modal, dan belanja tak 

transfer. 

d. Belanja Operasi ad ah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-

hari yang memberi anfaatjangka pendek. Belanja operasi antara lain 

meliputi belanja p awai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, 

belanja subsidi, bel ja hibah, dan belanja bantuan sosial. 

e. pakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam 

bentuk uang atau arang, yang harus dibayarkan kepada pejabat 

negara, pegawai n eri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh 

pekerjaan yang tel 

dengan pembentuk 

f. Belan j a barang d 

pengadaan barang 

belas) bulan 

pemerin tahan. 

ang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas 

dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan 

modal. 

jasa adalah pengeluaran anggaran untuk 

jasayang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua 

melaksanakan program dan kegiatan 

g. Belanja Sunga mer pakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran 

bunga (interest) y dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok 

utang (principal out anding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya 
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yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah 

Daerah seperti biay 

h. Belanja Subsidi mer 

diberikan Pemerint 

agar harga jual pro 

masyarakat. 

ommitment fee dan biaya denda. 

pakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang 

Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu 

ksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh 

1. Belanja Hibah meru akan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, 

barang, atau jasa 

yang bersifat tidak 

j. Belanja Bantuan 

ben tuk uang a tau 

kelompok 

pada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, 

masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, 

jib dan tidak mengikat. 

sial merupakan pengeluaran anggaran dalam 

ang yang diberikan kepada individu, keluarga, 

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus 

menerus dan sel tif yang bertujuan untuk melindungi dari 

kemungkinan terjad ya resiko sosial. 

k. Belanja Modal adal pengeluaran anggaran untuk perolehan aset 

tetap dan aset lain a yang memberi manfaat lebih dari satu periode 

Akuntansi. Belanja odal meliputi antara lain belanja modal untuk 

perolehan tanah, g dung dan bangunan, peralatan, dan aset tak 

berwujud. 

Nilai yang kan dalam belanja modal sebesar harga 

beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan 

pengadaan/pemban nan aset sampai aset tersebut siap digunakan. 

1. Belanja Tak Terdu adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan 

yang sifatnya tid biasa dan tidak diharapkan berulang seperti 

penanggulangan be ana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak 

terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka 

penyelenggaraan ke enangan Pemerintah Daerah. 

m. Belanja Transfer alah belanja berupa pengeluaran uang atau 

kewajiban untuk m geluarkan uang dari Entitas Pelaporan kepada 

suatu Entitas Pel oran lain yang diwajibkan oleh peraturan 

perundang-undang 

n. Belanja daerah dikl ifikasikan menurut: 

1) asi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan 

organisasi atau tuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna 

Anggaran. 
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2) Klasifikasi ekono i, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan 

jenis belanja unt melaksanakan suatu aktivitas. 

Contoh klasifikas belanja menurut ekonomi Uenis belanja) adalah 

sebagai berikut: 

Belanja 0 

Belanja B 

Belanja B ga 

Belanja S sidi 

Belanja Hi 

Belanja B tuan Sosial 

Belanja M dal: 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

Belanja M dal Tanah xxx 

Belanja M dal Peralatan dan Mesin xxx 

Belanja M dal Gedung dan Bangunan xxx 

Belanja M dal Jalan, Jaringan, dan Irigasi xxx 

Belanja M dal Aset Tetap Lainnya xxx 

Belanja Ti ak Terduga: 

Belanja Ti ak Terduga 

Belanja T sfer: 

i Hasil 

tuan Keuangan 

2. PENGAKUAN 

Belanja diakui pada sa 

a . Terjadinya pengelu 

XXX 

XXX 

XXX 

b. Khusus pengeluar melalui bendahara pengeluaran pengakuannya 

terjadi pada saat ertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut 

disahkan oleh unit ang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan 

terbitnya SP2D GU au SP2D Nihil. 

c . Dalam hal badan la an umum, belanja diakui dengan berpedoman 

pada peraturan per dangan yang mengatur mengenai badan layanan 

umum. 

d . Belanja BOS dan J yang sumber dananya ditransfer langsung dari 

Pemerintah Pemerintah Provinsi diakui pada saat 
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diterbitkannya doku en pengesahan belanja oleh BUD sesuai dengan 

Peraturan Perundan undangan yang berlaku. 

3. PENGUKURAN 

Pengukuran belanja dasarkan juml kas yang dikeluarkan dari 

RKUD /Bendahara pen luaran sesuai jumlah maksimal yang ditetapkan 

dalam dokumen anggar 

Pengukuran belanja dil sanakan berdasarkan azas bruto. 

4. PENYAJIAN 

a. Belanja disajikan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai 

dengan klasifikasi e 

1) Belanja Operasi 

2) Belanja Modal 

3) Belanja Tak Terd ga 

dan dij elaskan dal Catatan atas Laporan Keuangan. 

b. Belanja disajikan d am mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas 

atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut 

dijabarkan dan diny takan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata 

uang asing tersebut enggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada 

tanggal transaksi. 

5. PENGUNGKAPAN 

mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan 

setelah tanggal berak rnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab 

tidak terserapnya an an belanja daerah, referensi silang antar akun 

belanja modal dengan enambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar 

biasa dan informasi lai nya yang dianggap perlu . 

C.TRANSFER 

1. DEFINISI 

a. Transfer adalah pen 

Pelaporan dari/ke 

perimbangan dan d 

b. Transfer Masuk (L 

lain, misalnya pene 

dan dana bagi hasil 

C. Transfer Keluar (L 

Entitas Pelaporan 1 

pemerintah pusat d 

imaan atau pengeluaran uang oleh suatu Entitas 

Pelaporan lain, termasuk dana 

a bagi hasi 1. 

adalah penerimaan uang dari Entitas Pelaporan 

maan dana perimbangan dari pemerintah pu sat 

ari Pemerin tah Provinsi. 

) adalah pengeluaran dari Entitas Pelaporan ke 

·n seperti pengeluaran dana perimbangan oleh 

dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah. 
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d. Pendapatan Transfer LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang 
atau hak untuk me erima uang oleh Entitas Pelaporan dari suatu 

entitas pelaporan 1 yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan. 
e. Beban Transfer (LO adalah beban berupa pengeluaran uang atau 

kewajiban untuk m geluarkan uang dari Entitas Pelaporan kepada 

suatu Entitas Pel lain yang diwajibkan oleh peraturan 

perundang-undang 

f. Tran sf er diklasifika 

yaitu mengelompok 

pendapatan transfi 

2. PENGAKUAN 

an menurut sumber dan Entitas penerimanya, 

transfer berdasarkan sumber transfer untuk 

dan berdasarkan Entitas penerima untuk 

a. endapatan Tran sf er 

1) Untuk kepentin penyajian transfer masuk pada Laporan 

Realisasi Anggar 

pada saat trans£ 

2) Untuk kepentin 

Laporan Operasi 

transfer dilakuk 

a) Timbulnya h 

, pengakuan a as transfer masuk dilakukan 

masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. 

penyajian pendapatan transfer pada dalam 

al, pengakuan masing-masing jenis pendapatan 

atas pendapatan ( earned) atau 

b) Pendapatan d ealisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi 

( realized) . 

3) Pengakuan pen transfer dilakukan bersamaan dengan 

penerimaan kas periode berjalan. Sedangkan pada saat 

penyusunan lap an keuangan, pendapatan transfer dapat diakui 

sebelum peneri aan kas apabila terdapat penetapan hak 

pendapatan daer berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan 

ketentuan yang rlaku. 

b. Transfer Keluar dan eban Transfer 

1) Untuk kepentin transfer keluar pada Laporan 

Realisasi Anggar , pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada 

saat terbitnya S D atas beban anggaran transfer keluar. 
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2) Untuk kepenting penyajian beban transfer pada penyusunan 

Laporan Operas~ nal, pengakuan beban transfer pada periode 

berjalan dilakuk , bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada 

saat diterbitkan I a SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer 

pada saat penyu I nan laporan keuangan dilakukan penyesuaian 

berdasarkan do umen yang menyatakan kewajiban transfer 

Pemerin tab Daer yang bersangku tan kepada Pemerin tab Daerab 

lainnya/ desa. 

3. PENGUKURAN 

a . endapatan Tran sf er 

1) Untuk kepentin penyajian transfer masuk pada Laporan 

Realisasi Anggar , transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan 

jumlab transfer I g masuk ke Rekening Kas Umum Daerab. 

2) Untuk kepentin . penyusunan penyajian pendapatan transfer 

pada Laporan Op ! rasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat 

berdasarkan h atas pendapatan transfer bagi Pemerintab 

Daerab. fl 

b. Transfer Keluar dan eban Transfer 

1) Untuk kepentin , penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, 

transfer keluar I iukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang 

diterbitkan atas bban anggaran transfer keluar. 

2) Untuk kepentin an penyusunan Laporan Operasional, beban 

transfer diukur ' dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintab 

Daerab yang bersangku tan kepada Pemerin tab Daerab 

lainnya/desa be asarkan dokumen yang sab sesuai ketentuan 

yang berlaku. I 

4. PENYAJIAN 

a. Transfer masuk d , ilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan 

membukukan pene maan bruto, dan tidak mencatatjumlab nettonya 

(setelab dikompens ikan dengan pengeluaran). 

b. Dalam hal terdapat emotongan Dana Transfer dari Pemerintab Pusat 

sebagai akibat Peme I ntab Daerab yang bersangkutan tidak memenuhi 

kewajiban finansial eperti pembayaran pinjaman Pemerintab Daerab 

yang tertunggak d dikompensasikan sebagai pembayaran hutang 

Pemerin tab Daerab maka dalam laporan realisasi anggaran tetap 

disajikan sebagai ransfer DAU dan pengeluaran pembiayaan 
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pembayaran pinjam Pemerintah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk 

penyajian dalam Lap , ran Operasional. 

Namun jika pemoto gan Dana Transfer misalnya DAU merupakan 

bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada 

Pemerintah Daerah anpa disertai dengan kompensasi pengurangan 

kewajiban Pemerint Daerah kepada pemerintah pu sat maka atas 

pemotongan DAU te I ebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan 

hak Pemerintah D erah atas pendapatan transfer DAU tahun 

anggaran berj alan. 

c. Dalam hal terdap pemotongan Dana Transfer karena adanya 

kelebihan penyalu an Dana Transfer pada tahun anggaran 

sebelumnya, maka :emotongan dana transfer diperlakukan sebagai 
pengurangan hak P I erintah Daerah pada tahun anggaran berjalan 

untukjenis transfer ang sama. 

5. PENGUNGKAPAN 

a. Pengungkapan atas ransfer masuk dan pendapatan transfer dalam 

Catatan atas Lapar Keuangan adalah sebagai berikut: 

1) Penjelasan rinci I atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada 

nggaran dan realisasi pendapatan transfer pad a 

~:::::::si l:~u::;:a perbandlllgannya dengan realisasi 
2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran 

transfer masuk d ngan realisasinya. 

3) Penjelasan atas erbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam 

Laporan Realisa Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer 

pada Laporan Op rasional. 

4) Informasi lainny ~ang dianggap perlu. 

b. Pengungkapan atas ,ransfer keluar dan beban transfer dalam Catatan 

atas Laporan Keuan an adalah se bagai beriku t : 

1) Penjelasan rinci I atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada 

anggaran se bel u 

2) Penjelasan atas 

transfer keluar d 

Anggaran , rincian realisasi beban transfer pada 

nal beserta perbandingannya dengan tahun 

nya. 

lpenyebab terjadinya 
I ai · . gan re 1sasmya. 

selisih antara anggaran 
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3) Penjelasan atas I erbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam 
Laporan Realisas Anggaran dengan realisasi beban transfer pada 
Laporan Operasi 

4) Informasi lainnya ang dianggap perlu. 
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BAB XIX 

KEBIJA AKUNTANSI PEMBIAYAAN 

A. DEFINISI 

1. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau 

tah un anggaran 

beriku tnya yang 

memanfaatkan surplus 

2. Pembiayaan terdiri dari 

a . Penerimaan Pembia 

, luaran yang akan diterima kembali, baik pada 

angkutan maupun tahun-tahun anggaran 

aksudkan untuk menutup defisit atau 

1) Definisi Penerim Pembiayaan 

a) Penerimaan p !mbiayaan adalah semua penerimaan Rekening 

, rah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan 

pinjaman, pe ljualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi 

perusahaan n I ara/ daerah, penerimaan kembali pinjaman yang 

diberikan kep Ida fihak ketiga, penjualan investasi permanen 

lainnya, dan 

b) Transaksi Pe 

berfungsi se b 

2) Pengakuan Pene 

Penerimaan pem 

Kas Umum Daer 

3) Pengukuran Pen 

,ncairan dana cadangan. 

rimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh 

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang 
1 

ai SKPKD. 

I aan Pembiayaan 

iayaan diakui pada saat diterima pada Rekening 

! (RKUD). 
I. p b" maan em 1ayaan 

Penerimaan Pem iayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari 

transaksi. Peneri I aan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas 

bruto, yaitu den membukukan penerimaan bruto, dan tidak 

mencatat juml nettonya (setelah dikompensasikan dengan 

pengeluaran). 

4) Penyajian Peneri 
1

aan Pembiayaan 

Pembiayaan disaj ran dalam Lapora.11 Realisasi Anggaran (LRA) 

5) Pengungkapan P erimaan Pembiayaan 

a) Rincian Pener I aan Pembiayaan dijelaskan dalam Catatan atas 

La po ran Keu · 

b) Penerimaan mbiayaan tahun berkenaan setelah tanggal 

berakhirnya t un anggaran; 
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landasan hukum berkenaan dengan 

berian pinjaman, pembentukan/ pencairan 

, , penjualan asset daerah yang dipisahkan, 

al pemerintah daerah; dan 

d) Informasi lain I a yang dianggap perlu. 

b. Pengeluaran Pembia laan 

1) Definisi Pengelu kn Pembiayaan 

2) 

3) 

a) Pengeluaran 

Kas Umum 

kepada 

pembayaran 

anggaran tert 

b) Transaksi Pe 

Satuan Kerj 

berfungsi se b 

Pengakuan Peng 

Pengeluaran pe 

kas dari Rekenin 

Pengukuran Pen 

mbiayaan adalah semua pengeluaran Rekening 

erah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman 

ketiga, penyertaan modal pemerintah, 

embali pokok pinjaman dalam periode tahun 

, tu, dan pembentukan dana cadangan. 

eluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh 

I Pengelola Keuangar1 Daerah (SKPKD) yang 

ai SKPKD. 

, iayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran 

Kas Umum Daerah (RKUD). 

luaran Pembiayaan 

biayaan diukur berdasarkan nilai nominal 

transaksi. Peng uaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan 

azas bruto. 

4) Penyajian Pengel aran Pembiayaan 

Pembiayaan disa kan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

5) Pengungkapan P I geluaran Pembiayaan 

a) I aran Pembiayaan dijelaskan dalam Catatan atas 

La po ran Keu gan ( CaLK). 

b) Penerimaan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan 

berakhirnya tahun anggaran; 

c) Penjelasan 1 dasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ 

·aman, pembentukan/pencairan dana cadangan, 

t daerah yang dipisahkan, penyertaan modal 

d) Informasi lain ya yang dianggap perlu. 
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B. PERLAKUAN AKUNTANSI TAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR 

1. Bantuan yang diberik 

akan dipungut/ditari 

kepada kelompok masyarakat yang diniatkan 

j kembali oleh Pemerintah Daerah apabila 

kegiatannya telah ber asil dan selanjutnya akan digulirkan kembali 

kepada kelompok masy akat lainnya sebagai dana bergulir. 

2. Pemberian dana bergul untuk kelompok masyarakat yang mengurangi 

rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada 

Pengeluaran Pembiaya 

3. Penerimaan dana berg lir dari kelompok masyarakat yang menambah 

rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada 

Penerimaan Pembiaya 

4. Apabila mekanisme 

dilakukan melalui rek 

sejatinya merupakan p' 

disajikan sebagai piut 

12 (dua belas) bulan di 

ngembalian dan penyaluran dana tersebut 

ing Kas Umum Daerah, maka dana tersebut 

tang. Bagian yangjatuh tempo dalam satu tahun 

g dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 

jikan sebagai investasi jangka panjang. 

5. Dana bergulir yang m kanisme pengembalian dan penyaluran kembali 

dana bergulir yang di 

umum daerah yang di 

kas umum daerah), s 

jangka panjang, dan 

pengeluaran pembiaya 

ukan oleh Entitas Akuntansi/badan layanan 

ukan secara langsung (tidak melalui rekening 

uruh dana tersebut disajikan sebagai investasi 

fdak dianggarkan dalam penerimaan dan atau 
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BAB XX 

I SISA LEBIH PEMBIAY AAN ANGGARAN 

EMBIAYAAN ANGGARAN (SIKPA)/SALDO 

ARAN LEBIH (SAL) 

1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah jumlah saldo yang berasal dari 

akumulasi SiLPA/SiKP tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun 

berjalan serta penyesu an lain yang diperkenankan. 

2. Akun ini secara umum ukan merupakan bagian dari akun pembiayaan. 

3. Dalam Peraturan Ment ri Dalarn Negeri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini 

ada dalam kategori Ek itas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL 

dalam akun pembia an namun bukan merupakan bagian dari 

pembiayaan dengan p timbangan bahwa akun ini merupakan akun 

nominal bukan akun r· 1. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi 

penyajian Laporan Ner ca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada 

akhir tahun atau pada aat tanggal pelaporan. 

4. Saldo Anggaran Le bih t rdiri dari: 

a. Surplus/Defisit - L 

Surplus/ defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan­

LRA dan belanja sel a satu periode pelaporan. 

b. Pembiayaan Netto 

Pembiayaan Netto a alah selisih antara penerimaan pembiayaan dan 

c. SiLPA/ SiKPA (tahu erkenaan) 

Sisa Lebih/Kurang I Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah 

selisih lebih/kuran realisasi pendapatan-LRA dan belanja, 

serta dan pengeluaran pembiayaan dalam 

satu periode pelaporan. 

d. Perubahan SAL 

Perubahan SAL a ah akun yang digunakan untuk mencatat 

kas dan pengeluaran kas yang membebani 

anggaran dalam ran ka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan 

Laporan Perubahan AL. 

Akun Perubahan S ini tidak diakomodasi dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomo 64 Tahun 2013. Dalarn Peratu ran Menteri Dalam 

Negeri akun ini diak ;modasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian 
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B. PENGAKUAN SALDO AN ARAN LEBIH (SAL) 

1. Akun Saldo Anggar I lebih diakui pada saat terjadi transaksi 

penyusunan laporan ke angan. 

2. Akun ini akan menutu un Pendapatan- LO dan Beban serta menutup 

akun SiLPA/SiKPA. 

C. PENYAJIAN DAN PENGU KAPAN SALDO ANGGARAN LEBIH 

(SAL) Saldo Anggaran Leb (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk 

penyusunan Laporan Real· asi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun 

ini tidak akan disajikan le bar muka (face) laporan tersebut. Akun ini akan 

ditutup pada periode Aku 



jdih.pemalangkab.go.id

165 

BAB XXI 

KEBIJAKAN AKUNTANSIKO EKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN 

AKUNTANSI, PERUBAHAN STIMASI AKUNTANSI, DAN OPERAS! YANG 

T AK DILANJUTKAN 

A. DEFINISI 

1. Kebijakan Akuntansi 

konvensi, aturan-atur 

suatu Entitas 

keuangan. 

prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi­

' dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh 

dalam penyusunan dan penyajian laporan 

2. Kesalahan adalah peny jian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai 

dengan yang seharusn 

berjalan atau periode s 

3. Koreksi adalah tindak 

dalam laporan 

seharusnya. 

yang mempengaruhi laporan keuangan periode 

elumnya. 

pembetulan Akuntansi agar pos-pos yang tersaji 

Entitas menjadi sesuai dengan yang 

4 . Operasi yang jutkan adalah penghentian suatu misi atau 

tu poksi pelepasan a tau penghen tian suatu fungsi, 

program, atau kegiat , sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat 

dihentikan tanpa men anggu fungsi, program atau kegiatan yang lain. 

5. Peru bahan estimasi ad ah revisi estimasi arena peru bahan kondisi yang 

mendasari estimasi sebut, atau karena terdapat informasi baru, 

pertambahan pengal.<-LL .... -......, dalam mengestimasi, atau perkembangan lain. 

6. Laporan keuangan di ap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan 

dengan peraturan daer 

B.KOREKSIKESALAHAN 

1. Kesalahan dalam p yusunan laporan keuangan pada satu atau 

beberapa periode seb lumnya mungkin baru ditemukan pada periode 

berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan 

penyampaian bukti anggaran oleh pengguna anggaran, 

kesalahan matematis, kesalahan dalam penerapan 

Kebijakan Akuntansi kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau 

kelalaian. 

2. Dalam situasi tert tu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh 

signifikan bagi satu au lebih laporan keuai1gan periode sebelumnya 

sehingga laporan-lap ran keuangan terse but tidak dapat diandalkan 

lagi. 
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3. Kesalahan ditinjau d , · sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) 

4. 

jenis: 

a. Kesalahan yang tid berulang; 

b. lang dan sistemik. 

erulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak 

akan terjadi kembali g dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: 

a. Kesalahan yang ti berulang yang terjadi pada periode berjalan; 

b . Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 

sebelumnya. 

5. Kesalahan yang lang dan sistemik adalah kesalahan yang 

6. 

7. 

dise babkan oleh sifat 

yang diperkirakan ak 

amiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu 

terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan 

pajak dari wajib p ak yang memerlukan koreksi sehingga perlu 

dilakukan restitusi at u tambahan pembayaran dari wajib pajak. 

Kesalahan berulang 

dicatat pada saat 

kelebihan pendapat 

pendapatan-LO yang 

Terhadap setiap kes 

Koreksi kesalahan 

berjalan, baik yang 

dilakukan dengan 

periode berjalan. 

sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan 

rjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan 

dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun 

ersangku tan. 

an dilakukan koreksi segera setelah diketah ui. 

g tidak berulang yang terjadi pada periode 

empengaruhi posisi kas maupun yang tidak, 

betulan pada akun yang bersangku tan dalam 

8 . Koreksi kesalahan g tidak berulang yang terjadi pada periode 

empengaruhi posisi kas maupun yang tidak, 

betulan pada akun yang bersangku tan dalam 

berjalan, baik yang 

dilakukan dengan p 

periode berjalan, bai pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, 

maupun akun penda atan-LO atau akun beban. 

9. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-

periode sebelumnya mempengaruhi posisi kas, apabila laporan 

keuangan periode rsebut belum diterbitkan, dilakukan dengan 

pembetulan pada un yang bersangkutan, baik pada akun 

pendapatan- LRA at u akun belanja, maupun akun pendapatan-LO 

atau akun beban. 

10. Koreksi kesalahan a s pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan 

penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada 

periode-periode sebel mnya dan menambah posisi kas, apabila laporan 



jdih.pemalangkab.go.id

167 

keuangan periode t sebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan 

pembetulan pada pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal 

mengakibatkan peng , angan kas dilakukan dengan pembetulan pada 

akun Saldo Anggaran 

Contoh koreksi kesal 

a. do kas dan yang mengurangi saldo kas yaitu 

pengembalian bel ja pegawai karena salah penghitungan jumlah 

gaji, dikoreksi me bah saldo kas dan pendapatan lain-lain. 

b. yang menambah s do kas terkait belanja modal yang menghasilkan 

aset, yaitu belanj modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan 

pemeriksaan ke bihan belanja tersebut harus dikembalikan, 

dikoreksi dengan saldo kas dan menambah akun 

pendapatan lain-1 

c. do kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai 

tahun lalu yang elum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi 

Lebih dan mengurangi saldo kas. 

d. yang mengurangi do kas terkait be anja modal yang menghasilkan 

aset, yaitu belanj modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi 

dengan mengur 

saldo kas. 

i akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi 

11. Koreksi kesalahan at s perolehan aset selain kas yang tidak berulang 

yang terjadi pada per de-periode sebelumnya dan menambah maupun 

mengurangi posisi 

sudah diterbitkan, d:iJ 

akun aset bersangku 

Contoh koreksi kesal 

a. yang menambah 

pengadaan aset 

s, apabila laporan keuangan periode tersebut 

ukan dengan pembetulan pada akun kas dan 

an un tuk perolehan aset selain kas: 

do kas terkait perolehan aset selain kas yaitu 

etap yang di-mark-up dan setelah dilakukan 

pemeriksaan kele ihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, 

dikoreksi dengan enambah saldo kas dan mengurangi akun terkait 

dalam pos aset tet 

b. yang mengurangi aldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu 

pengadaan aset te p tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan 

menambah akun rkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo 

kas. 

12. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga 

mengakibatkan peng rangan beban, yang terjadi pada periode- periode 
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engaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi 

secara material posisi set selain kas, apabila laporan keuangan periode 

tersebut sudah diter tkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun 

pendapatan lain-lain- 0. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban 

dilakukan dengan pe betulan pada akun ekuitas. 

Contoh koreksi kesal an beban: 

a. yang menambah s do kas yaitu pengembalian be ban pegawai tahun 

lalu karena sal penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan 

menambah saldo s dan menambah pendapatan lain- lain-LO. 

b. yang mengurangi do kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai 

tahun lalu yang elum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi 

akun beban lain-1 n-LO dan mengurangi saldo kas. 

13. Koreksi kesalahan tas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak 

berulang yang terjadi ada periode-periode sebelumnya dan menambah 

maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode 

tersebut sudah diter "tkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun 

kas dan akun Sald Anggaran Lebih. 

Contoh koreksi kesal 

a. yang menambah s do kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan 

yang belum masu ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun 

b. 

kas dan menamb akun Saldo Anggaran Lebih. 

alokasi umum 

dikoreksi oleh: 

aldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana 

ena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, 

1) Pemerin tah menerima transfer dengan mengurangi akun 

Lebih dan mengurangi saldo kas. 

2) Pemerintah p at dengan menambah akun saldo kas dan 

o Anggaran Lebih. 

14. Koreksi kesalahan at penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang 

yang terjadi pada per· de-periode sebelumnya dan menambah maupun 

mengurangi posisi k: s, apabila laporan keuangan periode tersebut 

sudah diterbitkan, di1 ukan dengan pembetulan pada akun kas dan 

akun ekuitas. 

Contoh koreksi kesal an pendapatan-LO: 

a. yang menambah s do kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan 

yang belum masu ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun 

kas dan menamb 
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b. yang mengurangi aldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana 

alokasi umum transfer oleh Pemerintah Pusat 

dikoreksi oleh: 

1) Pemerintah menerima transfer dengan mengurangi akun 

gurangi saldo kas. 

2) Pemerintah pu at dengan menambah akun saldo kas dan 

menambah Ek 

15. Koreksi kesalahan at 

menambah maupun 

periode tersebut sud 

akun kas dan akun 

Contoh koreksi kesal 

a. 

menambah saldo 

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang 

terjadi pada periode-periode sebelumnya dan 

engurangi posisi kas, apabila laporan keuangan 

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada 

aldo Anggaran Lebih. 

an terkait penerimaan pembiayaan: 

aldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima 

pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu 

, dikoreksi oleh Pemerin tah Daerah dengan 

s dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih. 

b. aldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu 

Pemerintah Pusat engembalikan kelebihan setoran cicilan pokok 

pinjaman tahun 

akun Saldo An 

Contoh koreksi kesal 

u dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi 

Lebih dan mengurangi saldo kas. 

an terkait pengeluaran pembiayaan: 

a. saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu 

angsuran utang j panjang sehingga terdapat pengembalian 

pengeluaran angs ran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan 

menambah akun do Anggaran Lebih. 

b. saldo kas yait~ terdapat pembayaran suatu 

angsuran utang t un lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan 

mengurangi saldo as dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih. 

16. Koreksi kesalahan y g tidak berulang atas pencata tan kewajiban yang 

terjadi pada period periode sebelumnya dan menambah maupun 

mengurangi posisi . s, apabila laporan keuangan periode tersebut 

sudah diterbitkan, ct· ukan dengan pembetulan pada akun kas dan 

akun kewajiban bers gkutan. 

Contoh koreksi kesal pencatata11 kewajiban: 

a. yang menambah aldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena 

dikembalikannya elebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban 
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dikoreksi dengan enambah saldo kas dan menambah akun 

kewajiban terkait. 

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu 

angsuran kewajib yang seharusnya dibayarkan tahun lalu 

dikoreksi dengan nambah akun ke ajiban terkait dan mengurangi 

saldo kas. 

17. Koreksi kesalahan g tidak berulang yang terjadi pada periode-

periode sebelumnya di tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum 

maupun setelah la oran keuangan periode tersebut diterbitkan, 

dilakukan dengan p mbetulan pos-pos neraca terkait pada periode 

ditemukannya kesal 

Contohnya adalah pe geluaran untuk pembelian peralatan dan mesin 

dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. 

Koreksi yang dilakuk hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun 

jalan, irigasi, dan jar· gan dan menambah akun peralatan dan mesin. 

Pada Laporan Realis i Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi 

18. Koreksi kesalahan y g berhubungan dengan periode-periode yang lalu 

terhadap posisi kas d aporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan 

pada aktivitas yang b rsangkutan. 

19. Koreksi kesalahan di ngkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 

C. PERUBAHAN KEBIJAKA AKUNTANSI 

1. Para pengguna perlu embandingkan laporan keuangan dari suatu 

Entitas Pelaporan dar· waktu ke waktu untuk mengetahui tren posisi 

keuangan, kinerja, d arus kas. Oleh karena itu, Kebijakan Akuntansi 

yang digunakan ditera kan secara konsisten pada setiap periode. 

2. Perubahan di dalam p lakuan, pengakuan, atau pengukuran Akuntansi 

sebagai akibat dari per bahan atas basis Akuntansi, kriteria kapitalisasi, 

metode, dan estima i, merupakan contoh perubahan Kebijakan 

Akuntansi. 

3. Suatu perubahan K ijakan Akuntansi dilakukan hanya apabila 

penerapan suatu Kebi akan Akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh 

peraturan perundang" atau Kebijakan Akuntansi pemerintahan yang 

berlaku, atau apabila dipcrkirakan bahwa perubahan tersebut akan 

menghasilkan informa i mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, 

atau arus kas yang lebi , relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan 

keuangan Entitas. 
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4. Perubahan Kebijakan A untansi tidak me:r;icakup hal-hal sebagai berikut: 
I . d . . k. d' a. adopsi suatu Kebij an Akuntans1 pa a penst1wa atau eJa 1an yang 

secara substansi b beda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; 

dan 

b. adopsi suatu Kebij an Akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi 

yang sebelumnya ti ak ada atau yang tidak material. 

5. Timbulnya suatu kebiJ~an untuk merevaluasi aset merupakan suatu 

perubahan Kebijakan kuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut 

harus sesuai dengan s ,andar Akuntansi terkait yang telah menerapkan 

persyaratan-persyarat sehubungan dengan revaluasi. 

6. Perubahan Akuntansi harus disajikan pada Laporan 

Perubahan Ekuitas ®TI. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

7 . Pengungkapan se baik 

a. Sifat peru bahan ke 

b. 

yang lebih andal d 

a dirinci apa saja: 

"jakan akuntansi; 

·ebijakan akuntansi baru memberikan informasi 

relevan; 

c. Nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang 

terdampak perub kebijakan akuntansi untuk periode berjalan 

dan setiap sebelumnya yang disajikan, sepanjang 

memungkinkan; 

d . Laporan keuanga.Ili periode beriku nya tidak perlu mengulangi 

pengungkapan yan sama; dan 

e. Dalam hal perub an kebijakan akuntansi disebabkan adanya 

penerapan pernyat 

maka pengungkap 

dan tanggal ef ektif 

D. PERUBAHAN ESTIMASI 

1. Agar memperoleh L 

Akuntansi perlu dises 

penggunaan aset dan 

2. Pengaruh atau damp 

an standar akuntansi pemerintahan yang baru , 

ditambahkan d~ngan judul standar yang baru 

enerapan standar tersebut. 

oran Keuangan yang andal, maka estimasi 

'kan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan 

ondisi lingkungan Entitas yang berubah. 

perubahan estimasi Akuntansi disajikan pada 

Laporan Operasional ada periode perubahan dan periode selanjutnya 

sesuai sifat perubah . Sebagai contoh, perubahan estimasi masa 

manfaat aset tetap be engaruh pada LO tahun perubahan dan tahun­

tahun selanjutnya sel a masa manfaat aset tetap tersebut. 



jdih.pemalangkab.go.id

172 

3. Pengaruh perubahan te hadap LO periode berjalan dan yang akan datang 

diungkapkan dalam tatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak 

memungkinkan, haru diungkapkan alasan tidak mengungkapkan 

pengaruh perubahan it 

E. OPERASI YANG TIDAK D LANJUTKAN 

1. Apabila suatu misi ata tugas pokok dan fungsi suatu Entitas pemerintah 

dihapuskan oleh pera ran, maka suatu operasi, kegiatan, program, 

proyek, atau kantor ter ait pada tugas pokok tersebut dihentikan. 

2. Informasi penting dal operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat 

operasi, kegiatan, pr ram, proyek yang dihentikan, tanggal efektif 

penghentian, cara pen hentian, pendapatan dan beban tahun berjalan 

sampai tanggal pengh tian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau 

dampak pelayanan, engeluaran aset atau kewajiban terkait pada 

penghentian apabila a a harus diungkap an pada Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

3. Agar Laporan Keuanga,i disajikan secara komparatif, suatu segmen yang 

dihentikan itu harus ilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun 

berjumlah nol untuk ahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang 

a Laporan Keuangan. 

4 . Pendapatan dan beb operasi yang dihentikan pada suatu tahun 

berjalan, diakuntansi an dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah 

operasi itu berjalan akhir tahun Laporan Keuangan. Pada 

umumnya Entitas rencana penghentian, meliputi jadwal 

penghentian bertahap atau sekaligus, esolusi masalah legal, lelang, 

penjualan, hibah dan 1 ·n-lain. 

5. hen tian operasi apabila : 

a. Penghentian suat program, kegiatan, proyek, segmen secara 

Hal ini dapat diakibatkan oleh permintaan 

publik yang dilay yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain. 

b. Fungsi tersebut tet ada. 

c. kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, 

selebihnya berjal biasa. Relokasi suatu program, proyek, 

kegiatan ke wilay 

d. Menutup suatu fas litas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat 

biaya, menjual sar a operasi tanpa mengganggu operasi tersebut. 
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F. PERISTIWA LUAR BIASA 

1. ggambarkan suat kejadian atau transaksi yang 

secarajelas berbeda d i aktivitas biasa. r:;>i dalam aktivitas biasa Entitas 

Pemerintah Daerah ter asuk penanggulahgan bencana alam atau sosial 

yang terjadi berulang. engan demikian, yang termasuk dalam peristiwa 

luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang 

terjadi sebelumnya. 

2. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh Entitas adalah 

kejadian yang sukar d · tisipasi dan olefu karena itu tidak dicerminkan 

di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar 

kendali atau pengaruh ntitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu 

Entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama 

tidak tergolong luar bi sa untuk Entitas atau tingkatan pemerintah yang 

lain. 

3. Dampak yang terhadap realisasi anggaran karena peristiwa 

luar biasa terpenuh· apabila kejadian dimaksud secara tunggal 

menyebabkan penyera an sebagian besa±- anggaran belanja tak terduga 

atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran 

anggaran secara mend · sar. 

4. Anggaran belanja tak I terduga atau anggaran belanja lain-lain yang 

ditujukan untuk ke_Aerluan darurat biasanya ditetapkan besarnya 

berdasarkan perkira dengan memanfaatkan informasi kejadian yang 

bersifat darurat pada t un-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran 

berjalan terjadi peris iwa darurat, be cana, dan sebagainya yang 

menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa 

tersebut tidak dengan endirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama 

bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari 

anggaran yang tersedi . Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal 

menyerap 50% (lima p luh persen) atau l1ebih anggaran tahunan, maka 

peristiwa tersebut lay digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai 

petunjuk, akibat peny rapan dana yang besar itu, Entitas memerlukan 

perubahan atau pen eseran anggaran guna membiayai peristiwa luar 

biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan 

mata anggaran belan a tak terduga atau anggaran lain-lain untuk 

kebutuhan darurat. 

5. Dampak yang signifik terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa 

luar biasa terpenuh · apabila kejadian atau transaksi dimaksud 
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menyebabkan perubah yang mendasar dalam keberadaan atau nilai 

aset/kewajiban Entitas j . 
6. Peristiwa luar biasa me enuhi seluruh persyaratan benkut: 

a. Tidak merupakan k giatan normal dari Entitas; 

b. Tidak diharapkan te jadi dan tidak diharapkan terjadi berulang; 

c. Berada di luar kend i atau pengaruh Entitas; 

d . Memiliki dampak y g signifikan terhadap realisasi anggaran atau 

posisi aset/kewajib 

7. Hakikat, jumlah dan p ngaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa 

diungkapkan secara tewisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

G. PERISTIWA SETELAH T GGAL PELAPORAN 

1. Definisi 

a . Peristiwa setelah anggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang 

menguntungkan m pun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di 

antara tanggal pel poran dan tanggail laporan keuangan diotorisasi 

untuk terbit. 

b. Peristiwa tersebut d pat dibagi menja i duajenis, yaitu: 

1) Peristiwa yang emberikan bukti adanya kondisi pada tanggal 

pelaporan (mer 

pelaporan); dan 

peristiwa penyesuai setelah tanggal 

2) Peristiwa yang engindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal 

pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal 

pelaporan). 

c. Untuk menentuk suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa 

setelah tanggal p laporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal 

pelaporan dan tan al laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. 

Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan 

keuangan tersebut. rI'anggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit 

adalah tanggal sa t audit laporan keuangan telah selesai yang 

dinyatakan dalaJn LHP auditor atau tanggal saat pemerintah 

menyatakan bertamggung jawab atas laporan keuangan, apabila 

laporan keuangan t rsebut tidak diaudit. 

2. Pengakuan dan Pengukuran Peristiwa setelah tanggal pelaporan 

a . Dalam periode ant a tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan 

diotorisasi terbit, pemerintah mungkin mengumumkan 

t berda..mpak pada penyajian/pengungkapan pos­

pos dalam laporan euangan. Sejauh ana peristiwa akibat kebijakan 



jdih.pemalangkab.go.id

175 

pemerintah berd pak pada penyesuaian laporan keuangan 

tergantung pada: 

1) apakah kejadian peristiwa tersebut memberikan informasi yang 

cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan 

2) apakah terdapat ukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau 

dapat dipenuhi. 

b. Entitas menyesuaik jumlah yang dis jikan dalam laporan keuangan 

karena adanya peri iwa penyesuai set lah tanggal pelaporan, dengan 

con toh se bagai beri t : 

1) Penyelesaian ata pu tusan pengadilan yang telah bersifat final dan 

memiliki kekuat hukum tetap s telah tanggal pelaporan yang 

memutuskan balllwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal 

pelaporan. Entit s menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait 

dengan penyeles ·an putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada 

upaya lainnya. I 
2) Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang 

mengindikasik adanya penurunan nilai piutang pada tanggal 

pelaporan, mis ya informasi daluwarsa pajak (kedaluwarsanya 

hak untuk mel ukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, 

kenaikan, dan b'aya penagihan pajak) dan kepailitan debitor yang 

terjadi setelah t ggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan 

kemungkinan ·utang tidak dapat ditagih, sehingga perlu 

3) 

4) 

disesuaikan. 

mlah pendapatan berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari e itas lain yang be enang pada periode pelaporan 

setelah tanggal p laporan. 

atau kesalahan yang mengakibatkan 

salah saji lapor 

5) Pengesahan yan dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi 

perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau 

pendapatan yan0 terjadi sebelum tanggal pelaporan. 

6) Hasil pemeriks BPK yang tenbit setelah tanggal pelaporan 

keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui 

pemerintah. I 
c. Entitas tidak men esuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan 

keuangan karena danya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal 

pelaporan, dengan ontoh sebagai berikut: 
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penyajian kembali nilai aset dengan 

wajar secara teratur yang menyebabkan 

aset di antara ianggal pelaporan dan tanggal 

laporan keuang diotorisasi u tuk terbit. Penurunan nilai 

tersebut tidak lJ~rhubungan kondisi aset pada tanggal 
I 

1) Adanya kebij 

menggunakan 

laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang 

terjadi pada periode beriku tnya. 

2) Pengumuman p mbagian dividen yang dilakukan oleh Badan 

Usaha Milik Negara/Daerah setelah tanggal pelaporan. 

3. Pengungkapan peristiw setelah tanggal pelaporan 

Entitas pelaporan men . ungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi 

untuk terbit dan pihJ yang bertanggungjawab mengotorisasi laporan 

keuangan. 

4. Apabila entitas pelapo an menerima informasi setelah tanggal pelaporan 

dan sebelum tanggal lk.poran keuangan diotorisasi untuk terbit, maka 

entitas memutakhirk 

terse but. 

pengungkapan berdasarkan informasi terkini 

5. Apabila peristiwa nonp~enyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai 

yang material, tidak [j adanya pengungkapan dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas 

mengungkapkan infor asi un tuk setiap hal yang material dari peristiwa 

nonpenyesuai setelah anggal pelaporan, yang mencakup: 

a. Sifat peristiwa; dan 

b. Estimasi atas dam ak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi 

tersebut tidak dapa dibuat. 

6. Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan 

yang umumnya diungmpkan dalam laporan keuangan: 

a. Pengumuman untu II tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan 

pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait 

dengan penghenti program atau kegiatan pemerintah; 

b. Pembelian atau peler asan aset dalam jumlah yang signifikan; 

c. Kerusakan aset aki, at kebakaran sete ah tanggal pelaporan; 

d. Perubahan tidak n rmal setelah tanggal pelaporan atas harga aset 

atau kurs valu ta as °hg; 

e. Komitmen entitas 
1

atau timbulnya kewajiban kontiniensi seperti 

penerbitan jaminan lYang memiliki nilJ yang signifikan; dan 
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f. Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang terjadi 

setelah tanggal pelaporan, termasuk tun tu tan terkait 

ke beratan /banding/res ti tu si paj ak yang signifikan. 
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BAB XXII 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERJANJIAN 

KONSESI JASA - PEMBER! KONSESI 

A. DEFINISI 

Berikut adalah istilah-istilah yang digunak dalam kebijakan ini dengan 

pengertiannya: 

1. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemerintah 

daerah sebagai pemberi konsesi dan mitra, dimana: 

a. mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik 

atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan 

b. mitra diberikan kompensasi ata s pen ediaan jasa pelayanan publik 

selama masa perjanjian konsesi jasa. 

2. Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan 

kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, 

seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak 

dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum 

lainnya. 

3. Pemberi konsesi adalah entitas aku ntansi/pelaporan pemerintah daerah 

yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra. 

4 . Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam 

perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam 

menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh 

pemberi konsesi. 

5. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa 

publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, 

dan aset dimaksud merupakan aset yang: 

a . disediakan oleh mitra, yang: 

1) dibangun , dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau 

2) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; a tau 

b. disediakan oleh pemberi konsesi, yang: 

1) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau 

2) merupakan pen ingkatan aset pemberi konsesi. 

B. PENGAKUAN ASET KONSESI JASA 

1. Pemerintah daerah mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan 

peningkatan aset pemberi konsesi yan dipartisipasikan sebagai aset 

konsesi jasa apabila: 
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a. pemerintah daerah mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik 

yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut 

diberikan, serta penetapan tarifnya; dt. . .. 

b. pemerintah daerah mengendal1kan (yaitu melalm kepem1hkan, hak 

manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset 

di akhir masa konsesi. 

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam 

perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) 

jika persyaratan/pengakuan atas aset kon.sesi terpenuhi. 

3. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian 

konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan 

jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri 

dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset 

sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi yang mengatur 

Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi yang mengatur 

Akuntansi Aset Tak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi 

jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan 

dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk 

penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. 

Komponen aset konsesijasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara 

sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi 

oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa. 

C. PENGUKURAN ASET KONSESI JASA 

1. Pemerin tah daerah melakukan pengukuran awal perolehan atas aset 

konsesi jasa sebesar nilai wajar, kecuali atas aset konsesi jasa yang 

berasal dari reklasifikasi. 

2. Pemerintah daerah melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya 

tersebut sebagai aset konsesi jasa ketika aset yang dimiliki pemerintah 

daerah memenuhi kondisi persyaratan sebagai aset konsesi. 

3. Reklasifikasi aset menjadi aset konsesijasa diukur dengan menggunakan 

nilai tercatat aset. 

4. Setelah pengakuan awal atau reklasifikflsi, perlakuan akuntansi atas 

aset konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang 

mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak 

Berwujud. 

5. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam 

jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan 
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kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi 

yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur 

menggunakan nilai tercatat aset. 

D. PENGAKUAN KEWAJIBAN ATAS ASET KO SESI JASA 

1. Pemerintah daerah mengakui kewajiban pada saat pemerintah daerah 

mengakui aset konsesi jasa. 

2. Pemerintah daerah tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa 

yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam 

pengakuan aset konsesi jasa, kecuali jia terdapat tambahan imbalan 

yang disediakan oleh mitra. 

3. Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama 

dengan nilai aset konsesi jasa yaitu sebesar nilai wajar, disesuaikan 

dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemerintah daerah 

kepada mitra, atau sebaliknya. 

4 . Pengakuan kewajiban ditentukan ber asarkan sifat imbalan yang 

dipertukarkan antara pemerintah daerah dan mitra. Sifat imbalan yang 

diberikan oleh pemerintah daerah kepada mitra ditentukan dengan 

mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, 

jika ada, hukum perjanjian yang relevan. 

5. Pemerintah daerah mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban 

kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesijasa 

berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban 

kontinjensi dan aset kontinjensi. 

6. Pemerintah daerah mencatat pendapatan lainnya atas konsesi jasa 

berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari 

transaksi pertukaran. 

E. PENGUKURAN KEWAJIBAN ATAS ASET KONSESI JASA 

1. Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemerintah daerah 

memberikan kompensasi kepada mitra a tas aset konsesi jasa melalui 

skema atau skema kombinasi dari: 

a. pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (financial 

liability modeij; 

b. pemberian hak usaha kepada mitra (grant of a right to the operator 

mode~, misalnya: 

1) pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari 

para pengguna jasa aset konsesi jasa; a tau 
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2) pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset 

konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan 

fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas 

penyediaanjasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk 

jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak 

berhubungan dengan penyelenggaraanjaringanjalan tol ataujasa 

layanan pu blik. 

2. Pemerintah daerah mengakui kewajiban sebagai kewajiban keuangan, 

dalam hal pemerintah daerah memiliki tanggungan kewajiban tanpa 

syarat untuk membayar kas atau asdt keuangan lain kepada mitra 

sehubungan pembangunan, 

peningkatan aset konsesi jasa. 

pengembangan, perolehan, atau 

3. Pemerintah daerah memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk 

membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar 

kepada mitra terhadap: 

a. jumlah tertentu atau dapat ditentukr; atau; 

b. kekurangan, jika ada, antara jumlah'. yang diterima mitra dari para 

pengguna jasa layanan publik dan ·umlah tertentu/sesuai skema 

kewajiban keuangan, walaupun jika pembayaran tersebut 

bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi 

jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau 

efisiensi terten tu. 

4 . Perlakuan atas kewajiban keuangan berpedoman pada standar 

akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah 

diatur dalam kebijakan ini. 

5. Pemerintah daerah mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan 

mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran 

sebagai: 

a. pengurang nilai pengakuan kewajibap yang diakui; 

b. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan 

c. bagian tagihan atas ketersediaan jas pelayanan publik oleh mitra. 

6. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas 

ketersediaanjasa pelayanan publik oleh mitra sesuai maksud perjanjian 

konsesi jasa, diakui sebagai be ban. 

7. Komponen ketersediaan jasa pelayana publik atas pembayaran dari 

pemerintah daerah kepada mitra dialo asikan dengan mengacu pada 

nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa , an ketersediaan jasa pelayanan 
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publik ketika kornponen aset dan kornponen ketersediaan jasa 

pelayanan publik yang diatur dalarn perjanjian konsesi jasa dapat 

diidentifikasi secara terpisah. 

8. Kornponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pernbayaran dari 

pernerintah daerah kepada rnitra ditentukan dengan estirnasi ketika 

kornponen aset dan kornponen ketersedi an jasa pelayanan publik tidak 

dapat diidentifikasi secara terpisah. 

9. Pernerintah daerah rnencatat pengakuan kewajiban atas jasa konsesi 

sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang tirnbul dari 

pertukaran aset antara pernberi konsesi dan rnitra dalarn hal pernerintah 

daerah tidak rnerniliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk 

rnernbayar kas atau aset keuangan lain kepada rnitra sehubungan 

dengan pernbangunan, pengernbangan, perolehan, atau peningkatan 

aset konsesi jasa, dan rnernberikan hak kepada rnitra untuk rnernungut 

pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau 

pengelolaan aset selain aset konsesi jasa. 

10. Pernerintah daerah rnengakui pendapatan dan rnengurangi kewajiban 

(pendapatan tangguhan) berdasarkan substansi ekonorni dari perjanjian 

konsesi jasa. 

11. Pernerintah daerah rnernberikan kornpensasi kepada rnitra atas aset 

konsesijasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pernberian 

hak untuk rnernungut pendapatan dari pengguna aset konsesijasa atau 

rnengelola aset selain aset konsesi jasa 1una rnernperoleh pendapatan. 

12. Transaksi rnernberikan kornpensasi kepada rnitra atas aset konsesi jasa 

dan ketersediaan jasa pelayanan publik, rnerupakan transaksi 

pertukaran yang rnenirnbulkan pendapatan. 

13. Pernerintah daerah rnernberikan hak kepada rnitra berlaku selarna rnasa 

konsesi, Pernerintah Daerah tidak secara langsung rnengakui 

pendapatan dari pertukaran sebagairnana tersebut pada pernbahasan 

nornor 11 dan 12. 

14. Pernerintah daerah rnengakui bagian atas pendapatan yang belurn 

terealisasi atau yang rnasih ditangguhkan sebagai kewajiban. 

15. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonorni dari perjanjian 

konsesi jasa, dan rnengurangi kewajib pendapata.."1 tangguhan. 

16. Pemberian hak usaha kepada rnitra y g rnenirnbulkan pernbayaran 

dari pemerintah daerah kepada rnitraJ sehubungan pernakaian aset 

konsesi jasa yang jasa publiknya dinikrnati oleh pihak ketiga atau 
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masyarakat, pembayaran tersebut mer pakan transaksi imbal balik 

atas pertukaran untuk pemakaian a et konsesi jasa dan bukan 

berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa atau pun pengurang nilai 

kewajiban pendapatan tangguhan. 

17. Pemerintah daerah memberikan imbalan berupa pembayaran kepada 

mitra atas penggunaan layananjasa publik dari pemakaian aset konsesi 

jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai belanja pada Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA) dan beban pada Laporan Operasional (LO). 

F. MEMBAGI PERJANJIAN 

1. Perjanjian konsesijasa dapat dilakukan dengan menggunakan dua skema 

baik skema kewajiban keuangan maupun skema pemberian hak usaha 

kepada mitra sekaligus dalam satu perjanjian konsesi jasa. 

2. Perjanjian konsesi jasa baik menggunakan skema kewajiban keuangan 

maupun skema pemberian hak usaha kenada mitra sekaligus dalam satu 

perjanjian konsesi jasa, Pemerintah Daerah membayar atas biaya 

pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa dan 

sebagian melalui skema pemberian hak u aha kepada mitra. 

3. Pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk 

masing-masing skema. 

4 . Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah 

sama dengan jumlah kewajiban yang diukur. 

5. Pemerintah daerah mencatat masing-masing bagian kewajiban 

berdasarkan masing-masing skema baik itu menggunakan skema 
I 

kewajiban keuangan maupun skema pemberian hak usaha kepada mitra 

sekaligus dalam satu perjanjian konsesi jasa. 

G. PENY AJIAN 

Pemerintah daerah menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada 

kebijakan akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan. 

H.PENGUNGKAPAN 

Hal-hal yang perlu diungkapkan pemerintah daerah dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan erjanjian konsensi jasa pada 

setiap periode pelaporan antara lain: 

1. Kebijakan akuntansi yang pen ting terkait dengan konsesi jasa; 

2. deskripsi perjanjian, kontrak, atau nerikatan yang dipersamakan 

sehubungan perjanjian konsesi jasa unituk masing-masing perjanjian 

konsesi jasa baik secara individual, kelompok, maupun gabungan; 
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3. ketentuan yang signifi~an dalam perjanJian konsesi jasa yang dapat 

memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas 

di masa depan (misalnya masa konse i, tanggal penentuan ulang 

harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif a.au negosiasi ulang). 

4. sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari: 

a. hak untuk menggunakan aset yang dit(entukan; 

b. hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang 

ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa; 

c. nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan 

keuangan, termasuk aset milik pemb ri konsesi yang direklasifikasi 

sebagai aset konsesi jasa; 

d . hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian 

konsesi jasa; 

e. opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi 

konsesi jasa; 

f. ketentuan hak dan tanggungjawab lai nya, misalnya perbaikan besar 

komponen utama aset konsesijasa (overhaun; 

g. ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi 

jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; 

dan 

5. Perubahan dalam perjanjian konsesi ja:sa yang terjadi pada periode 

laporan keuangan tahun berjalan. 

I. KETENTUAN TRANSISI 

Terhadap perjanjian konsesi jasa yang telah berlangsung sebelum 

berlakunya kebijakan akuntansi ini, pemerintah daerah menentukan 

dampak kumulatif atas penerapan standar ini mulai periode yang paling 

memungkinkan dengan mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur 

Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebij an Akuntansi, Kesalahan, 

Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan. 



jdih.pemalangkab.go.id

185 

BAB XXIII 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI 

A. DEFINISI 
1. Berikut adalah istilah-istilah yang diguna an dalam kebijakan ini dengan 

pengertiannya: 

a . Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung 

dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi 

penyusutan. 

b. Biaya perolehan adalah jumlah kas a au setara kas yang telah dan 

yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah 

dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada 

saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam 

kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. 

c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai 

investasi berdasarkan biaya perolehan. 

d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar 

pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi 

wajar. 

e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan 

sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak 

untuk: 

1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum, dalam produks· atau penyediaan barang atau 

jasa atau untuk tujuan administratif; atau: 

2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat. 

2. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh 

pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan 

pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau 

penyediaan barang atau jasa atau untuk ujuan administratif. 

B. PROPERTI INVESTASI 

1. Pemerintah daerab dapat memiliki properti investasi yang digunakan 

untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai 

dengan keadaan sebagai berikut: 

a. Pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis 

komersial; atau 
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b. Pemerintah daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk 

mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang 

diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. 

2. Pemerintah daerah dapat memiliki aset berwujud berbentuk properti yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk 

digunakan dalam kegiatan pemerin tah a tau dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum. Apabila pemerintah daerah mengelola aset properti 

untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/ atau memperoleh kenaikan 

nilai, maka aset tersebut termasuk dalam definisi properti investasi. 

3. Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak 

bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. 

4. Berikut ini adalah contoh properti investasi: 

a . tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan 

tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual 

dan/ atau diserahkan dalam rangka elayanan kepada masyarakat 

atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek; 

b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan 

penggunaannya di masa depan. Jika pemerintah daerah belum 

men en tukan penggunaan tanah se bagai properti yang digunakan 

sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalrun rangka pelayanan 

kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang lain dalam jangka 

pendek, tanah terse but diakui se bagai tanah yang dimiliki dalam 

rangka kenaikan nilai; 

c. bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (atau dikuasai oleh 

pemerintah daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada 

pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi; 

d . bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi 

tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih 

sewa operasi; 

e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di 

masa depan digunakan sebagai properti investasi. 

5. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan 

dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini: 

a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam 

rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses 

pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/ atau diserahkan 

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang 
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diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu 

dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali; 

b. properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan 

atas nama pihak ketiga; 

c. properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang 

dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang 

digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di 

masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang 

digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang 

menunggu untuk dijual; 

d. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa 

pembiayaan; 

e. properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan 

tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah 

memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah dengan men enakan sewa di bawah harga 

pasar; 

f. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai 

dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap. 

g. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa 

dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. 

6. Dalam hal pemerintah daerah memiliki aset yang digunakan secara 

sebagian untuk menghasilkan pendapata!Il sewa atau kenaikan nilai dan 

sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, 

penentuan klasifikasi asetnya sebagai berikut: 

a. apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, 

pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah; 

b. apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara 

terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi 

hanyajika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 

20% aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. 

7. Pemerintah daerah memperlakukan aset sebagai properti investasi 

apabila tambahan biaya jasa layanan kepada para penyewa properti 

dalam jumlah yang tidak sign ifikan atas n ilai keseluruhan perjanjian. 

8. Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, 

transaksi properti investasi terjadi antara entitas pelaporan dan entitas 

akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan 
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properti investasi tersebut berada dalam s tu kesatuan ekonomi. Pesewa 

menyajikan aset tersebut sebagai properti investasi jika pola penyewaan 

dilakukan secara komersial, namun demi ·an untuk keperluan penyajian 

laporan keuangan konsolidasian aset tersebut disajikan sebagai aset tetap 

sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi aset. 

9. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya 

maka bagian properti investasi yang isewakan kepada pemerintah 

lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua 

entitas pelaporan. 

C.PENGAKUAN 

1. Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan 

kontrak/ perjanjian kerja sama atau berita acara serah terima (BAST) atau 

surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui 

sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria: 

a. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke 

pemerin tah daerah di masa yang akan datang dari aset properti 

investasi; dan 

b. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur 

dengan andal. 

2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria 

pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian 

yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti 

yang tersedia pada waktu pengakuan awal. 

3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari 

bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti 

investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya 

disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan. 

4. Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada 

saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, 

termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, 

dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan 

untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi. 

5. Berdasarkan prinsip pengakuan properti investasi, pemerintah daerah 

tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti terse but se bagai 

jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan 

pemeliharaa..ri properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari 
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tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, 

dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. 

6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. 

Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam 

jumlah tercatat properti investasi atas bia a penggantian bagian properti 

investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. 

Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

D. PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL 

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. 

2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi nonpertukaran, 

properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada 

tanggal perolehan. 

3. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga 

pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara 

langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara 

lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya. 

4. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya- biaya di 

bawah ini: 

a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk 

membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan); 

b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi 

mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau 

c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang 

terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti 

investasi. 

5. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya 

perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antarajumlah tersebut 

dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit. 

6. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa 

dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa 

pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih 

rendah antara nilai wajar dan nil · kini dari pembayaran sewa 

minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas. 

7. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari 

pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya 

perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti 
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yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan se bagai properti 

investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar 

dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya. 

8. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset 

moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non­

moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai 

wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi 

komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang 

diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh 

tidak dapat diukur dengan nilai waj r, biaya perolehannya diukur 

dengan jumlah tercatat aset yang dise ahkan. 

9. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi 

komersial atau tidak, pemerintah daerah mempertimbangkan apakah 

arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat 

berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi 

pertukaran memiliki substansi komersial jika: 

a. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi 

jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau 

potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau 

b. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh 

perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan 

c. selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari 

aset yang dipertukarkan. 

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki 

substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi 

entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas 

sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan 

perhitungan yang rinci. 

10. Nilai wajar suatu aset di man.a transaksi pasar yang serupa tidak 

tersedia, dapat diukur secara andal jika: 

a. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk 

aset tersebut tidak signifikan; atau 

b. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara 

rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika 

pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik 

dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset 

yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari 
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aset yang diterima kecuali jika nilai ajar aset yang diterima lebih 

jelas. 

11. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam 

satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. 

Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi 

lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai 

wajar. 

E. PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL 

1. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai 

perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. 

2. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode 

penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset 

Tetap yang berlaku. 

3. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak 

diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut 

penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. 

4 . Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan 

ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. 

5. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi 

atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode 

revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah 

direvaluasi seluruhnya. 

6. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari 

revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan 

keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and 

values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat 

dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali 

tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap 

diperbarui. 

7. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar 

berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai 

tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode 

dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai 

sebesar nilai wajar dikurangi akum lasi penyusutan. Pemerintah 

daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang 

direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut. 
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8. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat 

revaluasi, maka kenaikan terse but diakui sebagai 

peningkatan/penurunan dalam ekuitas. 

9. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif 

un tuk properti seru pa dalam lokasi an kondisi yang sama dan 

berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah 

daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, 

atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan 

kontrak lain yang berhubungan dengan I roperti. 

10. Apabila tidak tersedia harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, 

pemerintah daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai 

sumber, termasuk: 

a. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, 

kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau 

kontrak lain yang berbeda) , disesuaikan untuk mencerminkan 

perbedaan tersebut; 

b. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, 

dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam 

kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, 

dan 

c. proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa 

depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang 

terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan ijika mungkin) 

dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti 

seru pa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif 

diskonto yang mencerminkan penilaiar1 pasar kini dari 

ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas. 

11. Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan 

penilaian secara internal ataupun penil · secara independen. 

F. PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI 

1. Properti investasi disajikan sebagai aset nonlancar pada neraca dalam 

mata uang rupiah. 

2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset 

lainnya. 

3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk 

memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai , pemerintah daerah 

dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas 
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properti investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan 

memanfaatkan properti terse but di masa mendatang. 

Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud 

pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak 

berkelanjutan. 

G.PENGUNGKAPAN 
Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain: 

1. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat 

( carrying amount); 

2. metode penyusutan yang digunakan; 

3. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 

4. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan 

akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; 

5. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir 

periode, yang menunjukkan: 

a. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang 

dihasilkan dari penggabungan dan pe ambahan pengeluaran setelah 

perolehan yang diakui sebagai aset; 

b. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan; 

c. pelepasan; 

d. penyusutan; 

e. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan 

sendiri; dan 

f. perubahan lain. 

6. apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, 

nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal- hal sebagai 

berikut: 

a. uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi; 

b. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi; 

c. tanggal efektif penilaian kembali; 

d. nilai tercatat sebelum revaluasi; 

e. jumlah penyesuaian atas nilai wajar; 

f. nilai tercatat properti investasi setel revaluasi. 

7. apabila penilaian dilakukan secara bert ahap, mengungkapkan hasil 

revaluasi properti investasi; 
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8 . apabila pengklasifikasian atas properti in estasi sulit dilakukan, kriteria 

yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti 

yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual 

dalam kegiatan usaha sehari-hari.; 

9. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai 

wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti 

investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar 

tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan 

faktor lain (yang harus diungkapkan ole entitas tersebut) karena sifat 

properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat 

diperbandingkan; 

10. apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan 

penilai independen, sejauh mana kuali!fikasi profesional yang relevan 

serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai; 

11. jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk: 

a. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi; 

b. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan} 

yang timbul dari properti investasi Yi g menghasilkan penghasilan 

rental selama periode tersebut; 

c. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) 

yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan 

pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut. 

12. kewaj iban kontraktual untuk membeli, membangun atau 

mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan 

atau peningkatan; 

a. properti investasi yang disewa oleh e titas pemerintah lain; dan 

b. informasi lain terkait dengan properti investasi. 

H. ALIHGUNA 

1. Alihguna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, 

terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan: 

a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, 

dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap; 

b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, 

dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan; 

c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/ atau entitas 

pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi; 
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d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan 

menjadi properti investasi. 

2. Pemerintah daerah mengalih gunakan p •operti dari properti investasi 

menjadi persediaan dengan perlakuan sebagai berikut: 

a. pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan 

tetap menggunakannya di masa dep sebagai properti investasi, 

maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui 

sebagai properti; 

b. terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan 

dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual maka 

pemerintah daerah mereklasifikasi a et properti investasi menjadi 

persediaan; dan 

c. terdapat keputusan untuk melepas properti investasi tanpa 

dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan 

properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya 

dan dihapu skan dari la po ran posisi keuangan serta tidak 

memperlakukannya sebagai persediaan. 

3. Pemerintah daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung­

gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti 

investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan 

tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa 

dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan 

sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa. 

4. Alihguna antara properti investasi, prope ti yang digunakan sendiri, dan 

persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan 

serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan 

pengungkapan. 

5. Alihguna aset properti investasi menggunakan nilai tercatat pada saat 

dilakukannya alihguna. 

I. PELEPASAN 

1. Properti investasi dihentikan pengakuann a pada saat : 

a. pelepasan; atau 

b. ketika properti investasi tersebut idak digunakan lagi secara 

permanen; a tau 

c. tidak memiliki manfaat ekonomi 

diharapkan pada saat pelepasan. 

i masa depan yang dapat 
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2. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, 

dihapuskan atau dihentikan pengakuannya. 

3. Pemerintah daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu 

dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset terse but 

dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. 

4. Pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai 

indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti 

pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian 

yang diganti tersebut tidak dapat ditentukan secara praktis. 

5. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan 

properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan 

dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit Non­

Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan 

terse but. 

6. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya 

diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi 

ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara 

harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang 

setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga. 

7 . Pemerintah daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan 

dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut. 

8. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan 

penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui 

sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai 

piutang. 

J. KETENTUAN TRANSISI 

1. Pemerintah daerah menerapkan kebijaka ini dengan mengklasifikasikan 

asetnya ke dalam properti investasi pada saat pertama kali dengan 

menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya. 

2 . Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini secara 

prospektif. 
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BAB XXIV 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN 

A. DEFINISI 

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang 

menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara 

tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. 

Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi duajenis, yaitu : 

1. peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan 

(merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan); dan 

2. peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal 

pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal 

pelaporan). 

B. OTORISASI PENERBITAN LAPORAN KEU GAN 

1. Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah 

tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan 

tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. 

2. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan 

keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit 

adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan 

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) auditor atau tanggal saat 

pemerintah menyatakan bertanggungja ab atas laporan keuangan, 

apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit. 

3. Proses yang terjadi di antara penyusunan iaporan keuangan dan otorisasi 

penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat 

organisasi, struktur organisasi, ketent an yang wajib diikuti oleh 

pemerintah daerah serta prosedur yang ditetapkan dalam proses 

penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan. 

C. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN 

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan 

diotorisasi untuk terbit, pemerintah daerah mungkin mengumumkan 

kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/ pengungkapan pos-pos 

dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan 

pemerintah daerah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan 

tergantung pada: 

1. apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup 

tentang kondisi terkini pada tanggal pelap ran; dan 
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2. apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat 

dipenuhi. 

D. PERISTIWA PENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN 

1. Pemerintah daerah menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan 

keuangan karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan. 

2. Beberapa contoh peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan yang 

memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk 

mengakui peristiwa yang belum disajikan ebelumnya, antara lain: 

a. Penyelesaian atas pu tusan pengadilan yang telah bersifat final dan 

memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang 

memutuskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban kini pada 

tanggal pelaporan. Pemerintah daerah menyesuaikan nilai kewajiban 

yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah 

tidak ada upaya lainnya. 

b. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang 

mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal 

pelaporan, misalnya informasi kedaluwarsa pajak (kedaluwarsanya 

hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, 

kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitur yang 

terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan 

kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan. 

c. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan 

setelah tanggal pelaporan. 

d. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah 

saji laporan keuangan. 

e. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi 

perbendaharaan um um terhadap transaksi belanja dan/ atau 

pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan. 

f. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terbit 

setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang 

seharusnya diakui pemerintah. 

E. PERISTIWA NONPENYESUAI SETELAH TA GGAL PELAPORAN 

1. Pemerintah daerah tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam 

laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal 

pelaporan. 
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2. Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan di 

antaranya: 

a. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan 

nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset di 

antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi 

untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan 

kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan 

menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya. 

b. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh BUMD setelah 

tanggal pelaporan. 

F. KESINAMBUNGAN ENTITAS 

1. Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar 

kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat 

penetapan pemerintah daerah untuk me akukan likuidasi atas entitas 

pelaporan dalam jangka pendek. 

2. Kebijakan akuntansi ini mensyaratkan pemerintah daerah untuk 

mencerminkan tidak terpenuhinya dasar kesinambungan entitas dalam 

laporan keuangannya. Dampak perubahan akan tergantung pada 

keadaan khusus seperti apakah operasj akan dialihkan ke entitas 

pemerin tah lain a tau di likuidasi. 

3. Kebijakan akuntansi ini mempertimbangkan apakah perubahan kondisi 

menimbulkan kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam kontrak 

utang yang mengarah pada reklasifikasi tang jangka Panjang menjadi 

utang jangka pendek ketika asumsi kesmambungan entitas tidak lagi 

terpenuhi. 

4. Kebijakan akuntansi penyajian laporan k uangan mensyaratkan adanya 

suatu pengungkapan apabila: 

a . Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas. 

Kebijakan akuntansi penyajian laporan keuangan mensyaratkan 

bahwa pada saat laporan keuang tidak disusun atas dasar 

kesinambungan entitas, hal tersebut harus diungkapkan, bersama 

dengan dasar penyusunan laporan keuangan yang digunakan dan 

alasan mengapa en titas dianggap tid berkesinambungan; atau 

b. Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan 

menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang 

dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk 

melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang 
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memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan. 

Kebijakan akuntansi penyajian laporan keuangan mensyaratkan 

ketidakpastian tersebut untuk diungkapkan. 

G.PENGUNGKAPAN 
1. Pengungkapan Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit 

a. Pemerintah daerah mengungkapkan tanggal laporan keuangan 

diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab 

mengotorisasi laporan keuangan. 

b. Tanggal laporan keuangan diotorisasi ntuk terbit penting diketahui 

oleh pengguna karena laporan ke angan tidak mencerminkan 

peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. 

2. Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi padja Tanggal Pelaporan 

a . Pemerintah daerah memutakhirkan pengungkapan berdasarkan 

informasi terkini apabila menerima informasi setelah tanggal 

pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk 

terbit. 

b. Pemerintah daerah perlu memutakhirkan pengungkapan laporan 

keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah 

tanggal pelaporan, walaupun informas:i tersebut tidak mempengaruhi 

jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh 

perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti tentang 

kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru tersedia 

setelah akhir tanggal pelaporan. 

3. Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan 

a. Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki 

nilai yang material, tidak adanya pengumgkapan dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan pengguna laporan. 

b. Pemerintah daerah mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang 

material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, yang 

mencakup: 

1) sifat peristiwa; dan 

2) estimasi atas dampak keu angan, atau pernyataan bahwa estimasi 

tersebut tidak dapat dibuat. 

4. Contoh peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan yang umumnya 

diungkapkan dalam laporan keuangan an 1ara lain: 
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a. pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan 

pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait 

dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah; 

b. pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan; 

c. kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan; 

d. perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset 

atau kurs valuta asing; 

e. komitmen pemerintah daerah atau timbulnya kewajiban kontinjensi 

seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan 

f. dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang terjadi 

setelah tanggal pelaporan, termasuk tun tu tan terkait 

keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan. 

BUPATI PEMALANG, 

ttd 

cap 

MANSUR HIDAYAT 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEMALANG 

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H 
Pembina 

NIP. 19781029 200604 1 008 
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Kepada Yth 
Lewat Yth 
Dari 
Tanggal 
Nomor 
Lampiran 
Hal 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SEKRETARIAT DAERAH 
NOTA DINAS 

Bupati Pemalang U(n.z.;/U 
Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang l ~ 

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang 
'2.Q November 2023 

180/ T~/Hk 
1 ( satu) Berkas 
Asmanan Peraturan Bupati 

Dilaporkan dengan hormat, 

1. Telah Dikoreksi Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Daerah Kabupaten Pemalang. 
Yang Telah Diajukan Oleh BPKAD Kabupaten Pemalang. 

2 Koreksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. 

3. Bahwa telah dimohonkan Harmonisasi ke Kantor Wilayah Jawa Tengah 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam 
surat Bupati Nomor : 180/254/Hk tanggal 25[s}~Danuari 2023 Hal: 
Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Pemalang tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daera Kabupaten Pemalang. 

4. Bahwa telah dimohonkan Fasilitasi kepada Gubernur Jawa Tengah 
sebagaimana tertuang dalam surat Bupati Nomor : 180/4758/HK tanggal 30 
Januari 2022 Hal: Mohon Fasilitasi Raperbup tentang Kebjakan Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Pemalang dan hasil Fasilitasi sebagaimana tertuang 
dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/0003223 tanggal 22 
Februari 2023 hal: Hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Pemalang. 

5. Untuk itu mohon asmanan. 

MENGETAHUI 

Pit. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA 
SEKDA KABUPATEN PEMALANG 

J<EPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KA'BUPATEN PEMALANG, 

KEPALA BAG PEMERINTAHAN 

., .Si 

Pem na Tingkat I 

NIP. 19 203 199203 1 008 NI . 19651104 199403 1 008 
SUB 

PARAF KOORDINATOR 

HIERARKI ~ 

Jalan Surohadikusumo No. 1 Pemalang 52312 Prov. Jawa Tengah 

Telp. (0284) 321068-321368 Faks. (0284) 322229 
Website: www.Pemalangkab.go.id 

http://www.Pemalangkab.go.id
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Nomor 
S1fat 
Lampiran 
Hal 

Tembusan . 

PEMERINT A.~ Kt,B~ ~> \ f EN ::,E MALANG 
SEKRETARlAT DAERAH 

i 80, -,: IHk 
Segera 
• ,salu) Bendel 
PPr rnohonan Harrnon,sa ;, 
Haperoup Pemalang tent;,r fl 
Keb11akan Akuntans, Pernenn '. th 
Daerah Kabupaten Pemalang 

=••~ , 1.3 ang, \ Januari 2023 
~:epada 

1 '• h ~;epala Kantor Wilayah Jawa Tengah 
~,ementenan Hukum dan HAM 

[), -

SEMARANG 

Bahwa berdasar ar kete·1tu11 Pai;al FD JO Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 
Unc· ng-Undang omor 12 -r 31" J' 2•~ 1 1 tentang Pembentukan Peraturan 
PrnJndang-undangan se agam1, ri. (!lc1~1 c1ubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 1 '3 T t'Lr .~ · '.':> t(!rtang Perubahan Kedua atas Undang­
lJ11:::a11g Nomor 12 Tahun :'O I I t:· 1tan£, Pembentukan Peraturan Perundang­
unc1a,gan bahwa pengharmonhd!,t, 11 pembulatan, dan pemantapan konsepsi 
Ha'1cangan Peraturan Kepali! ( a-:ra d1laksanakan oleh instans1 vert1kal 
kementen n atau lembaga ym ~l 11t:?r )f'ltmggarakan urusan pemenntahan di 
btdang Pembentukan Peraturan Fm Jr •da"{I- Jndangan 

Mendasarkan hal terse lul j, 3tas, kam, mohon dengan hormat 
peng armon1sas1an terhadap Ra'1c l' qan Peraturan Bupati, sebaga1 benkut ya1tu 
tentang Keb1Jakan Akunta'1S Fe '11.rr1t,1h Daerah Kabupaten Pemalang. 
i,E>baga,mana terlampir 

Oem1k1an untu Me'lJadi 1 . t!II ◄~. -1 dar ouna sepertunya. 

An BUPATI PEMALANG 
rah 

Lb. han & Kesra 

1. Pit. Bupat Pemalang (sebaga, laporari), 
2 PJ. Sekret311s Daemli Kabupaten Pernalann 

(sebaga, lapornnl. 
3. Kasubag Tata Usaha pada Bag1an Umur, 

Setda Kat>1.paten Pemalang 

Jalar1 . Surohad1kusumo ~,o 1 ~e Tc la1 !I : 2; 1.' Prov Jawa Tcngah 

Telp . (0284 ) 321068·32.J1i8 =aK'· 0284) 322229 
Web,1t : W\'M J er-al 11gkJ ). }().Id 

http://www.Pemal
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Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

Tembusan: 

PEMERINn,H ~ABUPATEN PEMALANG 

'.:-EKRETARIAT DAERAH 

180/ t. 7,_,i'. .' H < 
Segera 
1 (satL) be· de 
Mohon Fas1 it,1si 
tentanq ~:ebi j::1kc111 
Pemerinta l1 D.~ercil1 
Perna!.: ng . 

Pemalang, '10 DeSE~mber 2022 
Yth. Gubernur Jawa Tengah 

Cq. Biro Hukum Setcia 
Provinsi Jawa -engah 

Raperbup Di 
l1i<untansi S E M A R A N G 
abupaten 

3ahwa :)ercic :ic r><.an ketentuan Pasal 87 ayat (2) Peraturan Menteri 
Dalam Negw1 111omi: r 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum 
Daerat·, se:ia: :1 111c111a telah diubah ciengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor :2c TahJn .?Cll.E, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri N 111or 130 -- : hun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah, 
menye )utkiln t:,dhw: Pe111binaan terhaclap rancangan prociuk hukum ciaerah 
berbentuk peratura1 cl1 ~abupaten/kota ctilakukan oleh gubernur. 

3ahm t,2rd,1i;3 rka ~ Pasat 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 20l ~i te-1:an£ Pern::>entukan Prociuk Hukum Daerah, sebagaimana telah 
ciiubah der g,11 Perc1tJrc n Menteri Dal am Negeri Nomor :.20 Tahun 2018 
tentanq Pe·i..-bal1an O.tas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 l •:!nta11g PernJ,~ " t.ukan Prociuk Hukum Daerah, ciilakukan cialam bentuk 
Fasilita:;i te · adap r: nc:angan Perda, rancangan Perkacia dan/atau rancangan 
Peraturan CPF . . 

:;e1ub•Jnqc1n :ien9c:m hal tersebut, kami mohon fasititasi terhadap 
RaperbJp <~1:i.1patE 11 P,:malang tenta1g Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Daerah Kabupallm :>Eimal3ng. 

)ern i iar unt . k rno=njadikan periksa dan guna seperlunya. 

An. BUPATI PEMALANG 
Sekretaris Daerah 

~ intahan 
/ 'PU-l'.~ Rakyat 

'~~ l ., 
. c:( 5£1"fl 

:.-. .,~­
·. ;, MQ 

Pembina 
NIP. 19661228 198702 1 002 

l. Bupati Pemalang :sebcgci apcril~ ); 
2 . Sekretaris Daerah Kabupatc·n P1 ?rnala1g (sebagai laporan); 
3. Kabag Umum Setc a Kc l)upate11 'e~1,3lang. 

Jala 11. S1, rc,h,Jcl kJ s1 1111,) 'J:. 1 Pemalang 52312 Prov. Jawa Tengah 
Tf lJ . ;(l:!3,1 ::.~:068-321368 Faks. (0284) 322229 

✓IE t j tE \\WW.Pemalangkab.go.id 

http://www.Pemalangkab.go.id
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N,,,11,•1 

Pli' I\IFIH NTAII PHO\ l~SI .l .\\t\'t\ ' I I·. ~<. \II 

~Fl\'.l{E I .\HI AT Dt\El{ .\11 
II l1

.1hl,l\\ Ill ;,.;1 ') I ,·Ip '-i l 1I i 'I t 11 "" II 11!1 I ,1, :, '11_'1,1, 
"• til,11,lll l' fl I l' J 

',1•111, 11.JnrJ ') 7 ~ P\ rv f , 2ul 3 

' •ti. ti ! •l 'l)t •t .l 

I . t• 11 I 111, Ill 

11.1•.11 I ,1•.1l tt ,1·.1 I-:,111t-.11HI.111 I \·1,1h11an 
l\up. 111 I '1•111,1 I,111!1 

d1 

t h •11u11iuk sui.1I S,wda1 No11101 180, 4 758/Hk tanggal 30 Desember 202L hal t,1ohr,n 
I ;1~,tht,1'>t l\;tf'' :limp ll'nlang Kcl)tJnkan Akuntansr r cmerrntah Daeratt Va r, ip;:r!P•t 
I 1l'111.1l.t1hJ bt:1 s.ima 1111 disa111pa1kan hasrl F as,htas, r-{a11cangan Puaturan Bt,pa tE:ntar t1~ 

k.el> t1<1kc111 f kuntans, Pt'111enntah Daerah Kc1bupate11 Pcmalang scbagni berikut 

I .ludul l~a11ca11~1nn Pt ,atu,an Bupnt, agar d1sernpurnaka11 111 n1ad1 

' H/\NCANCAN rrr~A rURAN 8UPA l I Pf AAI / NG TFNT/,NG VEEIJ/,K/· 
/\KUN f ANSI PE.ME.RIN 1 AH l)A[f~AH selallJUlnya pad;:i diktum rAenetapka n' agar 
d1scsua1kan 

2 k.onstde,ans Mcn11111Ja11g aga, d1tambahka 11 landasan flloso ,s dan lar.dasan 
s0s1olog1s dalam pembentuk.:i11 Peratu,an Bupat, 

3 Dasar hukum "Mengingal' cHt~Jka 2 agar disempu,nakan sebaga1 berikut · 

2. Undang-Und ng Nomor 23 Tahun 2014 tc11tang Pemenntahan Dacrah (Lembarar' 
Negara Republik lndo11cs1a Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran tega:a 
Republik lndonesr-1 Nomor 5587) scbagannan telah d1ubah behcrapa kali tera hir 
dengan Peraturan Peme11ntah P nggant, \..Jncla11y-U1H.Jang ,omo 2 T .:inur on 
tentang Crpta Keqa (le111ba1an Negara Repuolik ndot1 es,a T dlh111 2022 omor 
238. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia omO! G841 ! 

4. Pasal 1 angka 3 agar disempurnakan sebaga1 benku 

3. Pemenntah Daerah adalah Bupatr sebagc11 unsur penyelengg;i:a Pemenntahan 
Daerah yang memImprn pelaksanaan urusan pemerinta:1an _ ang men,c1'.1 
kewenangan daerah otonom 

5. Pasal 2, terka it dengan fr asa Perne11ntah K<1bu paten Pemal;ing agar d1sempL,rnakan 
menjadi "Pemerintah Daerah· sesuar k tentuan !'-1sal 

Sehubungan dengan adanya penan1 bahan d.1•1 pe11~1t1c10 Isa;1 bch:tdPi-l eli:•' t, ::1;1 
maka tata naskah dan urutan dalam rnncanqar' Per;:ituran bupa I d11rn-1 su<l cigd' 

dicermati dan disesua1kan. 

Selanjutnya agar d ilakukan penyempurnaan te1hadap Ra11ca11ga11 Peraturan 8upat 
tersebut, untuk segera dapat ditetapkan menJadi Pcratu,an Bupati 

Demikian untuk menjadikan maklum dan dit111daklan1uti 

a.n GUBl::RNUR JA\ A l [ 
· Sekretans Dac,ah /f., . 

,,~ti 
I if.'.'· 

I 

GAH 

~SM 
Pembrnc;1 Utama Madva 

NIP. 1.9700514 Hl9202 1 001 

TEMBUSAN: 
1. Menteri Oalam Negeri; 
2. Gubernur Jawa Tengah; 
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah; 
4 . Direktur Produk Hukum Daerah OITJEN Otonomi Daerah pada Kementenan Dalam Nege11. 
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKOA Provinsi Jawa Tenga h, 
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah. 

Dipindai dengan CamScanner 
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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 

ASET DAERAH 

Nomor : 900/ ~9S- I/BPKAD 
Sifat : Segera 
Hal : Mohon Koreksi N askah 

Pemalang, 13 Oktober 2023 

Kepada Yth. Kepala Bagian Hukum 
Setda Kab . Pemalang 
Di 

Rancangan Peraturan Bupati PEMALANG 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menten Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaa n 

Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tcntang 

Kebijakan Akuntans i Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang. 

Sehubungan dengan hal tersebut m a k a den gan hormat kami 

mohon koreksi atas Naskah Rancangan Peraturan Bupati Pemala n g 

tentang Kebijakan Akuntansi, s ebagaimana terlampir. 

Demikian, untuk menjadikan periksa. 

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN 
KElJANGAN DAN ASET DAERAH 

, ,i 1_ ;, ii':azl:JPATEN PEMALANG - - ~ = 'e A, >-,'\ 
,- ~--f · \ -. ---/~~h\\ . r i I 

I • I' 1: l' 1: ?\ l) 11 

'----, -~// 
(_, ;I 

J-JJ-!~ · .. J;MUGI HARJONO,S.Hut. ,M.E. 
~ -......:. ___ .....-: ,. Pembina Tk. I 

NIP. 19720129 199803 1 010 

Jalan Surohadikusumo No. 1 Pemalang 52312 Prov. Jawa Tengah 
Telepon (0284) 321029 Faks. (0284) 321287 


